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SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN OUTPUT 
PERIKANAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA PERIODE 1990-2000: 
Pendekatan Analisis Input-Output Menggunakan Metode Dekomposisi Faktor. 


Tajerin' 
ABSTRAK 


Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pertumbuhan output perikanan dan 
perubahannya yang terjadi selama periode analisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 
Tabel Input Output Tahun 1990, 1995 dan 2000 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Analisis data 
dilakukan menggunakan kerangka model input-output dengan pendekatan dekomposisi faktor. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa pada periode 1990-1995, pertumbuhan output perikanan primer dan perikanan 
sekunder didominasi sumber perubahan permintaan akhir domestik, sedangkan pada periode 1995-2000 
didominasi sumber perluasan ekspor. Berdasarkan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan output total, 
diketahui bahwa selama periode analisis (1990-2000) belum terjadi (tengah berlangsung) perubahan 
struktur dari perekonomian yang didominasi kelompok perikanan primer kepada kelompok perikanan 
sekundernya. Untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan output perikanan primer dan perikanan sekunder 
terkait dengan perubahan strukturnya, diperlukan dukungan penguasaan terknologi yang lebih maju dan 
lebih mendorong perluasan ekspor bersamaan dengan upaya meningkatkan substitusi impor. 


Kata Kunci: Pertumbuhan Output, Perikanan, Industri Pengolahan. 


Abstract: Sources of Fisheries Output Growth in the Indonesian Economy During 1990-2000 : 
And Input-Qutput Analysis Approach Using the Decomposition Factor Method. 
By: Tajerin. 


This study was primarily aimed to find out the sources of fisheries' output growth and changes occured 
to this sector during the analyzed period. Secondary data used in this research were derived from the 1990, 
1995 and 2000 I-O tables composed by Central Bureau of Statistics (CBS). Analysis carried out by I-O model 
framework with factor decomposition approach. Results of the study indicated that during the 1990 — 1995 
period, both primary and secondary fisheries' output were dominated by changes in the final demand, while 
during the 1995 — 2000 period, it was dominated by export expansion. Based on its contribution towards total 
output growth, during the analysis period (1990 - 2000), fisheries sector had not been experiencing 
structural changes from a primary-fisheries-dominated economy to secondary-fisheries-dominated 
economy. In order to increase the performance of primary and secondary fisheries output growth related to 
the structural changes, more advanced technologies, support for more export expansion balanced by the 
efforts to promote import substitution are required. 


Keywords: Output Growth, Fisheries, Processing Industry. 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260 
Telp. 021 53650162/Fax. 021 53650159 
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I. PENDAHULUAN 


Globalisasi dalam bidang ekonomi 
seperti yang tengah bergulir saat ini, telah 
memberikan banyak dampak bagi negara- 
negara yang terlibat didalamnya, yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah 
mempengaruhinya kondisi perekonomiannya. 
Salah satu dampak globalisasi tersebut adalah 
kuatnya keterkaitan ekonomi suatu negara 
terhadap negara lain serta bebasnya 
mobilisasi faktor produksi termasuk modal. 
Dampak globalisasi ini memaksa Indonesia 
harus menghadapi krisis ekonomi yang 
berkepanjangan (Choeryanto, 2002). Dalam 
menghadapi krisis tersebut Indonesia perlu 
membuat strategi yang lebih mengarah 
kepada kebangkitan perekonomian Indonesia 
melalui kekuatan pembangunan yang berakar 
pada perekonomian di dalam negeri 
(domestik), sehingga dicapai 'penggarapan' 
secara maksimum dengan menggunakan 
sumber-sumber yang ada secara efisien 
(Baran dalam Jinghan, 2000; Meier and 
Baldwin dalam Jinghan, 2000). 

Perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan merupakan sektor yang memiliki 
keunggulan kompetitif, karena berbasiskan 
sumberdaya alam dan berakar pada 
perekonomian domestik serta dibangun 
melalui penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Dahuri, 2003). Melalui pengelolaan 
secara tepat dan dengan kebijakan yang 
berpihak kepada pembangunan perikanan, 
memungkinkan terciptanya keterkaitan 
ekonomi yang kuat bagi sektor perikanan 
dengan industri pengolahan hasil perikanan 
dan sektor-sektor lainnya, sehingga pada 
gilirannya dapat tercipta "pemanenan” yang 
paling efisien dan mampu memberikan 
kontribusi maksimal bagi kemakmuran bangsa 
(Dahuri, 1999a, 1999b). 

Secara empiris, lemahnya keterkaitan 
ekonomi antara perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan terbukti telah 
menjadi salah satu penyebab penurunan 
utilitas dan kapasitas produksi dari kelompok 


perikanan sekunder serta hilangnya 
kesempatan untuk meningkatkan kinerja 
kelompok perikanan primer secara nyata 
(Nikijuluw, 2005). Oleh karena itu, agar 
"pemanenan" paling efisien dan kontribusi 
maksimal tersebut dapat tercipta maka 
perikanan sebagai kelompok primer haruslah 
diintegrasikan secara tepat dalam suatu 
kerangka sistem bisnis dengan sektor industri 
pengolahan hasil perikanan sebagai kelompok 
perikanan sekundernya. Pengintegrasian 
tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui 
penggunaan sumber-sumber pertumbuhan 
output yang memberikan dorongan 
perekonomian sektor hulu maupun hilir, 
sehingga pada gilirannya dapat menyebabkan 
terjadinya transformasi (perubahan) struktural 
dari perekonomian sektor perikanan "dalam 
arti luas” yang semula secara proporsional 


didominasi kelompok perikanan primer 
kemudian didominasi kelompok perikanan 
sekunder. Secara teoritis, pertumbuhan 


ekonomi yang tinggi akan berkaitan dengan 
perubahan strukturnya, oleh karenanya 
terjadinya perubahan struktur tersebut 
merupakan salah satu indikator makro 
ekonomi suatu sektor telah tumbuh dengan 
baik (Susanti etal., 1999). 

Keberhasilan meningkatkan 
pertumbuhan output tersebut akan sangat 
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat internal 
maupun eksternal. Secara internal, perikanan 
dan industri pengolahan hasil perikanan masih 
dihadapkan oleh rendahnya tingkat 
pemanfaatan sumberdaya dan teknologi, 
tingginya tingkat kemiskinan, daya serap 
kesempatan kerja tinggi namun produktivitas 
ekonominya rendah, minat investasi terutama 
dalam skala menengah dan besar yang relatif 
rendah (Kusumastanto, 2001). Sementara itu, 
secara eksternal peningkatan kontribusi 
ekonomi perikanan maupun industri 
pengolahan hasil perikanan tersebut tentunya 
tidak terlepas dari pengaruh kebijakan- 
kebijakan ekonomi. 

Dari paparan di atas, tampak bahwa di 
satu sisi terdapat harapan besar pentingnya 
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mendorong kontribusi perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan bagi pemulihan 
perekonomian Indonesia, namun di sisi lain 
baik faktor internal maupun eksternal masih 
sangat membebani laju pertumbuhan output 
yang semestinya dapat diciptakan. Untuk itu, 
kajian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 
sumber-sumber pertumbuhan output 
perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan; dan kecenderungan pergeseran 
(perubahan) struktur ekonomi dari dominasi 
kontribusi perikanan primer ke perikanan 
sekunder yang terjadi selama periode 1990- 
2000. 


I. METODOLOGI 


Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam kajian ini 
adalah data sekunder dari sumber buku Tabel 
Input-Ouput (I-O) transaksi total atas dasar 


harga produsen untuk Tahun 1990, 1995 dan 
2000 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik 
(1994, 1999, 2004). Agar dapat merekam 
peranan sektor perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan, dalam kajian ini 
digunakan tabel I-O menurut klasifikasi 161 x 
161 sektor untuk tahun 1990: 172 x 172 sektor 
untuk tahun 1995; dan 175 x 175 sektor untuk 
tahun 2000. Namun mengingat klasifikasi 
matrik tabel-tabel I-O tersebut tidak sama, 
pada tahap awal dilakukan konversi klasifikasi 
matriks Tabel I-O Tahun 1995 dan 2000 ke 
dalam klasifikasi matrik tabel I-O tahun 1990 
yang memiliki klasifikasi terendah (161 x 161 
sektor). Setelah semua tabel I-O yang 
digunakan menjadi sama matriksnya, tahap 
selanjutnya dilakukan proses 
pengklasifikasian kembali dengan cara 
mengagregasi sektor-sektor dari tabel-tabel 
I-O dengan klasifikasi matriks sebesar 161 x 


Tabel 1. Pengklasifikasian Sektor-Sektor dari Tabel Input-Output yang Digunakan dalam 


Kajian. 


Table 1. Sectors Classification from Input-Output Table Used in the Analysis. 


Sektor/ 
Sectors 


Deskripsi/ Description 


Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output/ 
Sectors in Input-Output Table 


1990 1995 2000 


1 Pertanian non perikanan/ 
Agriculture non fisheries 
Perikanan primer/ Primary 
fisheries: 

2 Perikanan laut dan hasil perairan 
laut lainnya/ Marine fisheries and 
other marine resources 

3 Perikanan darat dan hasil 
perairan darat 
Freshwater fisheries and 
resources 

4 Pertambangan dan penggalian/ 
Mining and guarrying 
Perikanan Sekunder/ 
Secondary fisheries : 

5 Industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan biota 
perairan lainnya/ Drying and 
salting of fish and other 
resources industries 


lainnya/ 
other 


1-28 1-31 1-30 


29 32; 34L go”) 31: Sala”? 


30 33:34Dgo”) — 32;33Do 9 


32 — 34 36 — 48 35 — 48 


31 53 53 
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Lanjutan (tabel 1)/Continue (table 1). 


Sektor/ Deskripsi/ Description Sektor-Sektor dalam Tabel Input -Output/ 
Sectors Sectors in Input-Output Table 
1990 1995 2000 
6 Industri pengolahan dan 48 54 54 
pengawetan ikan dan biota 
perairan lainnya/ Processing and 
preserving industries of fish and 
other biota 
7 Industri pengolahan hasil 47 — 47; 49 — 52; 49 — 52; 
pertanian non perikanan/ 49-83 55 — 91 55 — 93 
Agriculture non fisheries 
processing industries 
8 Industri pengolahan lainnya/ 84 — 131 92 — 139 94 — 141 
Other processing industries 
9 Jasa-jasa dan lainnya/ Services 132 — 161 35:140— 172 34; 142 — 175 
and others 
Keterangan/Remarks : 


“! Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,1% yang berasal dari 


xxx) 


xxxx) 


udang hasil tangkapan di laut pada tahun 1995 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 
sectors 34 (shrimp) for sectors 29 is 54.1% from marine in 1995 (BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 45,9% yang berasal dari 
udang hasil budidaya tambak dan tangkapan di perairan umum pada tahun 1995 (BPS, 
2004b)/ Output proportion of sectors 34 (shrimp) for sectors 30 is 54.9% from brackish 
water pond and inland water in 1995 (BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,5% yang berasal dari 
udang hasil tangkapan di laut pada tahun 2000 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 
sectors 34 (shrimp) for sectors 29 is 54.5% from marine in 2000 (BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 54,5% yang berasal dari 
udang hasil budidaya tambak dan tangkapan di perairan umum pada tahun 2000 (BPS, 
2004b)/ Output proportion of sectors 34(shrimp) for sectors 30 is 54.5% from brackish 


water pond and inland in 2000 (BPS, 2004b). 


Tahap selanjutnya, agar dapat 
diperbandingankan antara perubahan angka 
(nilai) riil dan nominal antar Tabel I-O yang 
digunakan, dalam kajian ini dilakukan konversi 
besaran harga berlaku dari masing-masing 
tabel I-O tersebut berdasarkan harga konstan 
tahun 1993 menurut "patokan” Produk 
Domestik Bruto (PDB) sebagai defaltornya. 
Pengaplikasian angka indeks PDB deflator 
tersebut dilakukan dengan menggunakan 
teknik seperti yang digunakan oleh Kaneko 
(1984) dan merupakan salah satu teknik yang 
dianjurkan oleh BPS (2000). 


Metoda Analisis Data 

Salah satu model yang secara luas 
digunakan untuk menganalisis struktur 
perekonomian baik di tingkat nasional maupun 
regional adalah model Input-Output (I-O). 
Dengan membandingkan dua atau lebih Tabel 
I-O dari periode yang berlainan dan dianalisis 
menggunakan pendekatan model I-O, dapat 
diketahui arah perubahan struktur dan 
perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan masing-masing sektor (Liu and 
Saal, 2000). Analisis mengenai sumber- 
sumber pertumbuhan tersebut menjadi sangat 
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penting karena dalam analisis pembangunan 
ekonomi tidak lagi sekedar mementingkan 
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga 
melihat pembagian pertumbuhan antar faktor 
produksi dan sumber-sumber 
pertumbuhannya (Nazara, 1997). 

Dalam kajian ini, analisis sumber-sumber 
pertumbuhan output dilakukan dengan 
menggunakan metode dekomposisi faktor 
struktural dari pertumbuhan output. 
Selanjutnya dengan metode tersebut dapat 
pula dianalisis pergeseran (perubahan) 
dominasi faktor-faktor (sumber-sumber) yang 
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 
output di dalam perekonomian. Menurut 
Forssell (1988), metode tersebut sangat 
berguna dalam menyediakan sebuah 
kerangka kerja bagi penelaahan sumber- 
sumber pertumbuhan output dan perubahan 
struktural dalam sebuah perekonomian. 

Metode dekomposisi faktor yang 
digunakan dalam kajian ini adalah seperti yang 
diajukan oleh Chenery (1960) yang kemudian 
dikembangkan lebih lanjut oleh Akita (1991). 
Metoda ini secara luas telah digunakan untuk 
menganalisis perubahan struktur dan sumber- 
sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi 
permintaan. Diantaranya adalah oleh Akita 
(1991), Akita dan Hermawan (2000) dan 
Hayashi (2005) masing-masing untuk 
menganalisis perubahan struktur dan sumber- 
sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia; 
dan Rashid dan Elameer (1999) untuk kasus di 
Malaysia; dan Liu and Saal (1998) untuk kasus 
di Afrika Selatan. 

Metoda tersebut dimulai dengan 
persamaan identitas akuntansi dari 
permintaan dan penawaran, yang membuat 
model ini dapat menjelaskan perubahan 
diferensial pada produksi sektoral yang 
terdisagregasi sebagai sebuah ekspansi non- 
proporsional dari empat faktor, yaitu: (1) 
peningkatan permintaan domestik; (2) 
perubahan permintaan antara; (3) perluasan 
ekspor; dan (4) substitusi impor. Keempat 


faktor yang memberikan kontribusi terhadap 
output yang diperoleh berdasarkan formulasi 
pada kondisi sistem perekonomian terbuka, 
dimana keseimbangan material dasar antara 
permintaan dan penawaran dapat ditulis 
sebagai: 

X=W+D+E-M 


dimana X, D, W, E dan M masing-masing 
menunjukkan vektor dari gross output, 
permintaan akhir domestik, permintaan 
antara, permintaan akhir luar negeri (ekspor) 
dan impor. Dengan catatan bahwa permintaan 
antara dari sektor ke-i dapat ditentukan 
dengan mengalikan matriks koefisien input- 
output dengan total output sektoral sebagai 
W=AX dan M =m(W+D) (dimana A 
adalah matriks koefisien input-output, dan 
m adalah matriks diagonal rasio impor). 
Rasio impor itu sendiri dihitung dengan 
membagi impor dengan total penawaran 
domestik, atau m= M,/D, +W (Chenery, 
1979), sehingga persamaan (1) dapat ditulis 
kembali sebagai: 


X =(1-M(AX+D)+E Ang 


Dengan menambah P = ! —m (dimana p 


merepresentasikan matriks diagonal 
penawaran domestik), dan bila 


B=(I—pA) maka persamaan (2) dapat 
ditulis kembali menjadi : 
X=BpD+E ereere (3) 


Dengan mengurangi nilai X pada waktu t 
tertentu (X,) dengan X pada waktu awal (X,) 
sehingga dapat diukur dekomposisi output 
atau yang dikenal dengan “Adecomposition 
measure” (seperti yang juga digunakan oleh 
Kubo dan Robinson, 1979), 


AX = X, — X, Len) 


Dari persamaan (4), dekomposisi AX dapat 


diekspresikan sebagai berikut: 


AX = B,p,AD + BAE + B, p, AAX, +B,A p(A,X, + D.) aaa (B) 


124 


Sumber-Sumber Pertumbuhan.... 


Perekonomian Indonesia Periode 1990-2000(Tajerin) 


Dengan demikian metoda analisis 
dekomposisi terhadap sumber-sumber 
pertumbuhan output tersebut dapat difomulasi 
sebagai berikut: 


AX = B (p. — 


AX = B. í p. 


dimana B adalah invers Leontief domestik; p 
adalah struktur impor; X adalah jumlah output; 
D adalah permintaan domestik; E adalah 
jumlah output yang diekspor; sedangkan t dan 

0 menunjukkan tahun dasar dan tahun 

terminal. Sehingga pertumbuhan output 

dapat didekomposisikan ke dalam empat 
sumber, yaitu: 

(a) Substitusi impor (IS) atau dampak 
perubahan output yang berasal dari 
perubahan proporsi impor terhadap 
permintaan domestik di semua 
sektor yang harus dipenuhi oleh 
perekonomian domestik. 


{B(p, — Po MAX, + D.) ) 


(b) Perubahan teknologi (TC) atau dampak 
perubahan output yang bersumber dari 
perubahan koefisien input-output 
masing-masing sektor dalam 


perekonomian. B,p, (A — A,)X, 


@ Perubahan permintaan domestik (DD) 
atau dampak perubahan output yang 
bersumber dari perubahan permintaan 
domestik masing-masing sektor dalam 


perekonomian. $B, p (D, - D.) } 


(d) Perluasan ekspor (EE) atau dampak 
perubahan output yang bersumber dari 
perubahan permintaan ekspor masing- 
masing sektor dalam perekonomian . 


(E -E,) 


Persamaan (6) di atas dirumuskan 
dengan menggunakan parameter struktur pada 


p.XAX,+D,)+ Po(A - A)X, + Po(D, -D.)+(E, - Eo) } 


tahun awal/dasar dengan pembobotan di tahun 
tertentu/terminal; namun dalam prakteknya 
dapat pula dilakukan sebaliknya, sehingga 
dapat dirumuskan dalam persamaan 7. 


= PNA Xo + Do) + P(A —A)X;+ p (D, -D.)+(E, E) $...........i7) 


Penggunaan kedua persamaan itu 
(persamaan 6 dan 7) akan menghasilkan 
angka yang berbeda. Oleh karena itu, dalam 
kajian ini sesuai dengan yang disarankan oleh 
Akita (1991) akan digunakan rata-rata 
sederhana dari kedua persamaan tersebut. 
Selanjutnya berdasarkan proporsi 
komponennya, perubahan permintaan 
domestik (DD) akan dipilah menjadi empat 
komponen, yaitu: 

(1) Perubahan konsumsi 

(DD1). 

(2) Perubahan konsumsi pemerintah (DD2). 
(3) Pembentukan modal tetap (Dd3) 
(4) Perubahan stock (DD4). 

Dengan demikian baik persamaan (6) 

maupun (7) dapat disederhanakan menjadi: 


rumah tangga 


AX - IS +TC +(DD1 + DD2 + DD3+ 
DD4)+ EE tacai (8) 


Selanjutnya untuk mendapatkan 
persamaan dekomposisi faktor dari yang 
diukur berdasarkan “perubahan output” (X) 
menjadi "pertumbuhan output” (X/X), maka sisi 
kiri dan kanan pada persamaan (8) masing- 
masing dibagi dengan nilai X periode awal. 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Untuk mengetahui sumber-sumber 
pertumbuhan output dan perubahan 
(pergeseran)-nya selama periode analisis, 
maka pemaparan analisis disajikan menurut 
periodesasi (periode 1990-1995 dan periode 
1995-2000). Besarnya angka yang dihasilkan 
dari selisih di antara kedua periode tersebut 
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dalam hal ini mencerminkan besarnya 
perubahan (pergeseran) yang terjadi dari 
masing-masing sektor yang dianalisis. 


Periode Pertama (1990-1995) 

Dari Tabel 2 (bagian A) dan Gambar 1 
diketahui bahwa secara sektoral pada periode 
pertama (1990-1995), sumber pertumbuhan 
output yang terbesar (dominan) dari sektor- 
sektor dalam perekonomian Indonesia kecuali 
sektor industri pengolahan dan pengawetan 


perubahan permintaan akhir domestik (DD), 
yaitu berkisar sebesar 54,32% hingga 
109,13%, terutama yang diperoleh dari 
komponen perubahan konsumsi swasta (DD1) 
yang mencapai sebesar 33,02 — 105,854. 
Dengan demikian sektor-sektor dalam periode 
pertama ini sebagian besar merupakan sektor- 
sektor yang sumber pertumbuhan outputnya 
diperoleh dari dominasi perubahan 
permintaan akhir domestik atau disebut 
sebagai domestic demand driven sectors. 


ikan adalah diperoleh dari kontribusi 


Gambar 1. 


Diagram Sumber-Sumber Pertumbuhan Output dari Sektor-Sektor dalam 
Perekonomian Indonesia Tahun 1990-1995 (% dari Pertumbuhan Output 
Sektoral). 
Figure 1. Sources of Output Growth Diagram from Indonesian Economy Sectors During 
1990-1995 (% from Sector al Output Growth). 
Keterangan/Remarks: 
- Sektor-1/Sector1 = Sektor pertanian non perikanan/Agriculture non fisheries. 
- Sektor-2/Sector 2 = Sektor perikanan laut dan hasil perairan laut lainnya/Marine fisheries and other 
marine resources. 
- Sektor-3/Sector3 = Sektor perikanan darat dan hasil perairan darat lainnya/Freshwater fisheries and other 
marine resources. 
- Sektor-4/Sector4 = Sektor pertambangan dan galian pemerintah/Government mining and quarrying. 
- Sektor-5/Sector5 = Sektor industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya/Drying and salting 


processing industries. 
- Sektor-6/Sector6 = Sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya/ 
Processing and preserving industries. 
- Sektor-7/Sector7 = Sektor industri pengolahan hasil pertanian non perikanan/Agriculture non-fisheries 
processing industries. 
Sektor industri pengolahan lainnya/Other processing industries. 
Sektor jasa-jasa dan lainnya/ Service and others. 


- Sektor-8/Sector 8 
- Sektor-9/Sector 9 
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Dari sumber kontribusi DD tersebut, 
pertumbuhan output perikanan laut dan 
perikanan darat masing-masing sebesar 
74,12% dan 86,99%. Sedangkan untuk 
industri pengeringan dan penggaraman ikan di 
samping diperoleh dari sumber kontribusi DD 
sebesar 54,32%, juga bersumber kontribusi 
perubahan substitusi impor (IS) yang 
tergolong besar, yaitu sebesar 31,75%. 
Sementara untuk industri pengolahan dan 
pengawetan ikan memiliki sumber 
pertumbuhan output terbesarnya dari 
kontribusi perluasan ekspor (EE), yaitu 
sebesar 107,936. 

Dari uraian tersebut, dapat diketahui 
bahwa kecuali sektor pengolahan dan 
pengawetan ikan yang pertumbuhan output 
terbesarnya bersumber dari perluasan ekspor 
(EE), secara umum sektor-sektor yang terkait 
dengan perikanan (perikanan primer) dan 
industri pengolahan hasil perikanan 
(perikanan sekunder) merupakan sektor- 
sektor yang pertumbuhan output terbesarnya 


—e— Sektor-1 
—s— Sektor-6 


Sektor-7 


—— Sektor-2  Sektor-3 
—— Sektor-8 


bersumber dari dominasi kontribusi akhir 
domestik( DD). 

Selanjutnya bila dilihat dari kontribusinya 
terhadap pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia seperti tertera pada 
Tabel 2 (bagian B), diketahui bahwa masing- 
masing sektor yang diamati memberikan 
kontribusi yang positif. Dari sembilan sektor 
yang diamati terdapat tiga sektor yang 
memiliki kontribusi positif relatif besar 
terhadap pertumbuhan output total. Ketiga 
sektor tersebut adalah sektor-sektor yang 
terkait dengan perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan, yaitu perikanan 
darat, industri pengolahan dan pengawetan 
ikan, dan perikanan laut masing-masing 
sebesar 35,94%, 19,84 dan 18,62%; 
sedangkan enam sektor lainnya memiliki 
kontribusi positif relatif rendah, yaitu berkisar 
sebesar 1,86% hingga 6,05%. 

Selain itu, dari tabel 2 (bagian B) dan 
Gambar 2 dapat diketahui pula bahwa pada 


periode pertama (1990-1995) ini, perubahan 


Sektor-4  —— Sektor-5 
Sektor-9 


Gambar2. Diagram Sumber-Sumber Pertumbuhan Output Total dari Sektor-Sektor 
dalam Perekonomian Indonesia Tahun 1990-1995 (Yo dari Pertumbuhan 


Output Total). 
Figure 2. 


Sources of Total Output Growth Diagram from the Indonesian Economy Sectors 


During 1990-1995 (% of Total Output Growth). 
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Keterangan/Remarks: 
- Sektor-1/Sector 1 - 
- Sektor-2/Sector2 - 


Sektor pertanian non perikanan/Agriculture non fisheries. 
Sektor perikanan laut dan hasil perairan laut lainnya/Marine fisheries and other 


Sektor perikanan darat dan hasil perairan darat lainnya/Freshwater fisheries and other 


Sektor pertambangan dan galian pemerintah/Government mining and quarrying . 
Sektor industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya/Drying and salting 


Sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya/ 
Sektor industri pengolahan hasil pertanian non perikanan/Agriculture non-fisheries 


Sektor industri pengolahan lainnya/Other processing industries. 


marine resources. 
- Sektor-3/Sector3 = 
marine resources. 
- Sektor-4/Sector4 = 
- Sektor-5/Sector 5 = 
processing industries. 
- Sektor-6/Sector 6 - 
Processing and preserving industries. 
- Sektor-7/Sector7 = 
processing industries. 
- Sektor-8/Sector8 - 
- Sektor-9/Sector9 - Sektorjasa-jasa dan lainnya/ Service and others. 


permintaan akhir domestik (DD) merupakan 
sumber pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia yang terbesar 
(dominan) dengan kontribusi sebesar 56,38%. 
Perikanan laut dan perikanan darat 
merupakan dua sektor yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan 
output total perekonomian Indonesia dari 
dominasi DD tersebut, yaitu masing-masing 
sebesar 30,82% dan 13,82% dari 
pertumbuhan output total. Urutan berikutnya 
disusul oleh industri pengolahan dan 
pengawetan ikan yaitu dengan kontribusi 
sebesar 3,63%. 

Pada periode pertama (1990-1995), 
perluasan ekspor (EE) merupakan sumber 
pertumbuhan output total perekonomian 
Indonesia yang tidak tergolong dominan, 
karena masih lebih rendah dibandingkan 
sumber perubahan permintaan akhir 
domestik(DD), yaitu dengan kontribusi 
sebesar 32,89%. Sektor industri pengolahan 
dan pengawetan ikan merupakan sektor yang 
memberikan kontribusi terbesar terhadap 
pertumbuhan output total yang bersumber dari 
perluasan ekspor (EE), yaitu sebesar 18,07%. 
Dengan kata lain pada periode pertama, 
sektor ini merupakan export oriented sector. 
Urutan selanjutnya disusul oleh perikanan laut 
dan perikanan darat masing-masing dengan 
kontribusi sebesar 5,59% dan 4,40%; 
sedangkan sektor lainnya hanya mampu 


memberikan kontribusi yang tergolong rendah 
terhadap EE, yaitu berkisar sebesar 0,23% 
hingga 1,22%. 

Sementara itu, sumber substitusi impor 
(IS) hanya memberikan kontribusi yang relatif 
rendah dibandingkan dari sumber DD maupun 
EE, yaitu sebesar 7,90%. Dua dari tiga sektor 
yang memberikan kontribusi relatif besar 
terhadap pertumbuhan output total yang 
bersumber dari perubahan subtitusi impor (IS) 
merupakan sektor yang terkait dengan industri 
pengolahan hasil perikanan. Kedua sektor 
tersebut adalah industri pengolahan dan 
pengawetan ikan (2,77%) dan industri 
pengeringan dan penggaraman ikan (1,57%). 

Bila pada periode pertama ini, sumber- 
sumber pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia dari DD, EE dan IS 
memberikan kontribusi yang positif 
(meningkatkan pertumbuhan output total), 
sebaliknya untuk perubahan teknologi (TC) 
sebagai sumber pertumbuhan output total 
justru memberikan kontribusi yang negatif 
(menurunkan pertumbuhan output total). 


Kontribusi negatif dari sumber perubahan 
teknologi(TC) ini sebesar -3,74% dari 
pertumbuhan output total, terutama 


disumbang oleh industri pengolahan dan 
pengawetan ikan (-2,48%), perikanan laut (- 
1,63%) dan industri pengeringan dan 
penggaraman ikan (-0,11%). 
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Periode Kedua (1995-2000) 

Dari tabel 3 (bagian A) dan gambar 3 
dapat diketahui bahwa pada periode kedua 
(1995-2000), sektor-sektor dalam 
perekonomian Indonesia sebagian besar 
memberikan kontribusi yang terbesar 
(dominan) terhadap perluasan ekspor (EE) 
sebagai sumber pertumbuhan output 


EE 


—=— Sektor-2 
— Sektor-7 


—e— Sektor-1 
—e— Sektor-6 


— Sektor-3 
— Sektor-8 


sektoralnya, atau disebut sebagai export 
oriented sectors. Sektor industri pengolahan 
dan pengawetan ikan merupakan sektor yang 
pertumbuhan output terbesarnya berasal dari 
dominasi sumber perluasan ekspor(EE), yaitu 
sebesar 177,84%; sedangkan untuk 
perikanan darat, perikanan laut dan industri 
pengolahan dan pengawetan ikan, masing- 


DD4 


Sektor-4 
Sektor-9 


—— Sektor-5 


Gambar3. Diagram Sumber-Sumber Pertumbuhan Output dari Sektor-Sekto dalam 
Perekonomian Indonesia Tahun 1995-2000 (% dari Pertumbuhan Output 


Sources of Output Growth Diagram from the Indonesian Economy Sectors During 


Sektor perikanan laut dan hasil perairan laut lainnya/Marine fisheries and other 
Sektor perikanan darat dan hasil perairan darat lainnya/Freshwater fisheries and other 


Sektor pertambangan dan galian pemerintah/Government mining and quarrying 
Sektor industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya/Drying and salting 


Sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya/ 


Sektor industri pengolahan hasil pertanian non perikanan/Agriculture non-fisheries 


Sektoral). 
Figure 3. 
1995-2000 (% from Sectoral Output Growth). 
Keterangan/Remarks: 
- Sektor-1/Sector1 = Sektor pertanian non perikanan/Agriculture non fisheries. 
- Sektor-2/Sector2 - 
marine resources. 
- Sektor-3/Sector3 = 
marine resources. 
- Sektor-4/Sector4 = 
- Sektor-5/Sector5 = 
processing industries. 
- Sektor-6/Sector6 = 
Processing and preserving industries. 
- Sektor-7/Sector7 = 
processing industries. 
- Sektor-8/Sector8 = Sektor industri pengolahan lainnya/Other processing industries 
- Sektor-9/Sector9 = Sektor jasa-jasa dan lainnya/ Service and others. 
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masing sebesar 74,68%, 52,21% dan 25,38% 
dari pertumbuhan output sektoralnya. Di 
samping dari sumber perluasan ekspor (EE), 
sektor perikanan laut memiliki perubahan 
permintaan akhir domestik (DD) sebagai 
sumber pertumbuhan output sektoralnya, 
yaitu sebesar 47,88%. Sementara, sektor 
industri pengeringan dan penggaraman ikan 
tidak termasuk sebagai export oriented 
sectors, melainkan sebagai domestic demand 
driven sector karena pertumbuhan output 
sektoralnya didominasi (terbesar) dari sumber 
perubahan permintaan akhir domestik (DD) 
dengan kontribusi sebesar 41,89%. Namun 
ternyata sektor ini memiliki sumber 
pertumbuhan output lainnya dengan kontribusi 
yang mendekati sama dengan kontribusi 
sumber DD, yaitu dari dari sumber perluasan 
ekspor (EE) sebesar 25,37% dan sumber 
perubahan teknologi (TC) sebesar 32,08%. 


—»— Sektor-2 
-= Sektor-7 


—e— Sektor-1 
—e— Sektor-6 


—— Sektor-3 
—— Sektor-8 


Selanjutnya bila dilihat dari kontribusinya 
terhadap pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia seperti tertera pada 
tabel 2 (bagian B), diketahui bahwa sebagian 
besar sektor-sektor (tujuh dari sembilan 
sektor) memberikan kontribusi yang positif 
terhadap pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia. Kontribusi positif 
terbesar disumbang oleh perikanan darat, 


yaitu sebesar 26,11% dari total (100%) 
pertumbuhan output perekonomian, 
sedangkan untuk perikanan laut, industri 


pengeringan dan penggaraman ikan, industri 
pengolahan dan pengawetan ikan masing- 
masing memberikan kontribusi yang relatif 
besar, yaitu masing-masing sebesar 21,47%, 
14,35% dan 9,97%. 

Selain itu dari Tabel 3 (bagian B) dan 
gambar 4 diketahui pula bahwa pada periode 
kedua ini, perluasan ekspor (EE) merupakan 
sumber pertumbuhan output total 


Sektor-4 
Sektor-9 


—— Sektor-5 


Gambar4. Diagram Sumber-Sumber Pertumbuhan Output Total dari Sektor-Sektor 
dalam Perekonomian Indonesia Tahun 1995-2000 (% dari Pertumbuhan 


Output Total). 
Figure 4. 


Sources of Total Output Growth Diagram from the Indonesian Economy Sectors 


During 1995-2000 (% of Total Output Growth). 
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Keterangan/Remarks: 
- Sektor-1/Sector 1 = 
- Sektor-2/Sector 2 = 

marine resources. 
- Sektor-3/Sector 3 = 

other marine resources. 
- Sektor-4/Sector4 = 
- Sektor-5/Sector 5 = 

processing industries. 
- Sektor-6/Sector 6 = 


Sektor pertanian non perikanan/Agriculture non fisheries. 
Sektor perikanan laut dan hasil perairan laut lainnya/Marine fisheries and other 


Sektor perikanan darat dan hasil perairan darat lainnya/Freshwater fisheries and 


Sektor pertambangan dan galian pemerintah/Government mining and quarrying 
Sektor industri pengeringan ikan dan biota perairan lainnya/Drying and salting 


Sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya/ 


Processing and preserving industries. 


- Sektor-7/Sector 7 = 

processing industries. 
- Sektor-8/Sector 8 = 
- Sektor-9/Sector 9 = 


perekonomian Indonesia yang dominan, yaitu 
dengan kontribusi sebesar 98,79%. 
Kontribusi perluasan ekspor (EE) tersebut 
diberikan oleh sebagian besar sektor-sektor 
dalam perekonomian Indonesia, yaitu berkisar 
sebesar 10 — 21% terutama dari sektor-sektor 
yang terkait dengan perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan yang mencapai 
berkisar sebesar 10,64% hingga 20,84%. 
Sementara itu, untuk kontribusi 
perubahan permintaan akhir domestik (DD) 
sebagai sumber pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia, pada periode kedua 
ini justru tidak memberikan kontribusi yang 
dominan (jauh lebih rendah dibandingkan 
kontribusi yang diberikan dari sumber 
perluasan ekspor (EE), yaitu hanya sebesar 
3,81%. Bila dilihat berdasarkan 
komponennya, dari kontribusi perubahan 
permintaan akhir domestik (DD) tersebut 
berasal dari sumbangan komponen 
perubahan konsumsi swasta (DD1) dan 
perubahan stok (DD2) masing-masing 
sebesar 1,60% dan 1,42%. Rendahnya 
kontribusi dari sumber perubahan permintaan 
akhir domesti (DD) tersebut karena terdapat 
beberapa sektor yang memberikan kontribusi 
negatif, termasuk diantaranya adalah industri 
pengeringan dan penggaraman ikan (-9,41%) 
dan industri pengolahan dan pengawetan ikan 
(-1,85%), sedangkan perikanan laut dan 
perikanan darat justru memberikan kontribusi 


Sektor industri pengolahan hasil pertanian non perikanan/Agriculture non-fisheries 


Sektor industri pengolahan lainnya/Other processing industries. 
Sektor jasa-jasa dan lainnya/ Service and others. 


positif yang relatif besar, yaitu masing-masing 
sebesar 10,90% dan 7,97%. 

Pada periode kedua ini, perubahan 
substitusi impor (IS) memberikan kontribusi 
yang negatif (-4,47%) sebagai sumber 
pertumbuhan output total keseluruhan sektor 
dalam perekonomian (perubahan IS 
mengurangi pertumbuhan output total). 
Kontribusi yang negatif dari IS tersebut 
terutama disumbang oleh sektor industri 
pengolahan lainnya (-1,28%), sedangkan dari 
sektor-sektor yang terkait perikanan dan 
industri pengolahan hasil perikanan meskipun 
turut mengalami kontribusi yang negatif 
namun relatif rendah, yaitu berkisar sebesar - 
0,06% hingga -0,20%. Bahkan untuk sektor 
industri pengeringan dan penggaraman ikan 
yang mengalami kontribusi yang positif, yaitu 
sebesar 0,07%. 

Sementara itu pada periode kedua ini, 
kontribusi perubahan teknologi (TC) sebagai 
sumber pertumbuhan output total 
perekonomian Indonesia justru menunjukkan 
kontribusi yang positif, yaitu sebesar 1,86% 
(tidak seperti periode sebelumnya yang 
menunjukkan kontribusi negatif). Kontribusi 
positif dari TC tersebut terutama diberikan 
industri pengeringan dan penggaraman ikan 
yang mencapai sebesar 2,86%, sedangkan 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
justru memberikan kontribusi negatif terbesar, 
yaitu sebesar -2,53%. 
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Pergeseran dari Periode Pertama ke 
Periode Kedua 

Secara teoritis perubahan suatu struktur 
ekonomi dianggap terjadi, jika setidaknya 
(minimal) selama periode yang berlainan 
terdapat kecenderungan pergeseran sumber 
pertumbuhan output yang dominan (terbesar) 
dalam perekonomian dari sektor-sektor primer 
ke sektor-sektor sekundernya (Akita, 1991; 
Rashid dan Elameer, 1999; Akita dan 
Hermawan, 2000; dan Hayashi, 2005). Halini 
diperkuat dengan temuan empiris dari Kuznet 
(1957) dalam Jhingan (2000), Chenery (1960) 
dan Chenery and Syrquin (1979) 
menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat 
antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan 
struktur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dalam jangka waktu lama akan menyebabkan 
secara proporsional kontribusi sektor primer 
terhadap output semakin menurun, 


ml Sumber DD 


m Sumber EE 


sedangkan kontribusi sektor sekundernya 
semakin meningkat. Selanjutnya, mengingat 
bahwa dalam kajian ini sektor-sektor 
perekonomian dianalisis dalam tataran 
nasional (perekonomian Indonesia), maka 
pergeseran sumber-sumber pertumbuhan 
output tersebut diukur berdasarkan perubahan 
kontribusinya terhadap output total 
perekonomian Indonesia (bukan sektoral). 
Berdasarkan hal tersebut, dari tabel 4 dan 
gambar 5, dapat diketahui bahwa secara relatif 
bila dibandingkan antara periode pertama 
(1990-1995) dan periode kedua (1995-2000) 
ternyata kontribusi keseluruhan sektor 
terhadap pertumbuhan output total yang 
berasal dari perluasan ekspor (EE) mengalami 
peningkatan yang cukup besar (66,01%), yaitu 
meningkat dari sebesar 32,79% pada periode 
pertama menjadi sebesar 89,79% pada 
periode kedua. Dua dari tiga sektor sebagai 


Q Sumber IS po Sumber TC 


Gambar5. Pergeseran Sumber Pertumbuhan Output Total Berdasarkan Perubahan 
Kontribusi Masing-Masing Sektor dari Periode Tahun 1990-1995 ke Periode 


Tahun 1995-2000 
Figure 5. 


Shifting of Total Growth Source Based on the Change of Each Sector Contribution 


from Period 1990-1995 to Period 1995-2000 


.Perekonomian Indonesia Periode 1990-2000(Tajerin) 


Sumber-Sumber Pertumbuhan... 
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penyumbang terbesar perubahan 
(peningkatan) dominasi sumber EE adalah 
dari sektor-sektor yang terkait dengan 
perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan. Kedua sektor tersebut adalah 
industri pengeringan dan pengawetan ikan 
dan perikanan darat masing-masing dengan 
kontribusi sebesar 19,81% dan 13,12%. 
Sementara itu, bila pada periode kedua ini 
sumber pertumbuhan yang berasal dari 
perluasan ekspor (EE) mengalami 
peningkatan dibanding periode pertamanya. 
Pada perubahan permintaan akhir domestik 
(DD) justru mengalami penurunan yang cukup 
besar (-52,57%), yaitu dari kontribusi sebesar 
56,38% pada periode pertama turun menjadi 
sebesar 3,81% pada periode kedua. 
Menurunnya dominasi sumber perubahan DD 
tersebut disumbang oleh sebagian besar 
sektor dalam perekonomian Indonesia. 
Penyumbang terbesar terhadap penurunan 
dominasi perubahan permintaan akhir domesti 
(DD) tersebut adalah perikanan darat (- 
22,84%) dan kemudian diikuti industri 
pengeringan dan penggaraman ikan (- 
13,04%). 

Selanjutnya dari tabel 4 dan gambar 5, 
diketahui bahwa bila pergeseran (perubahan) 
sumber perluasan ekspor (EE) maupun DD di 
atas dilihat secara agregat untuk kelompok 
perikanan primer dan perikanan sekunder, 
maka meningkatnya dominasi kontribusi 
sumber perluasan ekspor (EE) yang diberikan 
kelompok primer dalam pertumbuhan output 
total perekonomian Indonesia ternyata tidak 
jauh berbeda (sedikit lebih besar) 
dibandingkan kelompok perikanan sekunder, 
masing-masing sebesar 18,18% dan 16,38% 
(keduanya hanya terpaut sebesar 1,8%). 
Kondisi sebaliknya terjadi pada menurunnya 
dominasi kontribusi DD sebagai sumber 
pertumbuhan output total, dalam hal ini 
penurunan di kelompok perikanan primer lebih 
besar dibandingkan kelompok perikanan 
sekundernya, masing-masing sebesar - 
25,76% dan -16,26%. 


IV. 


KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 


(1) 


Selama periode 1990-1995 secara 
sektoral dari kelompok perikanan primer, 
pertumbuhan output perikanan laut dan 
perikanan darat masing-masing sebesar 
74,12% dan 86,99% dari sumber 
perubahan permintaan akhir domestik. 
Sementara dari kelompok perikanan 
sekunder, pertumbuhan output industri 
pengolahan dan pengawetan ikan 
sebesar 107,93% dari sumber perluasan 
ekspor, sedangkan industri pengeringan 
dan penggaraman ikan sebesar 54,32% 
dari sumber perubahan permintaan akhir 
domestik dan 31,75% dari perubahan 
substitusi impor. Selanjutnya selama 
periode 1995-2000 secara sektoral dari 
kelompok perikanan primer, 
pertumbuhan output perikanan laut 
sebesar 52,21% dari sumber perluasan 
ekspor dan 47,21% dari sumber 
perubahan permintaan akhir domestik; 
sedangkan perikanan darat sebesar 
74,68% dari sumber perluasan ekspor. 
Sementara itu, dari kelompok perikanan 
sekunder, pertumbuhan output industri 
pengeringan dan penggaraman ikan 
sebesar 25,38% dari sumber perluasan 
ekspor dan 32,08% dari sumber 
perubahan teknologi; sedangkan industri 
pengolahan dan pengawetan ikan 
sebesar 177,84% dari sumber perluasan 
ekspor. 

Dari kontribusinya terhadap 
pertumbuhan output total perekonomian 
pada periode 1990-1995 yang didominasi 
sumber perubahan permintaan akhir 
domestik, kelompok perikanan primer 
yakni perikanan laut dan perikanan darat 
memberikan kontribusi yang terbesar 
pada sumber tersebut masing-masing 
sebesar 30,82% dan 13,82%. 
Sementara itu, dari kelompok perikanan 
sekunder khususnya industri pengolahan 
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dan pengawetan ikan memberikan 
kontribusi yang terbesar pada sumber 
perluasan ekspor yaitu sebesar 18,07%, 
sedangkan industri pengeringan dan 
penggaraman ikan memberikan 
kontribusi terbesarnya pada sumber 
substitusi impor sebesar 1,57. 
Selanjutnya pada periode 1995-2000, 
sebesar 98,79% sumber pertumbuhan 
output total perekonomian Indonesia 
didomonasi oleh kontribusi sumber 
perluasan ekspor. Pada periode ini, 
masing-masing sektor baik dari kelompok 
perikanan primer maupun sekunder 
memberikan kontribusi terbesarnya pada 
pertumbuhan output total dari sumber 
perluasan ekspor. Dari kelompok 
perikanan primer, kontribusi perikanan 
laut sebesar 10,64% dan perikanan darat 
sebesar 17,52%; sedangkan dari 
kelompok perikanan sekunder, kontribusi 
industri pengeringan dan penggaraman 
ikan sebesar 20,83% dan kontribusi 
industri pengolahan dan pengawetan 
ikan sebesar 14,64%. 

(3) Berdasarkan pergeseran dominasi 
sumber pertumbuhan output total yang 
dikaitkan dengan kontribusi sektornya 
pada periode 1990-1995 dan periode 
1995-2000, kontribusi perubahan 
permintaan akhir domestik yang 


diberikan sektor-sektor kelompok 
perikanan primer sebagai sumber 
pertumbuhan output total perikanan 


Indonesia pada periode 1990-1995 
ternyata jauh lebih besar (dominan) 
dibandingkan sektor-sektor kelompok 
perikanan sekundernya. Sementara 
untuk kontribusi perluasan ekspor yang 
diberikan sektor-sektor kelompok 
perikanan sekunder pada periode 1995- 
2000 hanya sedikit lebih besar (tidak 
dominan) dibandingkan kelompok 
perikanan primernya. Dengan demikian 
selama periode analisis (1990-2000) 
perubahan struktur ekonomi dari 
dominasi kelompok perikanan primer 


kepada kelompok perikanan 
sekundernya belum terjadi secara kuat 
atau dapat dikatakan sebagai kondisi 
tengah dalam proses perubahan struktur 
tersebut. 


Implikasi Kebijakan 

Hasil analisis terhadap sumber 
pertumbuhan output total (nasional) 
menunjukkan bahwa sesungguhnya sektor 
perikanan (dalam arti luas) mempunyai 
kontribusi yang tinggi dalam pembentukan 
output nasional. Namun pengembangan pada 
perikanan primer saja, tidak cukup memadai 
untuk menempatkan sektor perikanan dalam 
arti luas sebagai penghela (prime mover) 
perekonomian nasional. Untuk mengatasi 
kelemahan tersebut, perikanan primer harus 
diletakkan dalam kerangka pengembangan 
sistem agribisnis dengan 
mengintegrasikannya dengan sektor 
komplemennya, dalam hal ini adalah dengan 
perikanan sekundernya (industri pengolahan 
hasil perikanan). Diharapkan dengan 
memberikan perhatian yang lebih besar pada 
pembangunan perikanan primer, pada 
gilirannya akan mampu meningkatkan kinerja 
pembangunan dari perikanan sekundernya. 
Pentingnya pengintegrasian tersebut dari 
kedua perikanan tersebut (primer dan 
sekunder) tidak hanya terbatas pada produk 
yang dihasil, tetapi juga pada aktivitas 
konsumsi dan investasi. 

Mengingat pentingnya perikanan primer 
dan perikanan sekunder dalam perekonomian 
nasional, maka sudah sewajarnya bila upaya 
pemulihan perekonomian nasional yang 
dilakukan oleh Bangsa Indonesia saat ini 
diimplememntasikan dengan meletakkan 
landasan yang kuat peran pembangunan 
sektor perikanan dalam arti luas (perikanan 
primer dan perikanan sekunder). Untuk 
meningkatkan kinerja pertumbuhan output 
perikanan primer dan perikanan sekunder 
(industri pengolahan hasil perikanan), 
diperlukan penguasaan terknologi yang lebih 
maju, dan dengan mengefektifkan kebijakan- 
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kebijakan yang mampu menarik para investor 
untuk berkontribusi dalam meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi usaha dikedua 
perikanan tersebut. Disamping itu, 
peningkatan penguasaan teknologi tersebut 
diperlukan pula upaya yang dilakukan oleh 
segenap pelaku usaha dan pemerintah untuk 
secara konsisten mendorong perluasan 
ekspor yang secara simultan dilakukan 
bersamaan dengan upaya meningkatkan 
substitusi impor. Diharapkan melalui upaya 
tersebut akan mendorong transformasi 
ekonomi di sektor perikanan secara luas ke 
arah industrialisasi yang lebih matang 
(mature) dimana keterkaitan antara perikanan 
primer menjadi semakin erat dengan 
perikanan sekundernya serta dengan sektor- 
sektor lainnya dalam perekonomian nasional, 
dan pada saatnya nanti peranan perikanan 
sekunder semakin kuat sementara peranan 
perikanan primer juga secara proporsiaonal 
tetap semakin meningkat dalam 
perekonomian nasional. 
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KAJIAN STRUKTUR INDUSTRI PERIKANAN UNTUK MENYUSUN MODEL 
PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA’. 


Mulyono Partosuwirjo?, 
John Haluan, Mulyono S. Baskoro dan Soepanto Soemokaryo? 


ABSTRAK 


Usaha perikanan tangkap berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dinamika interaksi di antara komponen perikanan belum harmonis 
karena penanganan permasalahannya belum sesuai dengan intensitas interaksi. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis dan mengidentifikasi komponen/aspek yang berinteraksi signifikan sehingga dapat 
diantisipasi untuk penyusunan model pemberdayaan usaha perikanan tangkap yang lebih tepat. 
Penelitian ini dilakukan melalui analisis interaksi kompleks menggunakan Structure Equation Modelling 
(SEM). Hasil analisis SEM menerangkan bahwa komponen lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan 
lingkungan industri, strategi usaha, kinerja industri perikanan, dan tujuan pembangunan perikanan 
berinteraksi signifikan berturut-turut dengan aspek manajemen, sosial, entry barier, keuangan, pay back 
period. Pada lingkup interaksi lebih tinggi, Lingkungan Internal berinteraksi positif signifikan dominan 
terhadap Lingkungan Eksternal. Lingkungan Eksternal berpengaruh positif signifikan dominan terhadap 
Lingkungan Industri. Sedangkan Strategi Usaha berpengaruh positif signifikan dominan terhadap Tujuan 
Pembangunan Perikanan. Dalam kaitan ini, maka berbagai permasalahan menyangkut komponen yang 
berinteraksi signifikan tersebut harus diprioritaskan karena bila tidak akan dapat secara serius mengganggu 
aktivitas perikanan tangkap yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 


Kata Kunci :Interaksi, SEM, Signifikan, Perikanan Tangkap, Yokyakarta. 


Abstract :Assessment of Fisheries Industrial Structure to Develop an Empowerment Model of the 
Capture Fisheries Business in Yogyakarta. By: Mulyono Partosuwirjo,John Haluan, 
Mulyono S. Baskoro dan Soepanto Soemokaryo. 


Capture fishery has an important role in the economic activity and livelihood among the people of 
Yogyakarta. However, the dynamic interactions among the components of fisheries have yet harmonised 
because problem solving had yet in accordance to interaction intensity. This research aimed to analyse and 
identify some components having significant interaction so that they can be used to anticipate in developing 
appropriate model for empowering capture fishery business. This research was conducted through 
analysis of complex interaction with Structure Equation Modelling (SEM). Results of the SEM analysis 
showed that the environments (internal, external, and industrial), business strategies, fishing industry 
performance, and development goals had a significant interaction respectivelly with management, social 
aspect, entry barrier, finance, and pay back period. For higher interaction scope, internal environment has a 
significant positive dominancy to the external environment. External environment had a significant positive 
dominancy to the industrial environment. While business strategies had a significant positive effect on the 
goal of fisheries development. In these respect, various problems related to component that significantly 
interacted has to be prioritised. This is because it directly leads to disturb the capture fishery activity in 
Yogyakarta. 


Keywords: Interaction, SEM, Significancy, Capture Fishery and Yogyakarta. 
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I PENDAHULUAN 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
mempunyai potensi sumberdaya perikanan 
laut yang cukup besar sehingga mempunyai 
peluang yang cukup besar untuk 
pengembangan usaha perikanan tangkap. 
Potensi tersebut meliputi perairan laut dengan 
panjang pantai + 110 km dengan daerah 
operasi penangkapan 12 mil dari pantai. Nilai 
produksi perairan mencapai sebesar 905,3 
ribu ton/tahun. Namun potensi yang cukup 
besar tersebut masih diusahakan oleh rakyat 
menggunakan armada penangkapan skala 
kecil dan dan beberapa tidak layak untuk 
lokasi. 

Selama ini, usaha perikanan tangkap di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
hanya sebagai penyedia pangan, bahan baku 
industri dan ekspor, tetapi juga sekaligus 
menjadi tempat sandaran kehidupan bagi 
sebagian masyarakat sekitar pantai. Keadaan 
ini telah menumbuhkan berbagai pemikiran 
tentang pemberdayaan nelayan dengan 
meningkatkan posisi tawar mereka melalui 
penataan kelembagaan usaha, kelembagaan 
pasar, dan kelembagaan pelayanan. Namun 
hal ini belum berjalan dengan baik karena 
dinamika interaksi usaha perikanan tangkap 
belum efektif dan masih didominasi oleh 
praktek monopoli. Pola interaksi diantara 
komponen dan stakeholders perlu diarahkan 
sehingga mendukung peran yang diemban 
usaha perikanan tangkap tersebut. 

Banyak bantuan pemerintah kepada 
usaha perikanan (nelayan) yang kurang tepat 
sasaran. Hal ini terlihat dari pertumbuhan 
usaha dan industri perikanan masih rendah (di 
bawah 2 %) meskipun sudah mendapat 
pembinaan dari aparat Pemerintah. Terkait 
dengan ini, maka penulis melakukan 
penelitian ini untuk mengetahui hal tersebut 
secara kuantitatif melalui analisis interaksi 
komponen terkait lingkungan industri 
perikanan sehingga dapat membantu memilih 
komponen/aspek yang harus diprioritaskan 
untuk memberdayakan usaha perikanan 
tangkap secara tepat. 


Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
dan mengidentifikasi komponon/aspek yang 
berinteraksi secara signifikan di lingkungan 
industri perikanan sehingga dapat diantisipasi 
untuk penyusunan model pemberdayaan 
usaha perikanan tangkap yang lebih tepat di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 


ll. METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya 
daerah pantai yang potensial dan diandalkan 
usaha perikanannya seperti Sadeng, Glagah, 
Depok, dan Baron. Lokasi tersebut 
terandalkan karena menjadi penyumbang 
lebih dari 80 % produksi ikan DIY. Penelitian 
dilakukan mulai bulan Januari tahun 2006 
sampai dengan bulan Juni tahun 2007. 


Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang 
langsung dikumpulkan di lapangan terkait 
industri perikanan tangkap. Data sekunder 
merupakan data yang sudah tersedia yang 
mendukung kelengkapan data penelitian. 


Jenis data yang dikumpulkan; data 
manajemen, ekonomi, keuangan, sosial, 
politik, teknologi dan lain-lain yang ada 


relevansinya. 


Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer terdiri 
dari pemilihan kelompok sampling, identifikasi 
responden, dan pengumpulan data 
responden. Disamping data responden, data 
primer berupa data pengamatan langsung 
tentang kondisi perikanan tangkap di lapang. 


Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder 
terdiri dari studi kasus dan literatur, pendapat 
pakar, dan kombinasi ketiganya. 
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Metode Analisis 

Untuk mengembangkan analisis interaksi 
ini digunakan Structural Equation Modelling( 
SEM). SEM merupakan metode analisis 
interaksi kompleks diantara beberapa 
komponen yang terlibat dalam suatu sistem 
nyata. Dalam analisis SEM, komponen- 
komponen tersebut diformat secara struktural 
ke dalam konstruk atau dimensi konstruk 
sehingga dapat diinteraksikan secara bebas 
seperti sebenarnya di alam. Adapun tahapan 
yang dilakukan dalam analisis interaksi 
lingkungan industri menggunakan SEM 
adalah : 


1. Pengembangan model teoritis 

Pengembangan model teroritis 
dimaksudkan untuk mendapatkan justifikasi 
terhadap konsep-konsep yang dikembangkan 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan 
mendapat kebenaran secara ilmiah. Dalam 
kaitan ini, telaah pustaka, eksplorasi terhadap 
hasil-hasil penelitian yang berkaitan, dan 
diskusi pakar menjadi hal penting untuk 
dilakukan. 


2. Pembuatan diagram alur 

Pembuatan path diagram merupakan 
kegiatan penggambaran interaksi komponen- 
komponen yang dikembangkan secara teoritis 
yang kemudian menjadi konstruk penelitian. 


3. Perumusan measurement model dan 

structural eguation 

Tahapan ini merupakan perumusan path 
diagram ke dalam persamaan matematis, 
sehingga dapat digunakan untuk analisis 
SEM. Persamaan tersebut terdiri dari 
persamaan pengukuran (measurement 
model) dan persamaan struktur (structural 
eguation). Measurement model merupakan 
kegiatan merumuskan interaksi antara 
dimensi konstruk (parameter) dengan 
konstruk, dan structural eguation merupakan 
kegiatan merumuskan interaksi antara 
konstruk dengan konstruk lainnya. 


4. Pemilihan matriks input dan estimasi 
model 

Teknik estimasi tersebut dapat dipilih 
sesuai dengan ukuran sampel. Oleh karena 
dalam penelitian ini digunakan 150 sampel, 
maka teknik estimasi yang digunakan matriks 
likelihood estimation (MLE). 
MLE mensyaratkan ukuran sampel berkisar 
100 —200 sampel. 


5. Evaluasi kriteria goodness-of-fit 

Tahapan merupakan kegiatan 
mengevaluasi kesesuaian model yang dibuat 
menggunakan berbagai kriteria goodness-of- 
fit, yaitu X2-Chi-square diharapkan kecil, 
significance probability > 0,05, RMSEA < 0,08, 
GFI > 0,90, AGFI > 0,90, CMIN/DF < 2,00, TLI 
2 0,95, dan CFI > 0,95 (Ferdinand, 2002). 


6. Analisis pengaruh (effectanalysis) 

Effect analysis dilakukan terhadap model 
yang dibangun yang telah diuji kesesuaiannya 
dan dievaluasi secara statistik dan telah 
dinyatakan layak atau diterima. 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Model Pengembangan Industri Perikanan 
Dengan Interaksi Sederhana Komponen 
Terkait 


Aspek Teoritis Pengembangan Model 

Model pengembangan industri perikanan 
ini dilakukan dengan memadukan interaksi 
berbagai komponen terkait dalam 
pengembangan industri perikanan secara 
umum. Hasil kajian teoritis menunjukkan 
bahwa beberapa komponen yang terkait 
dengan pengembangan industri perikanan 
adalah lingkungan internal (LINT), lingkungan 
eksternal (LEX), lingkungan industri (LIN), 
strategi usaha (STRG), kinerja organisasi 
(UPT), dan Tujuan Pembangunan Perikanan 
(TPP). 


Interaksiterkait Lingkungan Internal (LINT) 
Berdasarkan hasil analisis Tabel 1, 
Lingkungan Internal (LINT) berpengaruh 
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positif signifikan terhadap Teknologi (X11), 
Pesaing (X12), Manajemen (X13), dan 
Sumberdaya Manusia (X16). Oleh karena 
signifikan, maka teknologi (X11), administrasi 
(X12), dan sumberdaya manusia (X16) 
menjadi indikator penting menentukan maju 
mundurnya kegiatan perikanan tangkap di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Modal (X14) 
dan Sarana (X15) merupakan dimensi 
konstruk yang tidak dipengaruhi secara 
signifikan karena mempunyai nilai p > 0,05 
meskipun koefisien interaksi masing-masing 
0,067 dan 0,066. 


positif signifikan terhadap konstruk Lingkup 
Usaha Perikanan tangkap (LUP) sebesar 
0,09 dengan nilai p = 0,029. Terkait dengan 
ini, maka Lingkup Industri Perikanan (LIP) 
menjadi faktor yang berpotensi serius 
mempengaruhi aktivitas dan kondisi internal 
usaha perikanan tangkap di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Hal ini terjadi karena lingkup 
usaha menentukan jenis dan skala usaha 
perikanan tangkap yang dapat dilakukan oleh 
nelayan sehingga secara langsung maupun 
tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi 
internalusaha perikanan tangkap yang ada. 


Tabel 1. Koefisien Pengaruh dan Significance of Dimensi Probability Dimensi Konstruk 
yang Berinteraksidengan Konstruk Lingkungan Internal (LINT). 
Table 1. Coeficient of Effect and Significance of Probability Construct Dimension Interated with 


Internal Environment Construct (LIN T). 


Konstruk /Construct Dimensi Konstruk Indikator/ Koefisien P S/TS 
Endicator of Construct Pengaruh/ 
Dimension Coeficient of 
Impact 

Lingkungan Internal Teknologi (X11) / Technology 0,152 0,011 S 

(LINT)/ Administrasi(X12)/Administration 0,119 0,021 S 

Internal Environment Manajemen (X13)/Management 1,000 0,040 S 
Modal (X14) /Capital 0,261 0,067 TS 
Sarana (X15)/Infrastructure 0,066 0,104 TS 
Sumberdaya manusia 0,031 0,022 S 
(X16) Human resources 

Sumber : Hasil Olahan SEM (2007)/Source :SEM Analysis (2007). 


Keterangan/Remarks: p = Nilai Significance of Probability/ Significance of Probability. 
S = Pengaruh Signifikan/Significanthy Affected. 
TS = Pengaruh tidak Signifikan/Unsignificanthy Affected. 


Untuk lima dimensi konstruk yang 
dipengaruhi signifikan tersebut, manajemen 
(X13) merupakan dipengaruhi paling 
dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
manajemen merupakan aspek internal paling 
sensitif mengganggu kondisi internal industri 
perikanan. Terkait dengan ini, maka 
manajemen pengelolaan usaha perikanan 
tangkap harus segera dibenahi dalam upaya 
pemberdayaan industri perikanan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dilain pihak, untuk 
pengaruhnya terhadap konstruk, konstruk 
Lingkungan Internal (LINT) berpengaruh 


Interaksi terkait Lingkungan Eksternal 
(LEX) 

Berdasarkan hasil analisis SEM, interaksi 
Lingkungan Eksternal (LEXT) dengan Politik 
(X21), Ekonomi (X22) mempunyai probanilitas 
< 0,05. Terkait dengan ini, maka Lingkungan 
Eksternal (LEXT) berpengaruh/berinteraksi 
positif signifikan terhadap ketiga dimensi 
konstruk tersebut. Hal ini menunjukkan aspek 
Politik (X21), Ekonomi (X22), dan Sosial (X23) 
berpotensi serius secara eksternal 
mengganggu kegiatan perikanan tangkap di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Dari ketiga dimensi konstruk tersebut, 
Sosial (X23) merupakan dimensi konstruk 
yang dipengaruhi paling dominan oleh 
Lingkungan Eksternal (LEX). Pengaruh 
terhadap aspek sosial dapat dikarenakan oleh 
sensitifnya masalah-masalah sosial (seperti 
kesenjangan penghasilan, kesempatan kerja, 
pendidikan) sehingga mudah menggangu 
industri/usaha perikanan tangkap dari segi 
eksternal di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Disamping itu, Lingkungan Eksternal 
(LEX) berpengaruh positif terhadap konstruk 
Lingkungan Industri Perikanan (LIN) dengan 
koefisien pengaruh 0,097 dengan nilai p - 
0,048. Oleh karena probabilitasnya « 0,05, 
maka pengaruh positif tersebut bersifat 
signifikan. 


Interaksi terkait Lingkungan Industri (LIN) 


pengembangan industri perikanan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta mempengaruhi Entry 
barrier(X31), Pesaing (X32), dan Supply 
(X33). Pengaruh Lingkungan Industri (LIN) 
terhadap ketiga dimensi konstruk 
menunjukkan entry barrier (X31), pesaing 
(X32), dan supply (X33) dipengaruhi secara 
positif signifikan karena mempunyai nilai 
probabalitas « 0,05. Dalam kaitan ini, maka 
entry barrier (X31), pesaing (X32), dan supply 
(X33) berpotensi serius menganggu kegiatan 
perikanan tangkap di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Entry barrier (X31) merupakan dimensi 
konstruk yang dipengaruhi paling dominan 
diantara tiga dimensi konstruk tersebut. Hal ini 
mengindikasikan order dan arus barang 
masuk merupakan faktor paling penting 
diperhitungkan bila industri perikanan 


= Berdasarkan hasil analisis SEM, dikembangkan. Disamping itu, Lingkungan 
Lingkungan Industri (LIN) dalam 
Chi-sguare — 78.67 .655 4 577 
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Gambar 1. Model Pengembangan Industri Perikanan dengan Interaksi Sederhana 


Komponen Terkait. 
Figure 1. 
Components. 
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Industri (LIN) juga berinteraksi dengan 
konstruk yaitu Lingkup Usaha Perikanan 
Tangkap (LUP) yang dipengaruhi secara 
positif signifikan dengan koefisien pengaruh 
0,105 dan nilai probabilitas 0,067. 


Interaksi Terkait Lingkup Industri 
Perikanan (LIP) 

Berdasarkan Tabel 3., Lingkup Industri 
Perikanan (LIP) berpengaruh positif terhadap 
Strategi Usaha (STRG) dengan nilai koefisien 
pengaruh 0,099 dan probabilitas 0,042, 
berpengaruh positif terhadap konstruk Kinerja 
Industri Perikanan (KIP) dengan nilai koefisien 
pengaruh 0,099 dan probabilitas 0,101, 
berpengaruh positif terhadap Tujuan 
Pembangunan Perikanan (TPP) dengan 
koefisien pengaruh 0,096 dan probabilitas 
0,027. Terkait dengan ini, maka Strategi 
Usaha (STRG) dan Tujuan Pembangunan 
Perikanan (TPP) menjadi faktor yang 
berpotensi serius mempengaruhi jenis dan 
skala usaha perikanan di Daerah Istimewa 


Yogyakarta, sedangkan Kinerja Usaha 
Perikanan (KIP) tidak menjadi indikator 
penting karena probabilitas > 0,05. 

Dari dua konstruk yang berinteraksi 
signifikan dengan Lingkup Industri Perikanan 
(LIP), pengaruh terhadap Strategi Usaha 
(STRG)sedikitlebih dominan. Terkait dengan 
ini, maka pengembangan industri perikanan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta harus 
mengakomodir kondisi tersebut. 


Interaksi Terkait Strategi Usaha (STRG) 
Strategi usaha (STRG) merupakan hal 
penting dalam penentuan berbagai upaya 
untuk pengembangan industri perikanan. 
Strategi yang diambil dalam suatu usaha 
biasanya berkaitan dengan kondisi produksi, 
pemasaran, dan keuangan yang dapat 
dilakukan. Berdasarkan hasil analisis SEM, 
Strategi Usaha (STRG) berpengaruh positif 
tidak signifikan sebesar 1,000 dengan nilai p = 
0,245 terhadap Produksi (Y11), berpengaruh 
positif signifikan sebesar 0,082 dengan nilai p 
= 0,044 terhadap Pemasaran (Y12), dan 


Tabel 2. Koefisien Pengaruh dan Significance of Probability Konstruk yang Berinteraksi 
dengan Konstruk Lingkup Industri Perikanan (LIP). 
Table 2. Coeficient of Effect and Significance of Probability Construct Dimension Interated with 


Fisheries Industres Construct. 


Koefisien 
Konstruk Indikator/ Pengaruh/ 
¿ ¿i Sia Indicator of Construct Coeficient of P ait? 
Impact 
Lingkup Industri Perikanan Strategi Usaha (STRG)/ 0,099 0,042 S 
(LIP) Fisheries Industrial Business Strategy 
Scope Kebijakan Indutri 0,099 0,101 TS 
Perikanan (KIP)/ 
Policy of Fisheries 
Industry 
Tujuan Pembangunan 0,096 0,027 S 
Perikanan (TPP)/ 
Fisheries Development 
Goals 
Sumber : Hasil Olahan SEM (2007)/Source :SEM Analysis (2007). 


Keterangan/Remarks: p = Nilai Significance of Probability/ Significance of Probability. 
S = Pengaruh Signifikan/Significanthy Affected. 
TS = Pengaruh tidak Signifikan/Unsignificanthy Affected. 
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Tabel 3. Koefisien Pengaruh dan Significance of Probability Konstruk/Dimensi Konstruk 
yang Berinteraksi dengan Konstruk Strategi Usaha (STRG). 
Table 3. Coeficient of Effect and Significance of Probability of Construct /Dimension Interacted 
with Business Strategy Construct. 
Dimensi Konstruk Indikator/ a 
Konstruk /Construct Endicator of Construct ge P S/TS 
: f Coeficient of 
Dimension 
Impact 
Strategi usaha Produksi (Y11)/ Production 1,000 0,245 TS 
y Busnes: pemasaran (Y12)/ Marketing 0,082 0,044 S 
Keuangan (Y13)/ Finance 0,086 0,000 S 
Sumber : Hasil Olahan SEM (2007)/Source :SEM Analysis (2007). 


Keterangan/Remarks: p = Nilai Significance of Probability/ Significance of Probability. 
S = Pengaruh Signifikan/Significanthy Affected. 
TS = Pengaruh tidak Signifikan/Unsignificanthy Affected. 


Terkait dengan ini, maka aspek Produksi 
(Y11) tidak dianggap faktor penting untuk 
diperhitungkan dalam penentuan strategi 
usaha perikanan. Sedangkan aspek 
Pemasaran (Y12) dan Keuangan (Y13) 
menjadi faktor yang berpotensi serius 
mempengaruhi strategi usaha perikanan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena 
itu, kondisi pemasaran usaha maupun kondisi 
keuangan usaha harus menjadi titik berat 
dalam pengembangan keputusan strategi 
usaha perikanan tangkap yang 
dikembangkan di masa datang. 

Disamping interaksi dengan dimensi 
konstruk, Strategi Usaha (STRG) juga 
berinteraksi dengan konstruk Kinerja Industri 
Perikanan (KIP) secara positif signifikan 
dengan koefisien pengaruh 0,14 dengan nilai p 
= 0,035. Terkait dengan ini, maka Kinerja 
Industri Perikanan (KIP) termasuk faktor 
serius mempengaruhi strategi usaha 
perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Hal ini dikarenakan arah pengembangan 
suatu usaha biasanya ditentukan oleh 
progress atau kinerja dari usaha tersebut 
selama ini. 


Kinerja Industri Perikanan (KIP) 
Berdasarkan hasil analisis SEM, konstruk 
Kinerja Industri Perikanan (KIP) 


mempengaruhi secara positif siginifikan 
dimensi konstruk pay back Period (Y21) 
sebesar 0,0119 dengan nilai p = 0,002, 
mempengaruhi secara positif tidak signifikan 
dimensi konstruk Rugi/Laba (Y22) sebesar 
0,036 dengan nilai p = 0,327, mempengaruhi 
secara positif signifikan dimensi konstruk 
Return of Investment (Y23) sebesar 0,018 
dengan nilai p = 0,001, dan mempengaruhi 
secara positif signifikan dimensi konstruk 
Growth (Y24) sebesar 0,085 dengan nilai 
p-0,023. 

Terkait dengan ini, maka pay back Period 
(Y21), Return of Investement (Y23), dan 
Growth (Y24) menjadi dimensi konstruk/faktor 
yang serius diperhitungkan dalam 
memperbaiki Kinerja Industri Perikanan dan 
pengembangannya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sedangkan Rugi/Laba (Y22) 
karena dipengaruhi dengan tidak signifikan, 
maka tidak menjadi indikator penting yang 
diperhitungkan dalam proses operasi industri 
perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Hal ini mengindikasikan, bahwa faktor 
keuntungan yang menjadi ukuran 
kesejahteraan tidak terlalu diperhatikan oleh 
nelayan dalam menjalankan usahanya di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari tiga dimensi konstruk yang 
berinteraksi signifikan terhadap Kinerja 
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Industri Perikanan (LIP), pengaruh terhadap 
pay back Period (Y21) lebih dominan. Hal ini 
menunjukkan bahwa perputaran usaha sangat 
penting dalam kegiatan industri perikanan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana 
kemampuan nelayan dalam pengembalian 
pinjaman, perputaran usaha pengolah ikan, 
dan musim tangkap selalu menjadi 
pertimbangan nelayan dan lainnya dalam 
menjalankan usaha perikanan. Bila melihat 
akar permasalahannya, dapat dipahami 
karena kegiatan industri perikanan tersebut 
umumnya dilakukan oleh nelayan dan 
pengolah ikan dengan modal kecil dan mikro 
yang akan terganggu kebutuhan rumah 
tangganya bila perputaran usaha mengalami 
masalah. Terkait dengan ini, maka dalam 
interaksi sederhananya, pengambilan kinerja 
perikanan tangkap di Daerah Istimewa 
Yogyakarta perlu mengedepankan 
kepentingan nelayan dan pengolah ikan modal 
kecil dan mikro daripada mendahulukan 
kepentingannya lainnya, misalnya kontribusi 
terhadap PAD. Hal ini sejalan dengan hasil 
analisis sebelumnya terkait pengaruh 
Rugi/Laba (Y22) terhadap Kinerja Industri 
Perikanan (KIP). 

Hasil analisis SEM juga menunjukkan 


Kinerja Industri Perikanan (KIP) berpengaruh 
positif signifikan terhadap Tujuan 
Pembangunan Perikanan (TPP) sebesar 
0,057 dengan nilai p = 0,031. Terkait dengan 
ini, maka Tujuan Pembangunan Perikanan 
(TPP) yang ditetapkan menjadi faktor serius 
mempengaruhi Kinerja Industri Perikanan 
yang dijalankan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Untuk itu, maka pencapaian 
tujuan tersebut harus selalu menjadi fokus 
dalam setiap usaha perikanan tangkap yang 
ada. Bila belum terakomodir dengan baik, 
maka kinerja perlu ditingkatkan. 


Tujuan Pembangunan Perikanan (TPP) 

Dalam kaitan dengan dimensi konstruk 
(Tabel 5.), Tujuan Pembangunan Perikanan 
(TPP) dipengaruhi secara positif tidak 
siginifikan oleh Growth (Y31) sebesar 0,088 
dengan nilai p = 0,109, dipengaruhi secara 
positif signifikan oleh dimensi Sustainable 
(Y32) sebesar 0,037 dengan nilai p = 0,028, 
dan dipengaruhi secara positif signifikan oleh 
Daya Saing (Y33) sebesar 1,000 dengan nilai 
p=0,045. 

Oleh karena pengaruhnya yang 
signifikan, maka Sustainable (Y32) dan Daya 
Saing (Y33) menjadi dimensi konstruk yang 


Tabel 4. Koefisien Pengaruh dan Significance of Probability Dimensi Konstruk yang 
Berinteraksi dengan Konstruk Tujuan Pembangunan Perikanan (TPP). 

Table 4. Coefficient of Effect & Signiface of Probability of Construct Dimension Interacted with 
Construct of Fisheries Development Goals. 


. | Koefisien 
Dimensi Konstruk Pengaruh! 
Konstruk /Construct Indikator/ Endicator of ge P S/TS 
; : Coeficient of 
Construct Dimension 
Impact 
Tujuan Pembangunan Pertumbuhan (Y31)/ 
Perikanan (TPP)/ Growth 0055 Da TS 
Fisheries Development Keberlanjutan (Y32)/ 0,037 0,028 S 
Goals Sustainable 
Daya Saing (Y33)/ 1.000 0.045 s 
Competency l i 
Sumber : Hasil Olahan SEM (2007)/Source :SEM Analysis (2007). 


Keterangan/Remarks: p = Nilai Significance of Probability/Significance of Probability. 
S = Pengaruh Signifikan/Significanthy Affected. 
TS = Pengaruh tidak Signifikan/Unsignificanthy Affected. 
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Chi-sguare = 95.45 701 491 


Probability = 0.067 -.003 
CMIN/DF = 0.508 
GFI = 0.917 
AGFI = 0.976 
TLI = 0.982 

CFI = 0.973 
RMSEA = 0.068 


Gambar2. Model Pengembangan 
Komponen Terkait. 

Figure 2. 
Interaction. 


berpotensi serius mempengaruhi Tujuan 
Pembangunan Perikanan. Sedangkan 
Growth (Y31) karena pengaruhnya yang tidak 
signifikan, maka tidak dianggap indikator 
penting yang diperhitungkan. Tidak 
signifikannya pengaruh Growth memberi 
indikasi bahwa Tujuan Pembangunan 
Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta 
tidak terlalu dipusingkan oleh pertumbuhan 
usaha perikanan tangkap yang dilakukan 
nelayan. 

Daya Saing (Y33) lebih dominan 
berinteraksi dan berpengaruh terhadap Tujuan 
Pembangunan Perikanan (TPP) dibandingan 
dengan Sustainable (Y32). Hal ini 
menunjukkan tujuan pembangunan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta khususnya di bidang 
perikanan tangkap lebih memperhatikan 
bargening position dari produk yang dihasilkan 
oleh industri perikanan dibandingkan hal 


Industri 


Interaksi 


Perikanan dengan Komplek 


Model of Fisheries Development Model with Complex Related Component 


lainnya. Hal ini kemungkinan untuk 
memperkuat posisi produk yang dihasilkan 
dalam menembus pasar global yang lebih 
kompetitif. 


Model Pengembangan Industri perikanan 
Dengan Interaksi Kompleks Dominan 
Dipengaruhi oleh Kondisi LINT, LEX,dan 
LIN 

Model pengembangan ini merupakan 
modifikasi dari model sebelumnya, dimana 
interaksi dibuat lebih kompoleks dan dominan 
dipengaruhi oleh Lingkungan Internal (LINT), 
Lingkungan Eksternal (LEX), dan Lingkungan 
Industri (LIN). Ketiga konstruk ini dipilih 
sebagai faktor dominan karena 
pengembangan aktivitas industri di suatu 
kawasan biasanya tergantung dari 
pengembangan internal industri itu sendiri 
(peningkatan kapasitas industri), kondisi 
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lingkungan eksternal yang kondusif, dan 
interaksi saling menopang dan membutuhkan 
diantara industri yang ada (industri pemasok, 
substitusi, pengguna produk, dan seterusnya). 


Adapun interaksi baru dalam model ini 
adalah: 

1. Lingkungan Internal (LINT) yang 
berinteraksi dengan (a) Lingkungan 
Eksternal (LEX) positif signifikan dengan 
nilai koefisien pengaruh 0,086 dan 
probabilitas 0,002; (b) Lingkungan Industri 
(LIN) positif signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,048 dan probabilitas 
0,024; (c) Strategi Usaha (STRG) positif 
tidak signifikan dengan nilai koefisien 
pengaruh 0,037 dan probabilitas 0,276, (d) 
konstruk Kinerja Industri Perikanan (KIP) 
positif signifikan dengan nilai koefisien 
pengaruh 0,073 dan probabilitas 0,024; 
dan (e) Tujuan Pembangunan Perikanan 
(TPP) positif tidak signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,086 dan probabilitas 
0,129. 

2. Lingkungan Eksternal (LEX) yang 
berinteraksi dengan (a) Lingkungan 
Industri (LIN) positif signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,074 daan 
probabilitas 0,026; (b) Strategi Usaha 
(STRG) positif tidak signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,082 daan 
probabilitas 0,117: (c) Kebijakan Industri 
perikanan (KIP) positif signifikan dengan 
nilai koefisien pengaruh 0,092 daan 
probabilitas 0,044: dan (d) Tujuan 
Pembangunan Perikanan (TPP) positif 
signifikan dengan nilai koefisien pengaruh 
0,067 daan probabilitas 0,013. 

3. Konstruk Lingkungan Industri (LIN) yang 
berinteraksi dengan : (a) Strategi Usaha 
(STRG) positif tidak signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,114 dan probabilitas 
0,319, (b) Kebijakan Industri perikanan 
(KIP) positif signifikan dengan nilai 
koefisien pengaruh 0,119 daan 
probabilitas 0,048; (c) Tujuan 
Pembangunan Perikanan (TPP) positif 


signifikan dengan nilai koefisien pengaruh 
0,061 daan probabilitas 0,017. 

4. Strategi Usaha (STRG) yang berinteraksi 
dengan Tujuan Pembangunan Perikanan 
(TPP) positif signifikan dengan nilai 
koefisien 0,079 dan probabilitas 0,012. 
Dari tiga pengaruh signifikan Lingkungan 

Internal (LINT), pengaruhnya terhadap 

Lingkungan Eksternal (LEX) lebih dominan 

yang mengindikasikan kondisi dan aktivitas 

usaha perikanan tangkap yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempengaruhi kondisi 

lingkungan tempat usaha perikanan tangkap 

dilakukan, misalnya daya beli masyarakat, 
pola konsumsi masyarakat terhadop ikan laut, 
dan sebagainya. Sedangkan pengaruh 

Lingkungan Eksternal (LEX) terhadap 

Lingkungan Industri (LIN) yang bersifat positif 

signifikan mengindikasikan kondisi dan 

aktivitas masyarakat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta mempengaruhi aktivitas industri 

lainnya di luar usaha perikanan tangkap. 

Pengaruh positif signifikan Strategi Usaha 

(STRG) terhadap Tujuan Pembangunan 

Perikanan (TPP) ini memberi indikasi bahwa 

strategi usaha berperan penting dalam 

pencapaian Tujuan Pembangunan Perikanan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 


IV.KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

Aspek manajemen merupakan aspek 
yang dipengaruhi signifikan paling dominan 
dalam interaksi di lingkungan internal usaha 
perikanan (koefisien pengaruh =1,000 dengan 
nilai p = 0,040). Hal ini mengindikasikan 
bahwa masalah manajemen (seperti 
kebijakan pendelegasian, promosi, mis- 
komunikasi lintas bagian) paling rawan di 
internal industri perikanan, dan bila tidak 
diselesaikan dengan baik dapat secara serius 
menggangu kinerja usaha perikanan. Aspek 
sosial dipengaruhi signifikan paling dominan 
oleh Lingkungan Eksternal. Pengaruh yang 
tinggi ini dapat dikarenakan oleh sensitifnya 
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masalah-masalah sosial (seperti masalah 
kesenjangan dalam penghasilan, kesempatan 
kerja, pendidikan, dan lainnya). Entry barrier 
dipengaruhi signifikan paling dominan oleh 
lingkungan industri (koefisien pengaruh 
=1,000 dengan nilai p = 0,045). Hal ini 
menunjukkan bahwa keluar/masuk barang 
dari/ke usaha perikanan harus diperhatikan 
secara serius bila industri perikanan ingin 
tetap stabil dalam produksi. Aspek keuangan 
merupakan aspek paling sensitif dalam 
menentukan strategi pengembangan usaha 
perikanan tangkap. Halini karena usaha yang 
ada umumnya sangat lemah secara finansial 
sementara masyarakat nelayan sekitar sangat 
bergantung/membutuhkan pekerjaan dari 
pengembangan usaha perikanan tangkap 
tersebut. Pay back period dipengaruhi 
signifikan paling dominan oleh kinerja industri 
perikanan. Kemampuan nelayan dalam 
pengembalian pinjaman, perputaran usaha 
pengolah ikan, dan musim tangkap selalu 
menjadi pertimbangan nelayan dalam 
menjalankan usahanya. Aspek daya saing 
merupakan aspek yang paling diperhatikan 
dalam merumuskan tujuan pembangunan 
perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(koefisien pengaruh = 1,000 dengan nilai p = 
0,045). 

Pada interaksi di lingkup yang lebih tinggi, 
Lingkungan Internal sangat dipengaruhi oleh 
Lingkungan Eksternal dan ini mengindikasikan 
bahwa maju-mundurnya aktivitas usaha 
perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan tempat usaha perikanan 
tersebut dilakukan. Pengaruh Strategi Usaha 
(STRG) terhadap Tujuan Pembangunan 
Perikanan (TPP) juga positif signifikan dan ini 
memberi indikasi bahwa strategi usaha yang 
ada berperan serius dalam pencapaian Tujuan 
Pembangunan Perikanan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 


Implikasi Kebijakan 

Interaksi komponen yang bersifat 
signifikan dan prioritas yang dihasilkan dari 
penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 


pengembangan usaha perikanan tangkap 
melalui pembentukan Unit Bisnis Prikanan 
Terpadu (UBPT). Hal ini direalisasikan 
dengan tahapan sebagai berikut: (a) 
penyusunan regulator untuk lingkungan bisnis 
kondusif, yang dapat menjadi dasar 
pelaksanaan UBPT dengan berorentasi pada 
aspek manajemen, sosial, keuangan, daya 
saing, pay back period dan entry barrier; (b) 
pada saat UBPT dijalankan, aspek teknologi, 
ekonomi, pemasaran, growth dan sustainable 
langsung dibenahi sehingga usaha perikanan 
tangkap mempunyai posisi daya saing dalam 
bisnis perikanan tangkap kuat. 
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KONTRIBUSI PERMINTAAN AKHIR DAN TEKNOLOGI TERHADAP PERUBAHAN 
OUTPUT SEKTOR PERIKANAN 
Pendekatan Analisis Input Output. 


Risna Yusuf dan Tajerin' 
ABSTRAK 


Kajian bertujuan untuk mengetahui kontribusi komponen permintaan akhir dan teknologi terhadap 
perubahan output sektor perikanan Indonesia selama periode 1990-2000 dengan menggunakan 
pendekatan Analisis Input-Output (I-O) telah dilakukan pada tahun 2007. Data yang digunakan berupa data 
sekunder berupa Tabel I-O Tahun 1990, 1995 dan 2000 yang bersumber dari BPS. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa permintaan akhir dan teknologi memberikan kontribusi terhadap perubahan output 
sektor perikanan. Perubahan teknologi pada perikanan laut sebesar -5,98% berkontribusi terhadap 
perubahan output sebesar 124,916, lebih tinggi daripada dampak nasional sebesar 98,22%. Perubahan 
teknologi sebesar -6,45% pada perikanan darat memberikan kontribusi terhadap perubahan output sebesar 
106,3%. Pada sektor industri pengeringan dan penggaraman ikan perubahan teknologi sebesar 40,86% 
menciptakan perubahan output sebesar 15,37%. Pada industri pengolahan dan pengawetan ikan, 
perubahan teknologi sebesar 17,32%. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kajian dan 
pengembangan teknologi menurut dimensi agribisnis komoditas perikanan dalam mendorong peningkatan 
produsksi dan pengembangan produk sektor perikanan. 


Kata Kunci : Kontribusi, Permintaan Akhir, Teknologi, Sektor Perikanan. 


Abstract : Contribution of Final Demand and Technology to the Changes in the Fisheries Sector 
Output : An Input - Output approach. By: Risna Yusuf and Tajerin. 


Research intended to ilutrate the contribution of final demand component and technology to the 
changes in output of the fisheries sector in Indonesia during 1990 - 2000 with Input - Output (I-O) Analytical 
Approach was carried out in 2007. The I-O tables of 1990,1995 and 2000 from CBS of Indonesia was used in 
this study. The results showed that there were positive contribution of final demand and technology to 
fisheries output charge. Technology change of -5,98% in marine fisheries give an output change of 124,91%, 
higher than national impact of 98,22%. It is similar to inland fisheries which technology change of -6,45% 
contribute to output change of 106,36%. On the other hand, technology change of 40,86% in drying and 
salting industres contribute to output change of 15,37% much lower than procesing and preseving industries 
which output change of 64,26% produced by technology change of 17,32%. In conclusion, assesment and 
development of technology by commodity dimension in agribusiness must be increased to push the 
production offisheries sector. 


Keywords : Contribution, Final Demand, Technology, Fisheries Sector. 


I. PENDAHULUAN tingkat perubahan output dalam suatu 
perekonomian, indikator ini sesungguhnya 
juga memberikan indikasi sejauh mana 


aktifitas perekonomian yang terjadi pada 


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah 
satu bagian penting dari pembangunan 


nasional secara keseluruhan dengan tujuan 
akhir untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi merupakan salah satu indikator yang 
sering digunakan untuk menganalisis kinerja 
perekonomian. Kendati indikator ini mengukur 


periode tertentu telah memberikan tambahan 
pendapatan bagi masyarakat. Hal ini terjadi 
karena aktifitas perekonomian pada dasarnya 
adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor 
produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260 
Telp. 021 53650162/Fax. 021 53650159 
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karena itu perekonomian dikatakan 
mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas 
jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor 
produksi pada tahun tertentu lebih besar dari 
tahun sebelumnya. 

Salah satu indikator yang digunakan 
untuk menghitung tingkat pertumbuhan 
ekonomi adalah tingkat pertumbuhan angka- 
angka pendapatan nasional seperti Produk 
Domestik Bruto (PDB) atau Produk National 
Bruto (PNB). Dalam praktek angka PDB lebih 
lazim digunakan karena batas wilayah 
perhitungan terbatas pada negara-negara 
yang bersangkutan (domestik). Dengan 
demikian efektifitas kebijakan-kebijakan 
ekonomi yang diterapkan pemerintah untuk 
mendorong efektifitas perekonomian dapat 
dievaluasi. 

Indonesia merupakan negara yang 
memiliki potensi perikanan cukup besar 
karena didukung oleh luas laut sekitar 5,8 juta 
km? dengan potensi sumber daya ikan sebesar 
6,4 juta ton/tahun. Bertolak dari hal tersebut 
dapat dikatakan sektor perikanan merupakan 
salah satu sektor ekonomi yang memiliki 
peranan dalam pembangunan ekonomi di 
Indonesia yakni dalam hal penyediaan 
lapangan pekerjaan, perolehan devisa dan 
penyediaan bahan pangan. Upaya - upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui sektor perikanan telah dilakukan oleh 
pemerintah, salah satunya adalah dengan 
membentuk Departemen Kelautan dan 
Perikanan (DKP) pada tahun 1999. Hadirnya 
DKP adalah bukti tumbuhnya kesadaran dan 
kemauan politik untuk membangun kelautan 
dan perikanan. Dengan adanya DKP, 
diharapkan program - program pembangunan 
kelautan dan perikanan dapat dijalankan 
secara sistematis. Selain itu harapan dan isu - 
isu yang muncul dalam bidang perikanan 
dapat secara fokus ditangani. Pada tahun 
2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan 
revitalisasi perikanan terkait dengan strategi 
pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Strategi 
tersebut turut mendorong sektor perikanan 
dari sisi PDB yang mencapai kenaikan 


sebesar 18 % pertahun. 

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kontribusi komponen permintaan 
akhir (konsumsi, investasi, pengeluaran 
pemerintah dan ekspor) dan teknologi 
terhadap perubahan output sektor perikanan 
Indonesia selama periode 1990-2000. 
Diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan 
sebagai bahan masukan bagi penentu 
kebijakan peningkatan output sektor 
perikanan di Indonesia. 


II. METODOLOGI 


Landasan Teori 

Analisis data dalam kajian ini dilakukan 
dengan pendekatan model input-output (I-O). 
Dalam prakteknya, model I-O merupakan 
salah satu alat analisis yang banyak 
digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, 
seperti: ekonomi, geografi, regional science 
dan sebagainya. Analisis IO ini pertaman kali 
dikembangkan oleh Professor Leontief dari 
Universitas Havard yang berhasil menyusun 
tabel IO Amerika Serikat. Atas karyanya, 
Leontief memperoleh hadiah nobel bidang 
ilmu ekonomi tahun 1973. Model IO tersebut 
merupakan penyederhanaan dari 
keseimbangan umum (general equilibrium) 
yang dikemukakan oleh Leon Wairas. Oleh 
Leontief persamaan rumit dari teori 
keseimbangan tersebut disederhakan 
sehingga menjadi model yang memungkinkan 
untuk diterapkan secara empiris. 

Sesuai dengan namanya, model IO pada 
dasarnya berisikan gambaran mengenai 
saling keterkaitan antara suatu sektor yang 
digunakan sebagai input, baik untuk 
menghasilkan output sektor itu sendiri maupun 
sektor lain. Keterkaitan antara input dan 
output tersebut secara sederhana dapat 
digambarkan dalam tabel transaksi seperti 
tertera pada Tabel 1. 

Sesuai dengan azas keseimbangan 
umum yang melandasi konsep I-O, output 
suatu sektor seluruhnya habis digunakan oleh 
sektor lainnya (termasuk oleh sektornya 
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Tabel1. Tabel Transaksi Input Output Antar Sektor. 
Table 1. Input Output Transaction Table According to Sectors. 


Sektor Penjual / Sektor Pembeli / Permintaan Total 
Seller Sector Buyer Sector Akhir / Output / 
1 2 N Final Total 
Demand Output 
1 Xu X12 Xin F4 X41 
X21 X22 X2n F2 X2 
N Xn1 Xn2 Xnn F. Xn 
Input Primer V. V2 Vi 
Total Input X4 X2 .. Xn 


Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (1988)/Source : United Nation (1998). 


sendiri) baik sebagai input antara untuk suatu 
proses produksi lebih lanjut maupun 
permintaan akhir, misalnya untuk konsumsi 
rumah tangga dan pemerintah, investasi atau 
ekspor (Nazara, 1997). Dengan demikian 
total output sektor i (X) adalah jumlah output 
sektor i yang digunakan sebagai input oleh 
sektor j (j = 1, 2, ... n) ditambah dengan 
permintaan akhir, yang dalam bentuk notasi 
matriks persamaan (1) tersebut dapat ditulis 
sebagai: 


...(2) 


dimana: 

x; = Banyaknya output sektor i yang digunakan 
sebagai input oleh sektor j / Output of 
sector l as input using by sektor j. 

F, = Permintaan akhir terhadap output sektor i/ 
Final demand to output of sectori 

X, =Total output sektor i/ Total output of sector i 


Total output suatu sektor sama dengan 
total input sektor tersebut: X, = X (untuk i = j). 
Dalam neraca produksi, keuntungan adalah 
selisih antara nilai penjualan dengan biaya 
produksi. Biaya produksi dalam hal ini terdiri 
dari atas dua bagian utama, yaitu: pertama, 
biaya bahan baku, termasuk untuk jasa 
(misalnya angkutan, perbankan dan 
sebagainya); kedua, biaya untuk upah dan 


gaji, termasuk pajak. Biaya yang dikeluarkan 
untuk memperoleh barang dan jasa tersebut 
dalam table IO identik dengan input antara, 
sedangkan upah dan gaji, keuntungan dan 
pajak identik dengan input primer (nilai tambah 
bruto). Dengan demikian total input suatu 
sektor adalah jumlah seluruh input antara 
ditambah input primer, yang dalam bentuk 
notasi matriks ditulis sebagai: 


YJ Sess 
LEG ka s m 
dimana: 

x, Banyaknya output sektor / yang 


digunakan sebagai input oleh sektor 
j/Output of sector i as input using by 
sektor j 

V, =I Input primer (nilai tambah) sektor j 
/Inputprimer of sektor j 

X, = Total output sektor j/Total output of sektor 


Aliran antara kegiatan usaha dari suatu 
sektor dengan sektor lainnya dapat 
ditransformasikan menjadi koefisien-koefisien 
dengan mengasumsikan bahwa: (1) jumlah 
berbagai pembelian adalah tetap untuk 
sebuah tingkat total keluaran (dengan kata 
lain, tidak ada economic of scale); dan (2) tidak 
ada kemungkinan substitusi antara sebuah 
bahan baku masukan dengan bahan baku 
masukan lainnya (dengan kata lain, bahan 
baku masukan dibeli dalam proporsi yang 
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tetap). Koefisien-koefisien tersebut adalah: 

Dimana (I-A)' dinamakan sebagai 
matriks kebalikan Leontief. Matriks ini 
merangkum seluruh dampak dari perubahan 
produksi suatu sektor terhadap total produksi 
sektor-sektor lainnya ke dalam koefisien- 
koefisien yang disebut sebagai pengganda 
( ) yang merupakan angka-angka yang 
terlihat di dalam matriks (I-A)”. 

Dari besaran nilai pengganda tersebut 
dapat diketahui sejauhmana peranan sub 
sektor perikanan dan industri pengolahan 
hasil perikanan dalam perekonomian 
nasional. Angka pengganda dalam hal ini 
berupa suatu koefisien yang menyatakan 
kelipatan dampak langsung dan tidak 
langsung dari peningkatan permintaan akhir 
suatu sektor sebesar satu unit terhadap 
produksi total semua sektor (Miller dan Blair, 
1985). Pada intinya, analisis angka 


pengganda berupaya melihat apa yang terjadi 
terhadap variabel-variabel endogen tertentu 
apabila terjadi perubahan variable-variabel 
eksogen, seperti permintaan akhir di dalam 
perekonomian yang meliputi: konsumsi rumah 
tangga, pengeluaran pemerintah, 
pembentukan modal tetap (investasi), 
perubahan stok dan ekspor (Nazara, 1997). 


Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam kajian ini 
adalah data sekunder dari buku Tabel Input- 
Ouput Tahun 2000 yang disusun oleh Badan 
Pusat Statistik (1994, 1999, 2004) berupa 
"tabel transaksi domestik atas dasar harga 
produsen dalam satuan jutaan rupiah”. Untuk 
dapat merekam kontribusi ekspor sub sektor 
perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan, dalam kajian ini digunakan Tabel 
Input-Output menurut klasifikasi 175 x 175 
sektor untuk tahun 2000. Selanjutnya dari 


Tabel 2. Pengklasifikasian Kembali Sektor-Sektor dari Tabel Input-Output yang digunakan 
Menjadi Klasifikasi Matriks Ukuran 9 x 9 Sektor. 
Table 2. Sectors Reclassification from Input -Output Table to 9X 9 Matrix Classification. 


Sektor/ Deskripsi/ Describtion Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output / 
Sectors Sectors in Input Output Table 
1990 1995 2000 
1 Pertanian non perikanan/ 1-28 1-31 1-30 
Agriculture non fisheries 
2 Perikanan primer/ Primary 29 32; 34Loo” 31; 33Loo**” 
fisheries 
Perikanan laut dan hasil 
perairan laut lainnya/ Marine 
fisheries sub sector and other 
marine fisheries product 
3 Perikanan darat dan hasil 30 33; 24 Dag 32, 33D; 
perairan darat lainnya/ | nland 
fisheries sub sector and other 
inland fisheries product 
4 Pertambangan dan penggalian/ 32 — 34 36 — 48 35 — 48 
Mining and guarrying 
5 Industri pengeringan dan 31 53 53 


penggaraman ikan dan biota 
perairan lainnya/ Drieda nd 
salted processing industries sub 
sector 
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Tabel 2. lanjutan/Table 2. continued 


Sektor/ Deskripsi/ Describtion Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output / 
Sectors Sectors in Input Output Table 
1990 1995 2000 
6 Industri pengolahan dan 48 54 54 
pengawetan ikan dan biota 
perairan lainnya/ Processing 
and preserving industries sub 
sector 
7 Industri pengolahan hasil 47 — AT; 49 — 52; 49 — 52; 
pertanian non perikanan/ 49 — 83 55 - 91 55 — 93 
Agriculture non fisheries 
processing industries 
8 Industri pengolahan lainnya/ 84 — 131 92 — 139 94 — 141 
Other processing industries 
9 Jasa dan sektor lainnya/ Service 132 - 161 35; 140 - 172 34; 142 —175 
and others 
Keterangan/Remarks: 


“ Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,1% yang berasal dari udang hasil tangkapan di laut 


xxxx) 


pada tahun 1995 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 34 sector (Shrimp) for 29 sector is 54,1% from Shrimp from 
marine in 1995 (BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 45,9% yang berasal dari udang hasil budidaya tambak 
dan tangkapan di perairan umum pada tahun 1995 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 34 sector (shrimp) for 30 
sector is 45,9% from Shrimp from brackiswater pond and in land water in 1995 (BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,5% yang berasal dari udang hasil tangkapan di laut 
pada tahun 2000 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 34 sector (shrimp) for 29 sector is 54,5% from marine in 2000 
(BPS, 2004b). 

Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 54,5% yang berasal dari udang hasil budidaya tambak 
dan tangkapan di perairan umum pada tahun 2000 (BPS, 2004b)/ Output proportion of 34 sector (shrimp) for 30 


sector is 54,5% from brachkiswater pond and inland in 2000 (BPS, 2004b). 


tabel tersebut diklasifikasi kembali 
(reklasifikasi) dengan menggunakan teknik 
agregasi, sehingga menjadi matriks dengan 


klasifikasi 9 x 9 sektor, seperti tertera pada 
Tabel 2. 
I. METODOLOGI 


Dalam kajian ini, untuk menganalisis 
kontribusi ekspor sub sektor perikanan dan 
industri pengolahan perikanan dalam 
perekonomian nasional dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan model input-output 
berdasarkan Tabel Input Output yang disusun 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berupa tabel 
domextik deriganp Sajian atas dasar harga 
produsen. 1 | 

Persamaan yang dapat diturunkan dari 


tabelyomestik di pjas adalah: ...(2) 


- Persadmaarf menurut baris, 


dimana: 

- Persaimekinantatanasidrinke-i yang berasal 

dari produksi domestik sektor ke- 

i/Intermediary input of sector j from 

domestic production of sectori 

Permintaan akhir yang berasal dari 

produksi domestik sektor ke-i/Final 

demand from domestic production of 

sectori 

X°= Output domestik sektor ke-i, untuk i = 1, 
2,.., n/Domestic output of sector 
i=1,2,.n 

X° = Input domestik sektor ke-j, untuk j = 1 .., 
n/Domestic input of sector j=2 

M, = Impor sektor ke-j, untuk j = 1, 2, ..., 
n/Import of sector j= 1,2,..n 

V, = Nilai tambah sektor ke-j, untuk j = 1, 2, 
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Isian sepanjang baris pada Tabel 1 
memperlihatkan bagaimana output dari suatu 
sektor dialokasikan, yaitu sebagian untuk 
memenuhi permintaan antara dan sebagian 
lainnya untuk memenuhi permintaan akhir. 
Dalam model I-O, produksi yang dihasilkan 
oleh suatu sektor akan mempunyai dua jenis 
efek terhadap sektor produksi lainnya di dalam 
perekonomian. Pertama, hubungan 
keterkaitan dari suatu sektor terhadap sektor- 
sektor lainnya yang produksinya digunakan 
sebagai input oleh sektor tersebut atau yang 
disebut sebagai daya penyebaran atau 
keterkaitan ke belakang. Kedua, hubungan 
keterkaitan dari suatu sektor terhadap sektor- 
sektor lainnya yang produksinya digunakan 
sebagai input oleh sektor-sektor lainnya atau 
yang disebut derajat kepekaan atau 
keterkaitan ke depan. Hubungan keterkaitan 
tersebut dapat dijelaskan dengan 
menggunakan koefisien teknis dan matriks 
kebalikankeontief. 

aKeefisien teknis merupakan prop6si 
input antXra yang berasal dari sektor ke-i 
dembadap total input sektor ke-j yang 
diremuskanynsojadhsur matriks koefisien 
teknis sektor j/ Techmical 
coefisien matrix of sector j 
Banyaknya ouput sektor i yang 
digunakan sebagai input oleh 
sektor j /Output of sector i as input 
x using by sector j 
Total input sektor j/ Total input of 
sector j 


aj 


Jika nilai untuk seluruh sektor dapat 
dihitung, maka dapat disusun matriks 
koefisien teknis (A) yang merupakan dasar 
untuk perhitungan efek pengganda yang 


an Peang Tab ae 
FORENER kempal ab Sua 

fir domestik, 

matriks kebalikan Leontief. 


Kontribusi Permintaan Akhir dan Teknologi 
Terhadap Perubahan Output. 

Analisis Input Output dengan penekanan 
pada dekomposisi perubahan output 
(decomposition of output change). Dengan 
menggunakan model Dekomposisi Output 
Manual PylO pada /nput output Analysis with 
Pyton oleh Suahasil Nazara, et al. (1997) 
mendekomposisi output didapat perubahan 
output (AX) yang didekomposisi menjadi tiga 
komposisi yaitu antara lain : (1) Perubahan 
Output karena kontribusi perubahan 
permintaan akhir atau final demand; (2) 
Perubahan output karena kontribusi 
perubahan teknologi; (3) Perubahan output 
karena kontribusi sinergi perubahan keduanya 
yaitu perubahan teknologi dan perubahan 
permintaan akhir (final demand) secara 
bersama-sama. 

Output merupakan perkalian dari matriks 
invers Leontief dengan besaran final demand 
pada tahun tertentu dan apabila diselisihkan 
maka aka g digapat selisih output pada dua 
tahun Sa yang disingkat dengan 
PerubaharBOttpuB (AX). 

Secara matematis dapat dijelaskan 


sebagai Bette) (FotAF) 
= BF, + BAF + ABF, + ABAF — B,F, 


dimana : 
X = Output/Output 
AX= Perubahan Output/Output change 


B = Invers Matrik Leontif /Leontif Matrix 


Invers 
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B = Invers Matrik Leontif pada tahun. 
t/Leontif Matrix Invers at t period. 

B, = Invers Matriks Leontif pada tahun 0 
(dasar) / Leontif Matrix Invers at base 
year. 

Ft = Final demand pada tahun t /Final 
demand at t period. 

F, = Final demand pada tahun 0 (dasar) / 
Final demand at base period. 

AF = Perubahan final demand /Change of 
final demand. 

AX = Perubahan Matrik Leontif atau 


perubahan teknologi / Change of 
Leontif Matrix or technology. 


Hal ini senada dengan hasil kajian Sonis 
dan Hewings yang berjudul "Source of 
Structural Change in input-output system : A 
field of influence approach”. Pada kajian 
tersebut juga melakukan dekomposisi output 
dari table input output Amerika Serikat dari 
tahun 1947-1977. dekomposisi dilakukan 
pada beberapa tahap periode 1947-1958, 
1958-1963, 1963-1967, 1967-1972, 1972- 
1977. dengan aggregasi sektor menjadi 3 
sektor besar yaitu sektor pertanian, sektor 
industri dan sektor jasa. Sonis, et al. 
Mendekomposisi tiga sektor input output 
Amerika Serikat menjadi efek Final Demand, 
efek teknologi dan efek sinergi antara final 
demand dan teknologi secara bersama-sama. 
Kemudian dikembangkan menjadi 1) 
decomposition of total gross output change, 2) 
decomposition of self-generate gross output 
change, 3) decomposition of non self-generate 
gross output change. 

Sonnies, et al. (1996) Mengembangkan 
menjadi enam dekomposisi yaitu : (1) efek final 
demand dari dalam sektor itu sendiri; (2) efek 
final demand dari luar sektor itu; (3) efek 
teknologi dari dalam sektor itu sendiri; (4) efek 
teknologi dari luar sektor tersebut; (5) efek 


sinergi keduanya dari dalam sektor itu sendiri; 
dan (6) efek sinergi keduanya dari luar sektor 
tersebut. 

Secara umum hasilnya adalah bahwa 
perubahan output ketiga komponen tersebut 
terjadi karena disebabkan oleh perubahan 
pada komponen final demand. Untuk sektor 
pertanian faktor sinergi dalam mempengaruhi 
perubahan output selalu rendah. Sedangkan 
untuk sektor perdagangan dan sektor jasa 
mengalami variasi terutam pada tahun 1958- 
1967. Stanley J Feldmn, David Mcclain, Karen 
Palmer melakukan kajian dengan 
menggunakan metode dekomposisi output 
sektor-sektor indutri. Kajian ini menggunakan 
tabel input output Amerika Serikat dengan 400 
sektor Tahun 1963 sampai dengan 1978. 
Hasilnya adalah hampir 80% dari 400 industri 
dimana faktor yang paling berpengaruh dalam 
perubahan outputnya adalah karena faktor 
perubahan pada final demand. Dan koefisien 
input output yang dalam hal ini teknologi lebih 
berperan dalam memunculkan atau 
menurunkan final demand lebih penting 
daripada pengembangan kontribusi teknologi. 


II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Hasil pengolahan analisis data mengenai 
kontribusi permintaan akhir dan teknologi 
serta sinergi dari permintaan akhir dan 
teknologi terhadap perubahan output sektor 
perikanan selamam periode 1990-2000 tertera 
secararingkas pada Tabel 3,4 dan 5. 

Pada kajian perubahan output ini akan 
menyajikan hasil dekomposisi terhadap 
pertumbuhan output masing-masing sektor 
berdasarkan 4 (empat) sumber pertumbuhan 
output yaitu substitusi impor (IS), perubahan 
teknologi (TC), perubahan permintaan akhir 
domestik (DD) dan perluasan ekspor (EE). 


Permintaan akhir domestik terdiri dari 
konsumsi swasta (DD1), konsumsi 
pemerintah (DD2), investasi (DD3) dan 
perubahan stock (DD4). 


Suatu sumber pertumbuhan dikatakan 
dominan jika memberikan kontribusi terbesar 
terhadap pertumbuhan output suatu sektor. 
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Tabel 3. Kontribusi Permintaan Akhir, Teknologi dan Sinergi Keduanya (Permintaan Akhir 
dan Teknologi) Terhadap Perubahan Output Sektor Perikanan dan Sektor 
Lainnya dalam Perekonomian Nasional tahun 1990-1995. 

Table 3. Contibution of Final Demand, Technology and Synergy of Both Factors to Output 
Change of Fisheries and Other Sectors in National Economics, 1990 - 1995. 


Sektor/ Sectors Permintaan Teknologi/ Gab.Permintaan Total 
Akhir/ Final Technology Akhir dan (Yo) 
Demand (%) Teknologi / 
(%) Synergy of Final 
Demand and 
Technology (%) 

Pertanian non perikanan/ 188.0283493 -31.019498 -57.00885127 100 
Non fisheries agriculture 
Perikanan laut/ Marine 116.9652319 -5.1299037 -11.83532819 100 
fisheries 
Perikanan darat/ Inland 79.71767534 8.5968494 11.68547525 100 
fisheries 
Pertambangan dan 192.6442052 -44.698861 -47.9453446 100 
penggalian / Mining and 
quarrying 
Industri pengeringan dan 100.0936283 0.0040456 -0.097673886 100 
penggaraman ikan/ Dried 
and salted processing 
industries 
Industri pengolahan dan 96.01750925 1.7518926 2.230598141 100 
pengawetan ikan/ 
Processing and 
preserving industries 
Industri pengolahan hasil 81.4885092 9.93996 8.571530792 100 
pertanian non perikanan/ 
Agriculture non fisheries 
processing industries 
Industri pengolahan 79.88894323 11.886989 8.224067782 100 
lainnya/ Other processing 
industries 
Jasa dan sektor lainnya/ 93.66687709 4.3755711 1.957551843 100 
Service and others 
Keseluruhan sektor/ All 114.2789921 -4.9214394 -9.357552683 100 


sectors 


Sumber: Hasil analisis data I-O tahun 1990-1995/Source : Analysis of l-O data;1990-1995. 


Jika pada sebuah sektor yang dominant 
adalah EE maka sektor tersebut dapat disebut 
sebagai sektor yang berorientasi pada ekspor 
(export-oriented sector); jika IS yang dominan 
disebut sebagai sektor yang berorientasi pada 
substitusi impor (import-substituting sector); 
jika TC yang dominan disebut sebagai sektor 


yang digerakkan oleh permintaan antara 
(intermediate-demand-driven sector) dan jika 
DD dominan maka disebut sebagai sektor 
yang digerakkan oleh permintaan akhir 
domestic (domestic-demand-driven sector). 
Untuk mengetahui pergeseran sumber 
pertumbuhan yang dominan dan sektor 
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Tabel 4. Kontribusi Permintaan Akhir, Teknologi dan Sinergi Keduanya (Permintaan Akhir 
dan Teknologi) Terhadap Perubahan Output Sektor Perikanan dan Sektor Lainnya 
dalam Perekonomian Nasional tahun 1995-2000 (%). 

Table 4. Contribution of Final Demand, Technology and Synergy of Both Factors to Output 


Change of Fisheries and Other Sectors in National Economics, 1995-2000. 


Sektor | Sectors Permintaan Teknologi / Gab.Permintaan Total 

Akhir / Final Technology Akhir dan 

Demand Teknologi / Synergy 

of Final Demand 
and Technology 

Pertanian non -88.847127 517.686632 -328.8395 100 
perikanan /Non fisheries 
agriculture 
Perikanan laut /Marine 134.057886 -30.037531 -4.0203549 100 
fisheries 
Perikanan darat/Inland 35.609034 69.9504135 -5.5594475 100 
fisheries 
Pertambangan 98.3884039 14.3622343 -12.750638 100 
& penggalian /Mining and 
quarrying 
Industri pengeringan -279.25787 372.805058 6.45281238 100 
dan penggaraman 
Ikan/Dried and salted 
processing industries 
Indus. pengolahan & 27.1166468 77.8050299 -4.9216767 100 
pengawetan ikan / 
Processing and 
preserving industries 
Indus.pengolahan hasil 63.9244569 27.4908354 8.58470767 100 
pertanian non perikanan / 
Non fisheries agriculture 
processing industries 
Industri pengolahan 121.242292 -4.791888 -16.450404 100 
lainnya / Oher processing 
industries 
Jasa dan sektor lainnya/ 44.5301374 60.6193972 -5.1495346 100 
Service and other 
sectors 
Keseluruhan sektor / All 17.4182066 122.876687 -40.294893 100 


sectors 


Sumber : hasil analisis data I-O tahun 1995-2000/Source : Analysis of I-O data;1990-1995. 


memberikan kontribusi cukup signifikan 
terhadap pertumbuhan output maka periode 
analisis 1990-2000 akan dibagi ke dalam 
2(dua) sub periode yaitu periode 1990-1995 
dan sub periode 1995-2000. 


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun (sejak 
tahun 1990 hingga 1995) permintaan akhir 
perikanan laut mengalami perubahan output 
sebesar 116,96% melebihi perubahan rata- 
rata nasional yaitu sebesar 114,27% (Tabel 4). 
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Tabel 5. Kontribusi Permintaan Akhir, Teknologi dan Sinergi Keduanya (Permintaan Akhir 
dan Teknologi) Terhadap Perubahan Output Sektor Perikanan dan Sektor Lainnya 
dalam Perekonomian Nasional tahun 1990-2000 (%). 

Table 5.Contribution of Final Demand, Technology and Synergy of Both Factors to Output 
Change of Fisheries and Other Sectors in National Economics 1990- 2000. 


Sektor / Sectors Permintaan Teknologi / Gab.Permintaan Total 
Akhir / Final Technology Akhir dan 
Demand Teknologi / Synergy 
of Final Demand 
and Technology 

Pertanian non perikanan / non 153.3836111 -24.701047 -28.682564 100 
fsheries agriculture 
Perikanan laut /Marine 124.9137467 -5.9866214 -18.927125 100 
fisheries 
Perikanan darat/ Inland 106.3609125 -6.4514693 0.0905568 100 
fisheries 
Pertambangan &penggalian / 163.8035761 -18.296815 -45.506761 100 
Mining and quarrying 
Industri pengeringan dan 15.37207414 40.866804 43.7611215 100 
penggaraman Ikan/ Dried and 
salted processing industries 
Indus. Pengolahan & 64.26384579 17.321535 18.4146195 100 
Pengawetan Ikan/ Processing 
and Preserving Industries 
Indus.pengolahan ha sil 90.62765945 5.0553265 4.31701401 100 
pertanian non perikanan / Non 
fisheries agriculture processing 
industries 
Industri pengolahan lainnya / 91.34451342 5.388441 3.26704555 100 
Other processing industries 
Jasa dan sektor lainnya/ Service 73.99765213 13.592321 12.4100273 100 
and other sect or 
Keseluruhan sektor / All sectors 98.22973237 2.9764971 -1.2062295 100 


Sumber: Hasil analisis data I-O tahun 1990-2000/Source : Analysis ofl-O data;1990-1995. 


Sedangkan untuk perubahan teknologi pada 
perikanan laut sebesar -5,12%. Hal ini terjadi 
karena pada periode tersebut teknologi yang 
digunakan pada perikanan laut dapat 
dikatakan telah “usang” dan tidak 
menyebabkan produktivitas perikanan laut 
meningkat. Sedangkan untuk perikanan darat, 
permintaan akhirnya mengalami perubahan 
output sebesar 79,71% sedangkan teknologi 
perikanan darat mengalami perubahan 
sebesar 8,59%. Dibandingkan dengan sektor 
industri pengeringan dan penggaraman ikan, 
permintaan akhir mengalami perubahan 


output sebesar 100,09% mendekati 
perubahan rata-rata nasional sedangkan 
teknologi yang digunakan pada indutri 
pengeringan dan penggaraman ikan 
mengalami perubahan output sebesar 
0,004%. Pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan, permintaan akhirnya 
mengalami perubahan output sebesar 96,01% 
sedangkan perubahan teknologi yang 
digunakan pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan sebesar 1,75%. 

Selama periode waktu 5 (lima) tahun 
(sejak tahun 1995 hingga 2000) permintaan 
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akhir perikanan laut mengalami perubahan 
output sebesar 134,05% melebihi perubahan 
rata-rata nasional sebesar 17,41% (Tabel 5). 
Sedangkan untuk perubahan teknologi pada 
perikanan laut sebesar 30,03%. Sedangkan 
untuk perikanan darat, permintaan akhirnya 
mengalami perubahan output sebesar 35,60% 
sedangkan teknologi perikanan darat 
mengalami perubahan sebesar 69,95%. 
Dibandingkan dengan sektor industri 
pengeringan dan penggaraman ikan, 
permintaan akhir mengalami perubahan 
output sebesar -279,25% sedangkan 
teknologi yang digunakan pada indutri 
pengeringan dan penggaraman ikan 
mengalami perubahan output sebesar 
372,805. Pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan, permintaan akhirnya 
mengalami perubahan output sebesar 27,11% 
sedangkan perubahan teknologi yang 
digunakan pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan sebesar 77,80%. 

Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun 
(sejak tahun 1990 hingga 2000) permintaan 
akhir perikanan laut mengalami perubahan 
output sebesar 124,91% melebihi perubahan 
rata-rata nasional yaitu sebesar 98,22% (Tabel 
5). Sedangkan untuk perubahan teknologi 
pada perikanan laut sebesar -5,98%. 
Sedangkan untuk perikanan darat, permintaan 
akhirnya mengalami perubahan output 
sebesar 106,36% sedangkan teknologi yang 
digunakan pada perikanan darat sebesar - 
6,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
teknologi yang digunakan pada perikanan laut 
dan perikanan darat tidak dapat meningkatkan 
produktivitas dalam arti bahwa teknologi 
tersebut telah “usang” Dibandingkan dengan 
sektor industri pengeringan dan penggaraman 
ikan, permintaan akhir mengalami perubahan 
output sebesar 15,37% sedangkan teknologi 
yang digunakan pada indutri pengeringan dan 
penggaraman ikan mengalami perubahan 
output sebesar 40,86%. Pada industri 
pengolahan dan pengawetan ikan, permintaan 
akhirnya mengalami perubahan output 


sebesar 64,26% sedangkan perubahan 
teknologi yang digunakan pada industri 
pengolahan dan pengawetan ikan sebesar 
17,32%. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

Kontribusi permintaan akhir perikanan 
laut mengalami perubahan output sebesar 
124,91% melebihi perubahan rata-rata 
nasional yaitu sebesar 98,22%. Sedangkan 
untuk perubahan teknologi pada perikanan 
laut sebesar -5,98%. Pada perikanan darat, 
permintaan akhirnya mengalami perubahan 
output sebesar 106,36%, sedangkan teknologi 
yang digunakan pada perikanan darat sebesar 
-6,45% 

Dibandingkan dengan sektor industri 
pengeringan dan penggaraman ikan, 
permintaan akhir mengalami perubahan 
output sebesar 15,37%, sedangkan teknologi 
yang digunakan pada indutri pengeringan dan 
penggaraman ikan mengalami perubahan 
output sebesar 40,86%. Pada industri 
pengolahan dan pengawetan ikan, permintaan 
akhirnya mengalami perubahan output 
sebesar 64,26% sedangkan perubahan 
teknologi yang digunakan pada industri 
pengolahan dan pengawetan ikan sebesar 
17,32%. 

Dengan kata lain, teknologi yang 
digunakan pada perikanan primer (perikanan 
laut dan perikanan darat) “usang”, namun 
permintaan akhir pada perikanan primer 
melebihi rata-rata nasional. Sedangkan pada 
perikanan sekunder (industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan industri pengolahan 
dan pengawetan ikan) terjadi hal yang 
sebaliknya, dimana teknologi yang digunakan 
tumbuh di atas rata-rata nasional, namun 
perubahan permintaan akhirnya di bawah 
rata-rata nasional. 


Implikasi Kebijakan 
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Proses pembangunan ekonomi akan 
selalu dihadapkan pada permasalahan 
diantaranya pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi suatu sektor akan lebih 
baik jika mendapat kontribusi dari permintaan 
akhir (konsumsi, investasi, pengeluaran 
pemerintah dan ekspor) dan teknologi yang 
digunakan. Mengingat bahwa kontribusi 
permintaan akhir baik dari perikanan laut, 
perikanan darat, industri pengeringan dan 
penggaraman ikan, industri pengolahan dan 
pengawetan ikan lebih besar terhadap 
perubahan output dibandingkan dengan 
perubahan rata-rata nasional, sedangkan 
teknologi yang digunakan dalam perubahan 
output tersebut telah "usang”. Oleh karena itu 
perlu adanya peningkatan kajian dan 
pengembangan teknologi menurut dimensi 
agribisnis komoditas perikanan dalam 
mendorong peningkatan produksi dan 
pengembangan produk sektor perikanan. 
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PENGELOLAAN RUMAH TANGGA NELAYAN DITINJAU DARI PERSEPSI JENDER 
(Studi Kasus di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang). 


Mursidin, Hikmah dan Zahri Nasution' 


ABSTRAK 


Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. 
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peranan keluarga dalam pengelolaan rumah 
tangga nelayan ditinjau dari persepsi jender. Metode yang digunakan adalah metode survey yang bersifat 
deskriftip. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data di analisis 
menggunakan metode Harvard dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
analisis kesetaraan jender masih adanya ketimpangan jender yang mewarnai pola kerja masyarakat 
nelayan setempat yakni adanya beban kerja, dimana istri memiliki peran ganda yaitu sebagai penanggung 
jawab dalam urusan rumah tangga dan juga membantu suami sebagai pencari nafkah. Persepsi jender 
yang paling banyak dianut oleh suami dan istri dalam keluarga nelayan pada masyarakat tersebut adalah 
istri dan suami menyadari bahwa perbedaan jenis kelamin tidak harus dipertentangkan dalam menghidupi 
keluarga, tetapi justru bersifat saling mendukung dan melengkapi. Sedangkan tugas berdasarkan jender 
yang paling banyak dianut baik oleh suami dan istri dalam keluarga nelayan pada masyarakat tersebut 
adalah tugas utama istri mengurus rumah tangga; tetapi boleh membantu tugas suami dalam mencari 
nafkah keluarga sedangkan tanggung jawab mencari nafkah utama tetap tugas suami. 


Kata Kunci: Pengelolaan Rumah Tangga Nelayan, Persepsi Jender. 


Abstract: Gender Perception of Fisheries Household Management (Case Study in Village of the 
Pasie Nan Tigo, Padang District). By: Mursidin, Hikmah And Zahri Nasution. 


This research was conducted at the village of Pasie Nan Tigo, sub district of the Koto Tangah Padang, 
The research was aimed to analyze the role of family's member in of fisheries household management in 
gender perception point of view. Survey method was used in this research to collect the Primary and 
secondary data. Harvard method was used to analyze the data and the results were also briefly discussed 
descriptively. The results of the study showed that gender equity was unbalanced between wife and 
husband. That wives play a double roles; as a housewife and help their husband to generate income. In the 
perception of gender equity, wife has to be a housewife and help husband to get money, but husband hasa 
main responsibility to earn money forthe household. 


Keywords: Management In Family Fisheries, Perception of Gender. 


I. PENDAHULUAN 


Masyarakat nelayan khususnya 
nelayan kecil memiliki karakteristik sosial 
ekonomi yang berbeda dengan masyarakat 
industri atau masyarakat lainnya. Perbedaan 
ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat 
terhadap karakteristik ekonomi, ketersediaan 
sarana dan prasarana ekonomi, sosial 
maupun budaya. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat nelayan dapat dikatakan 
memprihatinkan. Hal ini antara lain terlihat 
dengan rendahnya tingkat pendidikan, 


produktivitas dan pendapatan masyarakat 
nelayan, terutama nelayan buruh atau Anak 
Buah kapal (ABK) (Nasution et al., 2004). 

Data terakhir Departemen Kelautan dan 
Perikanan (2005) menunjukkan indeks 
kemiskinan (Proverty Headcount Index, PHI) 
masyarakat di desa pesisir yang didominasi 
oleh nelayan masih sebesar 0,28. Besaran 
nilai indeks ini menunjukkan bahwa hampir 
30% populasi penduduk yang hidup di dalam 
keluarga yang tinggal di wilayah pesisir 
(nelayan) masih memiliki pengeluaran 
konsumsi per kapita dibawah garis 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
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kemiskinan. Lebih lanjut nilai PHI masyarakat 
wilayah ini juga relatif masih lebih tinggi 
dibandingkan dengan PHI rata-rata 
masyarakat di Indonesia sebesar 0,18 
(Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006). 
Kelompok masyarakat nelayan ini mencapai 
3,2 juta orang yang mendiami 3.632 desa 
nelayan penangkapan (BPS, 2003). Kondisi ini 
tentunya ironis jika dibandingkan dengan 
banyaknya upaya pembangunan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah (BBRSEKP, 2005). 

Menurut Kusnadi dalam Ahmad (2005) 
kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial 
ekonomi yang dihadapi oleh rumahtangga 
nelayan, berakar pada faktor-faktor kompleks 
yang saling terkait, faktor-faktor tersebut dapat 
diklasifikasikan ke dalam faktor alamiah dan 
faktor non alamiah. Faktor alamiah antara lain 
yang berhubungan dengan musim ikan dan 
musim paceklik, sedangkan faktor non 
alamiah yang berhubungan dengan teknologi 
penangkapan (alat tangkap yang dimiliki). 

Musim penangkapan ikan di Kelurahan 
Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, 
Kota Padang (Sumatera Barat) tidak 
berlangsung sepanjang tahun karena 
terkendala oleh musim ombak dan angin 
kencang, waktu efektif untuk menghasilkan 
produksi tangkapan hanya 4(empat) bulan 
(Oktober sampai Januari), pada waktu itu 
nelayan memperoleh penghasilan yang lebih 
baik. Pada musim paceklik (musim ombak dan 
angin kencang) penghasilan nelayan akan 
mulai berkurang yang berlangsung selama 
8(delapan) bulan, penghasilan nelayan 
berkurang karena jarak tempuh nelayan tidak 
terlalu jauh karena keterbatasan alat tangkap 
yang dimiliki bahkan lebih banyak waktu tidak 
melaut (didarat) karena hasil yang diperoleh 
tidak bisa menutupi biaya operasional yang 
dikeluarkan. Untuk menambah penghasilan 
keluarga bagaimana peranan nelayan (suami) 
dan istri nelayan dalam menghidupi keluarga 
apakah terjadi ketidak setaraan gender, baik 
dalam kegiatan produktip (publik) maupupun 
kegiatan reproduktip (domestik). 


Il. METODOLOGI 


Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Koto Tangah Desa Pasie Nan Tigo, Kota 
Padang pada tahun 2007. Pemilihan lokasi 
penelitian secara sengaja dengan 
pertimbangan bahwa kawasan tersebut 
merupakan wilayah pesisir pantai dengan 
jumlah nelayan dan produksi nelayan paling 
banyak, termasuk pengolahan ikan yang 
dilakukan oleh istri nelayan. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini berupa studi kasus pada 
rumahtangga nelayan di desa Pasie Nan Tigo, 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan 
penelitian penjelasan (explanatory research) 
dimana dalam pelaksanaannya dilakukan 
dengan metode survey yang bersifat deskriptif 
yakni berusaha menggambarkan secara tepat 
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 
suatu kelompok atau lembaga tertentu untuk 
menentukan penyebarannya dalam 
masyarakat serta menerangkan hubungan 
antara fenomena yang diamati. Selain itu juga 
dilengkapi dengan metode wawancara 
mendalam (indepth interview) dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang 
telah disiapkan. 


Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan secara langsung dengan 
teknik survey melalui wawancara dengan 
responden bedasarkan pada kuesioner yang 
telah dibuat dan wawancara mendalam 
(indepth interview). Disamping wawancara 
dilakukan pengamatan langsung dilapangan 
untuk melengkapi data primer yang 
dibutuhkan. Adapun data primer yang 
dikumpulkan meliputi: karakteristik individu, 
umur, jumlah keluarga, pendidikan, jenis 
pekerjaan, pendapatan. Data yang diperoleh 
ditabulasikan dalam bentuk tabel dan 
dianalisis dengan metode Harvard. 
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Analisis Harvard merupakan salah satu 
metode penelitian analsis gender. Metode ini 
mempunyai 3 komponen utama yaitu profil 
kegiatan, profil akses dan kontrol, dan analisis 
faktor yang mempengaruhi akses kontrol. 
Untuk mengetahui peranan wanita/pria dalam 
pengambilan keputusan dapat digunakan 
profil akses-kontrol (Purnamawati & 
Lumangkun, 2000). 


II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Profil Rumahtangga Nelayan di Kelurahan 
Pasie Nan Tigo 
Profil Pribadi 

Status responden yang terdiri dari 
nelayan pemilik 11 0rang (36,67%), juragan 
laut, nakhoda, juru mudi tidak ada, ABK 
sebanyak 19 orang (63,24%). Sedangkan 
pekerjaan istri terdiri dari bakul ikan 6 orang 
(20,00%), pedagang ikan olahan 4 orang 
(13,33%), pengolah ikan 9 orang (30,00%), 
dan lainnya (bikin kue, buka warung) 


sebanyak 7 orang (23,33%) (Tabel 1). Dengan 
demikian terlihat bahwa hampir semua istri 
responden bekerja (26 orang) atau 86,67% 
dan yang tidak bekerja hanya 4 orang. 


Kelompok Umur Contoh 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebaran 
usia yang paling banyak adalah usia 46 — 54 
tahun (sebanyak 18 orang) termasuk 
golongan tua, golongan sedang (35 -45 
tahun) sebanyak 7 orang dan golongan muda 
hanya 2 orang. Sedangkan sebaran umur istri 
golongan sedang yang paling banyak (20 
orang), golongan muda hanya 5 orang dan 
yang termasuk golongan tua juga 5 orang. 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa responden 
yang paling banyak (18 orang) termasuk 
golongan tua (46 — 54 tahun) tetapi masih 
produktif, dengan melihat sebaran umur 
tersebut bisa dikatakan bahwa rumahtangga 
nelayan di daerah ini sangat menggantungkan 
sumber pendapatan keluarga hanya dengan 
mengekstraksi perikanan laut. 


Tabel 1. Sebaran Status Responden Terkait Usaha Penangkapan di Kelurahan Pasie Nan 


Tigo Kota Padang. 


Table 1. Distribution Status of Respondent Related to Fisheries bussined in the Pasie Nan Tigo 


Village ,Padang. 


Suami/Husband Istri/Wife 
No Status Responden/ a. Persentase Ped Persentase/ 
Respondent Status is Percentage p Percentage 
otal % Total % 
Respondent (a) Respondent (%) 
1. Nelayan pemilik kapal 11 36,67 - - 
(juragan darat)/ 
Fisherman 
2. Juragan Laut/Owner - - - - 
3. ABK/Shipman 19 63,34 - - 
4. Bakulikan/Retailer - - 6 20,00 
5. Pedagang ikan - - 4 13,33 
olahan/Processed fish 
retailer 
6. Pengolah ikan/Fish - - 9 30,00 
retailer 
7. Lainnya (bikin kue, buka - - 7 23,33 


warung)/other (in order 
to cake,open small shop 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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Tabel 2. Sebaran Umur Responden di Desa Pasie Nan Tigo Kota Padang. 
Table 2. Age Distribution ofRespondentinthe Pasie Nan Tigo Village, Padang. 


Responden Suami / 
Husband Respondent 


Golongan Umur/ 


Responden Istri / 
Wife Respondent 


No Jumlah Jumlah 
Fev Aga Orang/Total % Orang /Total Yo 
Person Person 
Ik 15-24 0 0,00 0 0,00 
2. 25 -34 2 6,67 5 16,67 
3: 35 — 45 7 23,33 20 66,67 
4. 46-54 18 60,00 5 16,67 
5. >55 3 10,00 0 0,00 
Total 30 100,00 30 100,00 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Tingkat Pendidikan 

Pendidikan khususnya pendidikan 
formal, merupakan modal yang sangat 
berperan untuk mendapatkan kehidupan 
ekonomi lebih baik Pendidikan juga sangat 
mempengaruhi pola kehidupan setiap 
individu, baik cara berpikir dan bersikap. 


Sebaran tingkat pendidikan dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Sebaran tingkat pendidikan untuk 
responden nelayan sebahagian besar tidak 
tamat SD 15 orang (50,00%), tamat SD 10 
orang (33,33%), tamat SMP 2 orang (6,67%), 
tidak tamat SMA 3 orang (10,00%). 


Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Pasie Nan Tigo, Kota Padang. 
Table 3. Level of Education of Respondent in the Pasie Nan Tigo Village, Padang . 


Responden Suami/ 


Responden Istri/ 


Husband Respondent Wife Respondent 
No Kategori/Catagories Jumlah Jumlah 
Orang/ Total Yo Orang/ Total Yo 
Person Person 

1. Tidak sekolah/Uneducated 0 0,00 0 0,00 
Tidak tamat SD/Elementary 15 50,00 10 33,34 
School drop out 

3. Tamat SD/ Elementary School 10 33,33 9 30,00 
graduated 

4. Tidak Tamat SMP/ Junior High 0 0,00 4 13,34 
School drop out 

5. Tamat SMP/ Junior High School 2 6,67 2 6,66 
graduated 

6. Tidak Tamat SMA/ Senior High 3 10,0 2 16,66 
School Drop Out 

7. Tamat SMA/ Senior High School 0 00,00 3 10,00 
graduated 

8. Tidak Tamat PT/ Univercity drop 0 0,00 0 0,00 
out 

9. Tamat PT/ Univercity graduated 0 0,00 0 0,00 
Jumlah/Total 30 100.00 30 100.00 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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Sedangkan pendidikan istri tidak tamat SD 10 
orang (33,34%), tamat SD 9 orang (30,00%), 
tidak tamat SMP 4 orang (13,34%), tamat SMP 
2 orang (6,66%), tidak tamat SMA 2 orang 
(6,66%), tamat SMA 3 orang (10,00%). 


Tingkat Pendapatan 
Pendapatan nelayan berkisar antara 
Rp 600.000 (ABK) yang terendah dan yang 


tertinggi Rp 1.500.000 (nelayan pemilik). 
Pendapatan ABK kisarannya mulai Rp 
600.000 sampai Rp 750.000, Sedangkan 
pendapatan yang tertinggi adalah pengolah 
ikan sekitar Rp 2.000.000/bulan. 

Apabila dilihat kondisi pendapatan yang 
tertinggi adalah pengolah (istri nelayan), 
wanita disini sangat berperan dalam 
menambah pendapatan keluarga (khsusnya di 


Tabel 4.Sebaran Tingkat Pendapatan Responden di 


Desa Pasie Nan Tigo Kota 


Padang. 
Table 4. Income Level Distribution Respondent in the Pasie Nan Tigo Village, Padang. 
I Pendapatan 
P Tingkal Suami Pendapatan Istri P tase/ 
endapatan Prosentase/ rosentase 
(Rp/Bulan)/ (Rp/Bulan) / 
(Rp/Bulan)/ Percentage : Percentage 
Husband o Wife Income 0 
Income Level | (%) R h/L (%) 
(Rp/Mounth) ncome endah /Low 
N=30 (Rp/Mounth) N=30 
N=30 
Rendah/Low 5 16,67 16 53,33 
Sedang /Average 11 36,67 12 40,00 
Tinggi /High 14 46,66 2 6,67 
Jumlah/ Total 30 100.00 30 100 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Keterangan/Remarks: 
Pendapatan Rendah/Low Income 


Pendapatan Sedang/Average Income 


Pendapatan Tinggi/ High Income 


=< Rp 933,333 
= Rp 933,333 —Rp 2.533.333 
= > Rp 2.533.333 


Tingkat Pendapatan Responden di Pasie Nan Tigo Kota 


Padang 


m Rendah/Low 


O Sedang /Average 


O Tinggi /High 


5 
S 
S 
g 
x 
9 
: 
a 


Tingkat Pendapatan 


Gambar 1. Tingkat Pendapatan Responden di Pasie Nan Tigo Kota Padang. 
Picture 1. Income Level Distribution Respondentin Pasie Nan Tigo, Padang. 
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Kelurahan Pasie Nan Tigo) dimana usaha- 
usaha pengolahan antara lain pengolah ikan 
tradisional, Abon ikan, Kerupuk Ikan, Rakit 
Maco, Rakit Kacang dan diluar bidang 
perikanan seperti kue katus, kue bulu. Para 
istri nelayan disini sering mengikuti pelatihan- 
pelatihan keterampilan bermacam-macam 
pengolahan yang diadakan oleh Dinas 
Perikanan maupun perguruan tinggi 
(Universitas Andalas dan Universitas Bung 
Hatta). Sedangkan para suami (nelayan) 
didaerah ini banyak waktu luangnya tidak 
dimanfaatkan misalnya kalau musim paceklik 
(kebanyakan waktunya tidak melaut), bahkan 
ada beberapa orang melakukan hal-hal yang 
tidak bermanfaat (main judi), jadi di Kelurahan 
Pasie Nan Tigo terjadi ketimpangan jender 
dalam hal mencari nafkah. 


Profil Kegiatan 

Pola pekerjaan anggota rumahtangga 
nelayan tidak terlepas dari kultur dan kebiasan 
hidup di lingkungan mereka. Pola pekerjaan 
anggota rumahtangga umumnya dibedakan 
berdasarkan gender dan berlangsung dari 
generasi kegenerasi melalui proses 
sosialisasi. 

Pola pekerjaan anggota rumahtangga 
dapat pula dipilah atau dibedakan dalam tiga 
kelompok yaitu pekerjaan reproduktif, 
produktif dan sosial. Pemilahan pola 
pekerjaan anggota rumahtangga tersebut 


bukan berarti terdapat pembatasan anggota 
rumahtangga baik laki-laki maupun 
perempuan pada masing-masing pola 
pekerjaan. Dalam kenyataannya keterlibatan 
laki-laki juga terdapat pada pekerjaan 
reproduktif yang dominan dilakukan 
perempuan. Demikian pula pekerjaan 
produktif yang dominan dikerjakan laki-laki, 
bahkan terkadang lebih didominasi oleh 
perempuan pada rumahtangga. Dengan 
demikian pemilahan wilayah kerja tersebut 
tidaklah merupakan suatu hal yang kaku, 
karena dengan sendirinya pemilahan wilayah 
kerja tersebut akan berubah secara dinamis 
seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat. 

Pada penelitian ini profil kegiatan ada 
4(empat) antara lain kegiatan produktif, 
Domestik, Curahan waktu luang dan 
kebutuhan dasar anggota keluarga dan sosial. 
Aktivitas pekerjaan rumahtangga dimulai pada 
waktu keberangkatan laki-laki melaut. 
Meskipun waktu keberangkatan melaut pada 
dinihari atau tengah malam, perempuan tetap 
melakukan aktivitas untuk mempersiapkan 
makanan atau ransum yang akan dibawa 
kelaut. Apabila waktu berangkat melaut 
berkisar jam 01.00 WIB sampai jam 04.00 WIB 
biasanya perempuan masih menyempatkan 
untuk melanjutkan tidur. 

Kegiatan produktif penangkapan ikan 
masih didominasi oleh laki-laki antara lain 
persiapan perbekalan melaut, penangkapan 


Tabel 5. Curahan Waktu Terhadap Profil Kegiatan Responden di Desa Pasie Nan Tigo Kota 


Padang. 


Table 5. Time Spent to Respondent Activity Profile To Respondent Action in the Pasie Nan Tigo 


Curahan Waktu /Spent Time (n=30) 


No Me A kas Suami /Husband Istri (Wife 
1 Kegiatan produktif (jam/hari)/ Produktive 
activities (hours/day) 1499 ae 
2 Kegiatan domestik (jam/hari)/ Domestic 138 792 
activities (hours/day) i , 
3 Waktu luang dan kebutuhan dasar keluarga 
(jam /hari)/ Spare time and family base 7,04 10,71 
needed (hours/day) 
4 Aktivitas/kegiatan sosial (jam /minggu)/ 0.67 0.83 


Social activities (hours/week) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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ikan, pembongkaran ikan, penjualan ikan, 
memperbaiki alat tangkap, memperbaiki 
kapal, membersihkan kapal/jaring dan 
memperbaiki mesin sedangkan istri nelayan 
selain melakukan pengolahan ikan juga 
kadang-kadang membantu membersihkan 
kapal/jaring. 

Untuk kegiatan domestik dominan 
dilakukan oleh istri nelayan mulai dari 
mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, 
memasak, mencuci alat rumahtangga dan 
pakaian, menyeterika, belanja, membersihkan 
rumah, mengasuh anak, membantu anak 
dalam belajar dan nelayan (suami) membantu 
dalam kadang-kadang mengambil air, 
mengasuh anak dan membantu anak dalam 
belajar. 

Curahan waktu luang dan kebutuhan 
dasar anggota keluarga termasuk waktu luang 
(hiburan dan istirahat). Sedangkan kebutuhan 
dasar (tidur, mandi dan makan) kegiatan 
waktunya hampir seimbang tetapi masih 
dominan dimanfaatkan oleh suami karena 
waktu luangnya lebih banyak dibanding istri 
nelayan. 

Kegiatan sosial hampir seimbang antara 
suami dan istri termasuk antara lain pelatihan 
keterampilan, pelayanan kesehatan, 


pertemuan kelompok nelayan, kerja bakti, 
Arisan, Pengajian, Pesta laut, 
ngerumpi/ngobrol santai. 


Profil Akses dan Kontrol 

Akses adalah peluang yang bisa 
diperoleh laki-laki dan perempuan untuk 
memiliki atau menikmati sesuatu (pekerjaan, 
kegiatan, barang, jasa). Sementara kontrol 
adalah sejauhmana perempuan dan laki-laki 
mempunyai kekuasaan atau kemampuan 
dalam proses pengambilan keputusan dalam 
merencanakan, melakukan/memiliki atau 
menikmati sesuatu (Handayani dan Sugiarti, 
2001). Laki-laki dan perempuan yang dapat 
mengakses sumberdaya tertentu belum tentu 
memiliki kontrol terhadap sumberdaya 
tersebut. Hal ini disebabkan karena akses 
seseorang ditentukan oleh orang lain, 
sementara kontrol mencirikan bahwa 
seseorang itu berkuasa atau tidak untuk 
menentukan sumberdaya yang diakses atau 
tidak diakses. Dengan demikian kontrol 
merupakan kekuasaan yang dimiliki sesorang 
terhadap sumberdaya yang dapat digunakan 
untuk berbagai hal sehingga benar-benar 
memberi manfaat. 


Tabel 6. Pengambilan Keputusan Dalam Aktifitas Domestik Responden Di Desa Pasie 


Nan Tigo Kota Padang. 
Table 6. Decision Making on Domestic Activities in the Pasie Nan Tigo Village, Padang. 
n (%) 
No Aktifitas Domestik/Domestic Activities Istri / Suami + Istr// 4X... 
f Husband+ 
Wife ; Husband 
Wife 
1 Penyediaan makanan/ Food preparation 30 0 0 
(100) 
2 Pendidikan anak/ Children education 8 21 1 
(26,66) (70) (3,33) 
3 Tabungan/ Saving 10 18 2 
(66,66) (60) (6,66) 
4 Pengadaan peralatan rumah tangga/ 9 15 6 
Household equipment supply (30,00) (50,00) (20,00) 
5 Reproduksi/Reproduction 7 23 0 
(23,33) (76,66) 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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Tabel 7. Pengambilan Keputusan dalam Aktifitas Produktif Responden di Desa Pasie Nan 


Tigo Kota Padang 
Table 7. Decision Making on Productive Activities inthe Pasie Nan Tigo Village, Padang. 
N (%) 
Kia Aktifitas Produktif/ Dominasi Suami + Istri/ peke 
Productive Activities Istri/ Wife Husband+ 
pele i Husband 
Domination Wife Dominati 
omination 
1 Investasi/ Modal usaha 13 14 3 
perikanan/Investment on (43,33) (46,66) (10,00) 
fisheries business 
2 Pengelolaan usaha 2 11 17 
perikanan/Fisheries business (6,66) (36,66) (56,66) 
management 
3 Pengelolaan usaha 19 11 0 
pengolahan/Processing business (63,33) (36,66) 
management 
4 Pengelolaan usaha non 2 21 7 
perikanan/Non fisheries business (6,66) (70,00) (23,33) 
management 
5 Sosial kemasyarakatan/ Social 5 20 5 
community (16,66) (66,66) (16,66) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Pada kegiatan penelitian terlihat akses 
dan kontrol pada kegiatan domestik 
didominasi istri bukan berarti suami tidak ada 
andil dalam pengambilan keputusan, 
begitupun pada kegiatan produktif akses 
kontrol hampir seimbang dan kalau dilihat 
kegiatan keseluruhan terjadi bias gender yang 
merugikan istri nelayan. 


Persepsi tentang Gender dalam Keluarga 
Nelayan 

Pada Tabel 8 responden paling banyak 
memilih alternatif pilihan ke 4 (empat) karena 
pada umumnya mereka berpendapat bahwa 
perbedaan jenis kelamin tidak harus 
dipertentangkan dalam menghidupi keluarga, 
tetapi justru bersifat saling mendukung dan 
melengkapi. 

Pernyataan tersebut didukung oleh 
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
dari jumlah 30 orang responden istri nelayan 
sebahagian besar (26 orang atau 86,66%) ikut 
membantu suami dalam mencari nafkah 
keluarga, namun demikian istri nelayan tidak 


melupakan tugas utamanya mengurus rumah 
tangga (urusan domestik), jadi wanita di desa 
ini mempunyai tugas ganda, disamping 
mengurus rumah tangga juga juga mengurus 
urusan diluar rumah tangga (tambahan 
pendapatan). Sejalan dengan hasil penelitian 
Kusnadi (2001) menyebutkan bahwa dalam 
masyarakat nelayan terdapat pola pembagian 
kerja secara seksual yang sangat kuat 
pengaruhnya secara kultural yaitu “laut adalah 
wilayah laki-laki, sedangkan darat adalah 
wilayah perempuan”. Karena alasan ekonomi 
yaitu penghasilan suami tidak mencukupi 
kebutuhan keluarga maka umum terjadi dalam 
masyarakat nelayan istri harus bekerja untuk 
ikut menambah penghasilan keluarga. 
Masyarakat nelayan (baik nelayan maupun 
istrinya) di Desa ini memiliki pemikiran yang 
cukup terbuka mengenai peranan antara 
suami dan istri dalam keluarga. 


Tugas Berdasarkan Gender dalam 
Keluarga Nelayan 
Pada Tabel 9 berikut ini yang paling 
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Tabel 8.Sebaran Contoh Berdasarkan Alternatif Pilihan Persepsi Tentang Gender di Desa 


Pasie Nan Tigo Kota Padang. 


Table 8. Sample Distribution of Alternative Perception Option Regarding With Gender in The 


Pasie Nan Tigo Village,Padang. 


No Alternatif Pilihan/Alternative Selection Suami/ Istri/ 
Husband Wife 
1 Istri adalah mahluk yang lebih lemah secara fisik 5 4 
dan mental dari suami sehingga wajar berada (16,66 %) (13,33 %) 
dalam posisi sosial yang lebih rendah dalam 
keluarga./ Wife is physically and mentally weaker 
than husband and deserved to has lower social 
position in family 
2 Istri tidak lebih lemah dari suami sehingga wajar bila 3 6 
berkedudukan sejajar dalam mengatur keluarga./ (10,00 Yo) (20,00 Yo) 
Wife is not weaker than husband and has egual 
position in family management 
3 Istri mampu memberi kontribusi lebih dari suami 5 9 
dalam menghidupi keluarga dan layak untuk (16,66 %) (30,00 %) 
mengelola keluarga / wife is capable contribute 
more than husband and deserved to manage the 
family 
4 Istri dan suami menyadari bahwa perbedaan jenis 17 11 
kelamin tidak harus dipertentangkan dalam (56,66 %) (36,66%) 
menghidupi keluarga, tetapi justru bersifat saling 
mendukung dan melengkapi/ wife and husband 
realize that gender is not a subject of confrontation 
but it can be support each other 
30 30 
Jumlah/Total (100%) (100%) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


banyak dipilih oleh responden adalah alternatif 
pilihan ke dua yaitu tugas utama istri adalah 
mengurus rumahtangga tetapi boleh 
membantu tugas suami dalam mencari nafkah 
keluarga sedangkan tanggungjawab mencari 
nafkah tetap tugas suami yaitu 40,00 persen 
(12 orang) dan 33,33 persen (29 orang) untuk 
istri. 

Walaupun tugas utama suami mencari 
nafkah akan tetapi peranan istri dalam 
membantu suami di desa ini dalam hal 
membantu pendapatan keluarga tidak kecil, 
jika dilihat dari kesetaraan gender (data primer 
diolah) banyak merugikan kaum wanita (istri 
nelayan) namun demikian karena faktor 
kultural kondisi ini tidak menjadi masalah. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian Saruan (2000) antara lain 


mengatakan bahwa pada masyarakat nelayan 
diberbagai wilayah ditemukan kaum 
perempuan yang dikenal sebagai pekerja ulet 
dalam berbagai aktivitas untuk menunjang 
perekonomian keluarga, khususnya aktivitas 
yang langsung berhubungan dengan 
persiapan produksi, pemrosesan dan 
pemasaran hasil, sedangkan laki-laki bekerja 
dalam bidang operasi penangkapan. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 

1. Alokasi curahan waktu suami terhadap 
aktivitas produktif lebih besar dibanding 
istri yaitu sebesar 11,16 jam/hari, 
sedangkan alokasi untuk aktivitas 
produktif istri nelayan sebesar 8,11 
jam/hari. Untuk aktivitas domestik alokasi 


IMPLIKASI 
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Tabel 9. Sebaran Contoh Berdasarkan Alternatif Pilihan Tugas Berdasarkan Gender di 


Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. 


Table 9. Sample Distribution of Alternative Role Gender Based on in The Pasie Nan Tigo 


Village Padang . 


No 


Alternatif Pilihan /Alternative Selection 


Suami/ 
Husband 


Istri/Wife 


1. 


Tugas istri adalah mengurus rumah tangga saja, 
sedangkan tugas suami adalah mencari nafkah saja 
bagi keluarga./ wife's duty is to manage the family 
and husband's duty is earning money for family 
Tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga, 
tetapi boleh m embantu tugas suami dalam mencari 
nafkah keluarga sedangkan tanggung jawab 
mencari nafkah utama tetap tugas suami. / Main 
duty of wife to manage the family but she is allowed 
to help husband to earn money. 

Tugas suami tidak hanya mencari nafkah bagi 
keluarga, tetapi juga harus mau membantu/berbagi 
tugas dengan istri dalam mengurus rumahtangga. / 
Main duty of husband is not only to earn money for 
family, but also to share the family management 
with wife. 

Tugas istri mengurus rumah tangga boleh 
digantikan orang lain bila ia mampu mencari nafkah 
untuk keluarga dalam jumlah yang besar. / Wife's 
duty in family management can be substituted by 
other person as long as she is able to earn much 
money. 

Tugas utama istri mengurus rumah tangga dan 
tugas utama suami mencari nafkah bagi keluarga 
boleh bertukar apabila secara ekonomi memang 
menguntungkan./ Wife's duty is to manage the 


family and husband's duty is to earn money but they 


can exchange the duty as long as beneficial 
economically. 


Jumlah/Total 


7 
(23,33 %) 


12 
(40,00 %) 


5 
(16,66 %) 


4 


(13,33 %) 


(6,66 %) 


30 
(100,00 %) 


8 
(26,66 %) 


10 
(33,33 %) 


7 
(23,33 %) 


3 


(10,00 %) 


(6,66 %) 


30 
(100,00 %) 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


waktu suami 


rata-rata hanya 3,20 2. 


Masih adanya ketimpangan jender yang 


jam/hari, sedangkan alokasi waktu istri 
untuk kegiatan domestik 9,49 jam/hari. 
Untuk alokasi waktu luang suami 8,02 
jam/hari dan alokasi waktu luang istri lebih 
kecil 6,2 jam/hari, sedangkan alokasi 
curahan waktu untuk aktivitas sosial suami 
rata-rata 2,93 jam/hari dan alokasi 
curahan waktu istri untuk aktivitas sosial 
sebesar 2,00 jam/hari. 


mewarnai pola kerja masyarakat nelayan 
setempat yakni adanya beban kerja, 
dimana istri memiliki peran ganda yaitu 
sebagai penanggung jawab dalam urusan 
rumah tangga dan juga membantu suami 
sebagai pencari nafkah. 

Persepsi gender yang paling banyak 
dianut oleh suami dan istri dalam keluarga 
nelayan pada masyarakat tersebut adalah 
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istri dan suami menyadari bahwa 
perbedaan jenis kelamin tidak harus 
dipertentangkan dalam menghidupi 
keluarga, tetapi justru bersifat saling 
mendukung dan melengkapi. Sedangkan 
tugas berdasarkan jender yang paling 
dianut baik oleh suami dan istri dalam 
keluarga nelayan pada masyarakat 
tersebut adalah tugas utama istri adalah 
mengurus rumah tangga tetapi boleh 
membantu tugas suami dalam mencari 
nafkah keluarga sedangkan tanggung 
jawab mencari nafkah utama tetap tugas 
suami. 
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CO-MANAGEMENT SUMBERDAYA LAUT 
PELAJARAN DARI PENGELOLAAN MODEL CO-FISH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 


Ratna Indrawasih 1 
ABSTRAK 


Secara teoritis, praktek pengelolaan sumberdaya laut secara co-management lahir sebagai kritik 
terhadap pengelolaan yang bersifat sentralistik, seperti yang selama ini dipraktekkan di Indonesia dan 
community-based management. Kedua praktek pengelolaan sumberdaya laut ini memiliki kelemahan, yang 
diantaranya disebabkan oleh ketiadaan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat (user group). 
Praktek co-management sebagai alternatif untuk mendorong terjadinya sinergi antar semua stakeholder 
terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut. Penelitian ini mencoba mempelajari penerapan Co-fish di 
Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat, yaitu pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan 
dengan pendekatan co-management dengan melibatkan stakeholder terkait. Bagaimana mekanisme 
dan dampaknya terhadap masyarakat binaannya serta bagaimana kekuatan dan kelemahannya yang 
didasarkan pada prinsip pendekatan co-management. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif. 


Kata Kunci : Sumberdaya Laut, Ko-Manajemen, Lombok Timur. 


Abstract : Co-management of Marine Resource : Lesson Learnt from the Management Model of 
Co-Fish in Lombok Timur District, Nusa Tenggara Barat Province. By : Ratna Indrawasih. 


Theoritically, the practice of marine resource management was created as a criticied of centralistic 
management wich being, that was practiced in Indonesia for a long time , and community-based 
management. Both of these practices of marine resource management have weaknesses, caused by the 
inexistance of cooperation between government and society (user group). The practice of co-management 
is an alternative option to push a cooperation among all of related stakeholder in marine resource 
management. The research to study the implementation of Co-Fish in Lombok Timur District, Province of 
Nusa Tenggara Barat. Marine resources management was carried out by co-management approach 
involving related srakeholders. The mechanism and impact of the implementation of Co-fish to the society, 
and how the strengths and weaknesses of Co-fish based on principal of co-management approach were 
analsed with gualitative approach. 


Keyword : Marine Resource, Co-Management, Lombok Timur. 


I. PENDAHULUAN dengan konsepsinya mengenai the tragedy of 
the commons, Gordon (1954) dengan 
konsepsi mengenai private ownership dan 
Scott (1955) dengan konsepsinya mengenai 
pemilikan tunggal. Teori-teori ini mendasari 


manajemen sumberdaya alam yang 


Pengelolaan sumberdaya laut yang telah 
dilakukan selama ini, baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat tampaknya belum 
menemukan hasil sesuai yang diharapkan. 


Pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan 
oleh pemerintah selama ini bersifat 
sentralistik. Sebagaimana diketahui, bahwa 
dukungan terhadap praktek manajemen yang 
sentralistik diberikan oleh teori-teori yang 
mengakar pada konsep-konsep kepemilikan 
sumberdaya alam seperti Hardin (1968) 


sentralistik karena kalaupun kemudian hak 
penguasaan terhadap sumberdaya alam itu 
didistribusikan kepada berbagai pihak, tetapi 
pemerintahlah yang mengatur pendistribusian 
hak-hak tersebut setelah mendefinisikan 
bahwa laut dikuasai negara. Selain itu, dalam 
rejim manajemen seperti ini, segala instrumen 
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manajemen ditentukan oleh pemerintah, aktor 
lain yang terlibat dalam pengelolaan 
diharuskan tunduk kepada segala aturan yang 
ditetapkan pemerintah itu. Kritik, baik pada 
tataran diskursus teoritis maupun praktek 
manajemen yang sentralistik kemudian 
berkembang seiring dengan perkembangan 
kajian-kajian teoritis maupun terkumpulnya 
data dari pelaksanaan manajemen di 
lapangan (Adhuri dan Indrawasih, 2003). 

Mempelajari hasil-hasil penelitian 
mengenai pengelolaan sumberdaya laut oleh 
pemerintah di Jawa Tengah, diketahui bahwa 
pengelolaan sumberdaya laut dilakukan oleh 
pemerintah secara sentralistik yang bertumpu 
pada kebijakan pemerintah, kontrol atas 
pelaksanaan peraturan tidak bisa dilakukan 
sepenuhnya. Kurangnya kontrol atau 
pengawasan pelaksanaan peraturan 
pengelolaan sumberdaya laut di lapangan 
(pengawasan di laut) disebabkan oleh kendala 
pembiayaan, karena memerlukan biaya cukup 
besar yang selama ini belum bisa terpenuhi 
(Indrawasih, 2004). Demikian juga hasil 
penelitian di Madura-Jawa Timur, terbatasnya 
dana, kondisi wilayah yang sulit diakses, 
terbatasnya fasilitas untuk melaksanakan 
pengawasan di laut menyebabkan 
pengawasan terhadap penggunaan alat 
penangkap ikan yang melanggar peraturan 
(bom dan racun) kurang maksimal. Akibatnya, 
Perda Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 
2003 Pasal 16 yang melarang penangkapan 
ikan dengan bahan peledak dan bahan 
beracun belum dapat diimplementasikan 
secara maksimal. 

Masalah lain sehubungan dengan 
pengelolaan sumberdaya laut oleh pemerintah 
secara sentralistik seperti yang dikemukakan 
oleh Balanda dan Platteau (1996), untuk kasus 
Indonesia lihat Bailey dan Zerner 
(1992),adalah kebutuhan biaya yang sangat 
besar untuk mengumpulkan data yang cukup 
dan akurat tentang kondisi sumberdaya, untuk 
mengadakan alat-alat monitoring, 
kecenderungan pembangkangan oleh 
pengguna sumberdaya karena ketiadaan 


hubungan yang 'dekat' antara user group 
dengan pemerintah, sub-ordinasi kepentingan 
lingkungan oleh kepentingan ekonomi dan 
politik pemerintah dan lain-lain (Adhuri dan 
Indrawasih, 2003). 

Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut 
yang dilakukan oleh pemerintah itu dibuat 
tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. 
Akibatnya banyak kepentingan masyarakat 
yang tidak terwakili, sehingga sering apa yang 
dianggap baik oleh pemerintah belum tentu 
dianggap baik oleh masyarakat Melalui 
kebijakan yang bersifat open access misalnya, 
nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan 
pendatang yang memiliki tingkat teknologi 
yang lebih tinggi. Akibatnya adalah terjadinya 
persaingan yang tidak imbang, sehingga 
nelayan lokal berada dalam posisi yang kalah. 
Kebijakan yang bertumpu pada peran negara, 
yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan 
penerapannya, di satu sisi bisa dipahami, 
karena negara merupakan lembaga sentral 
yang memiliki hak untuk menguasai dan 
mendistribusikan sumberdaya yang ada, 
termasuk mengembangkan kebijakan dalam 
pemanfaatannya. Akan tetapi, pada sisi yang 
lain, tanpa adanya dukungan masyarakat, 
maka kebijakan yang demikian cenderung 
mengalami kegagalan. Selain itu, program- 
program yang disusun oleh pemerintah 
cenderung berorientasi pada proyek dan 
bersifat sektoral, sehingga hasilnya kurang 
optimal. 

Kritik terhadap teori-teori di atas telah 
mengarahkan perhatian para ahli pada 
praktek-praktek hak ulayat (communal 
property). Keberadaan praktek hak ulayat laut 
telah membuat harapan para ahli akan 
efektifitas dari praktek ini dalam mengolah 
sumberdaya laut. Harapan ini lahir karena 
ternyata asumsi Hardin (1968) bahwa 
manusia cenderung bergerak sendiri-sendiri 
untuk mengeruk keuntungan dari sumberdaya 
alam tidak lah benar. Hak ulayat membuktikan 
bahwa masyarakat mampu bekerja sama 
untuk menahan diri dari tindakan 
mengeksploitasi sumberdaya alam secara 
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membabi-buta. Berbagai penelitian 
berkembang menganalisa hal ini. Hasilnya 
banyak berupa dukungan untuk 
menggunakan praktek-praktek hak ulayat laut 
sebagai dasar manajemen karena temuan- 
temuan mereka menunjukkan efisiensi dari 
praktek-praktek ini. Beberapa kelebihan yang 
dicatat adalah bahwa (1) masyarakat lebih 
dekat dengan sumberdaya alam (laut) yang 
diaturnya karena itu mereka dianggap 
mengetahui banyak tentang kondisi 
sumberdaya alam (laut). (2) Masyarakat juga 
ternyata mampu membuat institusi yang 
memungkinkan mereka mengatur 
pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya 
alam (laut) secara efisien dan distribusinya 
merata (eguity). (3) Hubungan-hubungan 
personal yang terjalin antar anggota 
komunitas mengarahkan pada terbentuknya 
pola-pola kerjasama yang baik di antara 
mereka (ini juga berarti konflik lebih mudah 
diatasi), (4) Karena fungsi manajemen 
dilakukan sendiri oleh komunitas lokal, biaya 
pelaksanaan manajemen juga relatif rendah 
(diskusi lebih detail mengenai hal-hal di atas 
bisa dilihat misalnya Johannes (1978), untuk 
kasus Indonesia lihat Bailey dan Zerner 
(1992). Kecenderungan ini pada akhirnya 
telah mengembangkan dukungan terhadap 
pola manajemen yang disebut community- 
based management. Tentu saja seperti juga 
pengembangan teorinya, dia dipertentangkan 
dengan government centralised management 
system (Adhuri dan Indrawasih, 2003). 
Namun demikian community-based 
management juga mengalami nasib yang 
sama seperti halnya manajemen 
pendahulunya, manajemen yang 
tersentralisasi pada pemerintah. Berbagai 
penelitian menunjukkan kelemahan- 
kelemahan sistem ini. Hasil penelitian di 
Lombok Barat —NTB menunjukkan bahwa 
meskipun ada pengelolaan sumberdaya laut 
oleh masyarakat yang diatur dalam awig-awig, 
akan tetapi akibat kurang proaktifnya 
pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat 
merespons aspirasi yang berkembang dalam 


masyarakat agar pemerintah mengukuhkan 
melalui peraturan daerah, sehingga memiliki 
kekuatan hukum. maka pengelolaan yang 
berbasis masyarakat menghadapi 
permasalahan. Permasalahan yang dihadapi 
masyarakat nelayan Desa Sekotong, 
Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten 
Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. 
yakni kerusakan lingkungan, merosotnya hasil 
tangkapan, dan konflik nelayan (lihat Adhuri., 
2008). 

Dari gambaran permasalahan yang 
muncul pada pengelolaan sumberdaya laut 
yang dilakukan oleh masing-masing 
stakeholder di atas, yaitu pemerintah dan 
masyarakat secara sendiri-sendiri, 
tampaknya tidak efektif. Kesimpulan ini lah 
yang merupakan salah satu titik tolak 
berkembangnya pemikiran bahwa dengan 
kelebihan dan kelemahan masing-masing 
pihak maka terdapat kemungkinan bahwa jika 
mereka dikondisikan bekerja bersama untuk 
kepentingan mereka bersama, maka 
kemungkinan mereka bisa berbagi kelebihan 
dan mengkoreksi kelemahan masing-masing. 
Artinya, jika mereka dikoordinasikan untuk 
bekerja sama, maka mungkin mereka akan 
saling membantu untuk hal yang baik dan 
saling mengawasi dan mengkoreksi untuk hal 
yang buruk. Begitulah kajian-kajian teoritis dan 
praktek co-management telah meyakinkan 
bahwa manajemen seperti ini dapat digunakan 
untuk mengurangi, kalau tidak 
menghilangkan, aspek-aspek negatif atau 
kekurangan dari manajemen yang dikontrol 
sepenuhnya oleh pemerintah pada satu sisi 
dan masyarakat pada sisi yang lain. Contoh 
dari keuntungan yang dilahirkan dari bentuk 
kerjasama tersebut, misalnya, kesulitan 
pemerintah untuk mengakumulasi data karena 
tidak terlibat langsung dalam kegiatan 
eksploitasi bisa ditutupi oleh pasokan data dari 
masyarakat pengguna. Sementara itu 
pemerintah, dengan kemampuan para ahli 
untuk mengelola data tersebut, dapat 
menginformasikan kondisi sumberdaya dan 
kemudian merumuskan program-program 
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manajemen yang sesuai dengan masyarakat 
atau stakeholder lain. Begitu pula halnya 
dengan pengawasan dari pelaksanaan 
aturan-aturan yang disepakati dalam sistem 
manajemen tersebut. Masyarakat bisa diminta 
untuk melakukan pengawasan langsung di 
lapangan mengenai pelaksanaan aturan- 
aturan yang disepakati. Dengan demikian 
pemerintah tidak harus mengeluarkan biaya 
ekstra untuk melakukan kontrol/pengawasan 
di lapangan (laut), apalagi untuk wilayah- 
wilayah yang sulit dijangkau aparat. 

Menyadari pentingnya pengelolaan 
sumberdaya laut yang demikian, pemerintah 
melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, 
sejak tahun 1998 telah merintis pendekatan 
co-management dalam pengelolaan 
sumberdaya laut, melalui Proyek 
Pembangunan Masyarakat Pantai dan 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Coastal 
Community Development and Fisheries 
Resources Management Project), yang 
disingkat  Co-Fish. Menurut keterangan 
informan dari Departemen Kelautan dan 
Perikanan (yang terlibat dalam menangani 
proyek Co-Fish) bahwa proyek ini 
dilaksanakan di lima kabupaten yaitu 
Bengkalis, Riau; Tegal, Jawa Tengah, 
Trenggalek (Prigi) dan Banyuwangi (Muncar), 
Jawa Timur, Lombok Timur (Selong), Nusa 
Tenggara Barat. Melalui proyek ini, maka 
pengelolaan sumberdaya laut dilakukan oleh 
suatu kelompok yang dibentuk pemerintah, 
seperti contohnya kelompok PSBK 
(Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan 
Komunitas) di Tegal (Jawa Tengah) dan KPPL 
(Komite Pengelolaan Perikanan Laut) di 
Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, yang 
anggotanya terdiri dari para stakeholder. 

Keterlibatan stakeholder dalam 
perumusan kebijakan pengelolaan itulah 
maka pendekatan dalam proyek ini dapat 
dikategorikan sebagai pendekatan co- 
management. Berkaitan dengan penerapan 
pendekatan co-management dalam proyek 
tersebut, maka bagaimana kekuatan dan 
kelemahannya inilah yang akan dibahas 
dalam tulisan ini. 


Il. METODOLOGI 


A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 
Pemilihan lokasi terutama didasarkan pada 
alasan bahwa daerah tersebut merupakan 
salah satu lokasi program Co-fish, yaitu 
pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan 
dengan pendekatan co-management dengan 
melibatkan berbagai stakeholder, yang 
dihimpun dalam satu kelembagaan yang 
disebut KKPK (Komite Kelautan Perikanan 
Kabupaten) untuk tingkat kabupaten dan 
KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) di 
tingkat kawasan dan desa. Selain itu, di 
daerah ini sebelum dijadikan lokasi Co-Fish, 
merupakan daerah yang telah menerapkan 
community based-management 


B. Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif, tahapan 
penelitian mulai dari pengumpulan data, 
hingga analisis data dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam (indepth-interview). 
Peneliti melakukan wawancara secara 
langsung dengan pihak-pihak terkait yang 
dapat menunjang keberhasilan penelitian 
dengan berpedoman pada panduan 
wawancara (interview guide). Untuk 
memperoleh gambaran mengenai kelebihan 
dan kelemahan praktik pengelolaan yang 
dilakukan, pengambilan data primer juga 
dilakukan dengan cara diskusi kelompok 
berfokus (focus group discussion). Selain itu, 
juga dilakukan observasi, yaitu sebagai teknik 
untuk melengkapi data-data yang terkumpul 
melalui teknik wawancara. Atau sebaliknya, 
teknik observasi digunakan untuk 
menstimulus pengembangan pengumpulan 
data atau informasi pada saat wawancara 
dilakukan. 

Pemilihan informan dilakukan secara 
purposif, yaitu para stakeholder dalam 
pengelolaan sumberdaya laut, terutama yang 
terlibat dalam Co-Fish yang meliputi: unsur 
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pemerintah (Departemen Kelautan dan 
Perikanan, Dinas Perikanan Propinsi dan 
Kabupaten, Biro Hukum, Biro Ekonomi dan 
Lingkungan Hidup, Bappeda, Kecamatan, 
Kelurahan), industri perikanan 
(pengusaha/pengolah hasil laut), masyarakat 
nelayan (nelayan dari berbagai jenis dan 
tingkat teknologi), KUD, pengelola TPI 
(Tempat Pelelangan Ikan), BPPPI (Badan 
Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan). 
Selain itu adalah aktivis LSM terutama yang 
terlibat dalam proyek Co-Fish serta kalangan 
perguruan tinggi juga yang terlibat dalam 
proyek tersebut. 


C. Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul, baik data 
sekunder maupun primer dikategorikan, dicari 
kesesuaian polanya, dan kemudian dianalisis 
secara naratif. Analisis naratif ini membantu 
mengidentifikasi hubungan kausal sebuah 
fenomena sehingga didapatkan gambaran 
yang rinci dari sebuah fenomena. Sesuai 
dengan pendekatan kualitatif, analisis data 
tidak menggunakan kalkulasi-kalkulasi 
kuantitatif. Data kuantitatif hanya sebagai 
data pendukung. Analisis data juga dilakukan 
secara deskriptif analitis dan dibandingkan 
dengan teori-teori yang dijadikan acuan dalam 
penelitian ini. Dengan demikian, dapat 
dihasilkan analisis yang komprehensif dan 
mudah dipahami. 


II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


A. Hasil Penelitian 
1. Co-Fish (Coastal Community 
Developoment and Fisheries 
Resources Management Project) 
Co-Fish atau Proyek Pembangunan 
Masyarakat Pantai dan Pengelolaan 
Sumberdaya Perikanan bertujuan (1) 
meningkatkan pengelolaan sumberdaya 
perikanan pantai secara berkelanjutan, dan (2) 
mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai 
melalui penyediaan kesempatan kerja, 
peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. 


Dalam kegiatan Co-Fish ini berkaitan 
dengan stakeholder termasuk organisasi 
pengelola dan tenaga pendamping serta jenis 
dan cara pengelolaannya. 


1.1. Stakeholder 

Stakeholder yang dimaksud dalam hal ini 
adalah beberapa pihak yang berkepentingan 
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan 
termasuk kelestarian sumberdaya laut di 
wilayah Kabupaten Lombok Timur, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Stakeholder yang secara langsung dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
laut khususnya sumberdaya perikanan adalah 
nelayan, sedangkan stakeholder yang tidak 
secara langsung adalah pedagang ikan, 
pengolah/industri perikanan, lembaga 
pemerintah dan beberapa jenis kelembagaan 
yang lain seperti KUD serta perguruan tinggi 
dan LSM. 

Pemerintah daerah dalam hal ini mulai 
dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, 
provinsi, termasuk Dinas Kelautan dan 
Perikanan tingkat kabupaten dan provinsi 
hingga tingkat pusat (Departemen Kelautan 
dan Perikanan). 


1.2. Organisasi Pengelola 

Proyek Co-fish tersebut merupakan 
proyek pemerintah pusat yang 
pendanaannya berasal dari Asian 
Development Bank (ADB) dan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dalam rangka merealisasikan visi 
pembangunan kelautan dan perikanan. 
Secara garis besar, struktur organisasi Co-fish 
berjenjang dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat 
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. 
Disamping itu ada juga organisasi pengelola di 
tingkatkawasan dan desa. 


1.3. Tenaga Pendamping 

Dalam hampir seluruh kegiatan Co-fish 
juga didukung oleh tenaga pendamping, baik 
dari tim proyek (Bagian proyek Pembangunan 
Masyarakat Pantai dan Pengelolaan 
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Sumberdaya Perikanan/BP2MP2SP) maupun 
dari LSM dan perguruan tinggi (Fakultas 
Perikanan Universitas Gunung Rinjani, 
Universitas 45 Mataram). LSM yang dilibatkan 
dalam kegiatan Co-fish di Kabupaten Lombok 
Timur antara lain Yayasan Laut Biru di 
Mataram, Yayasan Sumberdaya Dan 
Lingkungan Untuk Pelestarian Pembangunan 
(YSLPP) di Lombok Barat, dan Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya 
(LP2SD) di Lombok Timur (Selong). 


1.4 Pengelolaan Sumberdaya Laut 
Kegiatan pengelolaan sumberdaya laut 

yang telah dilakukan dalam proyek Co-fish di 

Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 4 (empat) 

paketkegiatan yaitu : 

a. Pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu 
merupakan kegiatan yang termasuk dalam 
komponen Pengelolaan Sumberdaya 
Perikanan Pantai (Coastal Fisheries 
Resource Management/CFRM). 
Keseluruhan kegiatan yang termasuk 
dalam komponen CFRM meliputi kampanye 
aneka ragam hayati perikanan melalui 
berbagai media, mengembangkan 
kawasan suaka, pengamanan kawasan 
perikanan, mereklamasi mangrove dan 
terumbu karang, pelatihan pengawasan 
dan pengendalian berbasis patisipasi 
masyarakat, pelatihan pengelolaan 
sumberdaya ikan bagi KPPL (Komite 
Pengelolaan Perikanan Laut), Komite 
Penasehat Perikanan Lokal (FLAC), dan 
pendampingan LSM untuk pengelolaan 
keanekaragaman hayati perikanan. 


b. Perbaikan lingkungan dan pusat 
pendaratan ikan (Environmental 
Improvement and Fish Landing 
Centres/IFLC) 


c. Pengembangan usaha ekonomi, yaitu 
termasuk dalam komponen 
Pengembangan Masyarakat dan 
Pengentasan Kemiskinan (Community 
Development and Poverty 
Reduction/CDPR). Kegiatannya meliputi 
pengembangan budidaya perikanan dan 


pelatihan kelompok usaha dan budidaya, 
kredit dan usaha mikro, pelatihan 
ketrampilan perbaikan kapal serta 
pendampingan KUB dalam mengelola 
usaha. 

d.Penguatan kelembagaan (Institutional 
Strengthening / IS) terdiri dari berbagai 
kegiatan untuk meningkatkan kemampuan 
institusi internal dan eksternal (KPPL, KUB, 
LKMP dan sejenisnya) 


1.41. Wilayah Pengelolaan 

Secara fisik perairan yang menjadi 
wilayah pengelolaan program Co-fish di 
Lombok Timur adalah mulai dari perairan di 
sebelah Utara Pulau Lombok bagian Timur, 
perairan Selat Alas dan 3 (tiga) kawasan teluk, 
yaitu Teluk Jukung, Teluk Serewe, dan Teluk 
Ekas. Teluk Jukung adalah sebuah teluk yang 
berada di wilayah Selat Alas, yang wilayah 
lautnya mulai dari UPBM sampai dengan 
Tanjung Pokki. Desa-desa yang berada dalam 
wilayah pesisir Teluk Jukung adalah desa 
Tanjung Luar, Pijot, Jerowaru dan 
Pemongkong. Teluk Ekas berada di sebelah 
selatan, yaitu mulai dari ujung Wengkek 
sampai dengan ujung Sanguak, yang berada 
dalam wilayah Desa Batunampar, Sukaraja 
dan Pemongkong, sedangkan Teluk Serewe 
berada dalam wilayah Desa Serewe. Selat 
Alas adalah perairan yang berada disebelah 
Timur Lombok Timur, yaitu membatasi 
wilayah Kabupaten Lombok Timur dan 
Kabupaten Sumbawa. 

Secara administratif kelima wilayah 
pengelolaan tersebut di atas merupakan 
wilayah perairan dari 21 (duapuluh satu) desa- 
desa pantai di Lombok Timur yang terbagi 
dalam 6 (enam) kecamatan, yaitu 4 (empat) 
desa di Kecamatan Jerowaru, 2 (dua) desa di 
Kecamatan Keruak, 2 (dua) desa di 
Kecamatan Sakra Timur, 5 (lima) desa di 
Kecamatan Labuhan Haji, 5 (lima) desa di 
Kecamatan Pringbaya dan 3 (tiga) desa di 
Kecamatan Sambelia. 

Pada tahap pertama Co-fish dilakukan di 
kawasan ketiga teluk (Teluk Ekas, Jukung dan 
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Serewe), baru kemudian menyusul di perairan 
Selat Alat bagian Utara (sebelah Timur Laut 
Pulau Lombok), yaitu wilayah perairan 
Kecamatan Sambelia, Lombok Timur bagian 
Utara. Sebagai desa target pertama proyek 
Co-fish adalah 6 desa pantai yaitu desa 
Batunampar, Jerowaru, Pemongkong, 
Sukaraja, Tanjung Luar dan desa Pijot. 
Keenam desa ini dulu masuk wilayah 
Kecamatan Keruak, tetapi dengan adanya 
pemekaran kecamatan baru pada tahun 2000, 
maka menjadi terpisah. Dua desa yaitu 
Tanjung Luar dan Pijot tetap masuk 
Kecamatan Keruak, sedangkan empat desa 
lainnya masuk dalam Kecamatan Jerowaru. 
15 (limabelas) desa lainnya adalah Desa 


Sambelia, Belanting dan Obel-obel di 
Kecamatan Sambelia, Desa Kerumut, 
Pohgading, Batuyang, Pringbaya, dan 


Labuhan Lombok di Kecamatan Pringbaya, 
Desa Labuhan Haji, Peneda Gandor, Korleko, 
Kelurahan Suryawangi dan Kelurahan Ijobalit 
di Kecamatan Labuhan Haji, serta Desa 
Surabaya dan Desa Gelanggang di 
Kecamatan Sakra Timur. Setelah 21 
(duapuluh satu desa) di Kabupaten Lombok 
Timur, binaan Co-fish meluas ke Kabupaten 
Lombok Barat 2 (dua) desa dan 5 (lima) desa 
di Kabupaten Sumbawa. 


1.4.2. Kegiatan Pengelolaan 

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan 
bermacam-macam, antara lain berupa 
pengelolaan wilayah dan sumberdaya seperti 
suaka perikanan, kawasan konservasi laut, 
rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu 
karang, pengembangan silvo fisheries yang 
semua ini termasuk dalam kegiatan 
keanekaragaman hayati. Selain itu juga 
pelatihan-pelatihan dan pemberian pinjaman 
dana bergulir untuk modal usaha bagi 
kelompok usaha bersama (KUB), serta 
pelatihan-pelatihan kepada KPPL dalam 
kegiatan penguatan kelembagaan. 


a. Keanekaragaman hayati perikanan. 
Pengelolaan yang dilakukan dalam 
kegiatan keanekaragaman hayati perikanan 


ini antara lain meliputi penataan suaka 
perikanan (Fish Sanctuary), rehabilitasi hutan 
mangrove dan terumbu karang, 
pengembangan budidaya kepiting bakau 
(kepiting hijau), dan penataan kawasan 
konservasi laut (Marine Protection Area 
disingkat MPA). 


e Suaka Perikanan (Fish Sanctuary) 

Suaka Perikanan ini perlu dibentuk 
karena telah terjadinya kerusakan 
ekosistem dan punahnya sumberdaya 
perikanan akibat penangkapan berlebih 
(overfishing) maupun penangkapan ikan 
dengan cara yang merusak. Dengan 
adanya suaka perikanan diharapkan dapat 
meningkatkan produksi perikanan di 
sekitar kawasan suaka dan dalam jangka 
panjang dapat meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat yang menjaga dan 
mengelola suaka perikanan. Setiap 
kawasan suaka dibagi menjadi zona inti 
dan zona penyangga. Di dalam kawasan 
tersebut dilarang melakukan semua 
kegiatan eksploitasi, sementara kegiatan 
non eksploitatif seperti bersampan dan 
budidaya masih diperbolehkan dilakukan 
tetapi hanya di Zona penyangga. 


e Rehabilatasi Hutan Mangrove dan 
Terumbu Karang 
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan 
di wilayah perairan kecamatan Keruak dan 
Jerowaru (yang menjadi target pertama 
kegiatan Co-fish) yaitu Teluk Ekas 
khususnya pantai Ekas dan Batunampar, 
Teluk Jukung dan Teluk Serewe, diketahui 
bahwa banyak lokasi hutan mangrove yang 
sudah dikonversi menjadi tambak garam 
dan tambak ikan. Luas tambak garam dan 
ikan yang berada dekat hutan mangrove 
tersebut justru lebih luas dibanding 
hutannya. Mengingat kondisi hutan 
mangrove dan terumbu karang seperti 
tersebut, maka Co-fish dalam salah satu 
kegiatannya pada tahun 2002 melakukan 
rehabilitasi hutan mangrove, yaitu dengan 
menanam 50 ribu pohon mangrove pada 
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10 hektar di wilayah perairan Teluk Serewe, 
Teluk Ekas dan Teluk Jukung. Selain itu 
menanam terumbu karang buatan 
sebanyak 400 unit di tiga kawasan 
tersebut. Kemudian pada tahun 2003 
merehabilitasi hutan mangrove seluas 75 
hektar, yaitu 30 hektar di Gili (Pulau) 
Petagan (pulau yang berada di kawasan 
Selat Alas, 20 hektar dipantai Serewe 
(dusun Serewe, Desa Pemongkong) 10 
hektar di pantai Pengoros (dusun 
Pengoros, desa Pemongkong), dan 15 
hektar di pantai Ujung (dusun Ujung, desa 
Pemongkong) (Tim Peneliti Fakultas 
Perikanan Universitas Mataram, 2000). 


e Pengelolaan Sea Ranching Spat Mutiara 
Pengelolaan sea ranching tersebut 
khususnya di wilayah perairan Teluk Ekas, 
yaitu di lokasi Suaka Perikanan Sapak 
Kokok yang dilaksanakan pada tahun 
2003. Dalam pengelolaan sea ranching ini, 
desa-desa di pesisir Teluk Ekas yang 
terlibat adalah Desa Batunampar, Sukaraja 
dan Pemongkong, Kecamatan Pembantu 
Jerowaru, serta Desa 
Bilelando,Kecamatan Praya Timur 
(Lombok Tengah). Dalam rangka 
pengelolaan sea ranching juga dibuat 
peraturan/ awig-awig 
e Kawasan Konservasi Laut (Marine 
Protected Area) 

Pada akhir tahun 2003, dilakukan 
penataan kawasan konservasi laut (MPA) 
di 3 (tiga) kawasan perairan pantai Gili 
(Pulau) Lawang (seluas 400 Ha), Gili Sulat 
dan Gili Petagan (seluas 1200 Ha). 
Penataan kawasan konservasi laut ini 
dilakukan karena terjadi penurunan 
sumberdaya perikanan di kawasan pantai 
Kecamatan Sambelia. Habitat ikan 
dikawasan tersebut juga banyak yang 
sudah rusak. Sebagaimana suaka 
perikanan, MPA juga bermanfaat dalam 
menyediakan tempat bertelur larva ikan 
(juvenile), atau tempat ikan bersembunyi 
dari penangkapan yang berlebihan. Di 


dalam kawasan MPA tersebut terdapat 
ekosistem yang meliputi padang lamun, 
mangrove serta terumbu karang dan ikan 
karang. Di kawasan dalam MPA, semua 
kegiatan yang bersifat ekstraktif 
(eksploitasi) dikendalikan secara ketat. 
Untuk penataan kawasan konservasi 
tersebut, masing-masing kawasan memiliki 
tiga Zona yaitu zona inti, zona penyangga 
dan zona pemanfaatan. 

Tujuan dibentuknya kawasan MPA, 
sebagaimana yang tercantum dalam 
laporan akhir Penataan Kawasan 
Konservasi Laut (MPA) di Kabupaten 
Lombok Timur ( Tim Peneliti YSLPP, 2003) 
adalah :1). Melindungi sebagian (>20 %) 
kawasan laut dari kegiatan eksploitasi dan 
menjaga stok larva dan sumberdaya ikan 
dewasa; 2). Memfasilitasi tersusunnya 
kesepakatan masyarakat dalam 
penetapan beberapa habitat ikan sebagai 
kawasan konservasi laut, untuk 
mengendalikan secara ketat kegiatan 
eksploitasi: 3) meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan Komite Pengelolaan 
Perikanan Laut (KPPL) dalam 
melaksanakan kewajibannya sebagai 
pengelola sumberdaya perikanan. 


Pengembangan Silvo Fisheries 

Berdasarkan hasil studi REApada tahun 
2000 bahwa telah terjadi over eksploitasi 
terhadap sumberdaya ikan yang 
merupakan salah satu penyebab 
kerusakan sumberdaya di kawasan pesisir 
kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, 
hasil studi SEA tahun 2000 menunjukkan 
bahwa keterampilan masyarakat pesisir 
Lombok Timur dalam kegiatan perikanan 
termasuk penangkapan ikan di lepas pantai 
masih kurang. Oleh karena itu, maka Co- 
fish melakukan kegiatan silvo fisheries 
yaitu dengan usaha budidaya kepiting 
bakau (Scylla serrata) di hutan mangrove, 
yaitu salah satu budidaya yang dianggap 
mudah pelaksanaannya dan 
pembiayaannya murah. 
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b. Perbaikan lingkungan dan pusat 
pendaratan ikan. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan selama 4 
tahun dari tahun anggaran 2000/2001 sampai 
dengan 2003 dalam hal ini adalah 
membangun, memperluas dan merehabilitasi 
berbagai fasilitas untuk meningkatkan 
kapasitas pendaratan dan pemasaran ikan, 
menambah suplai air bersih untuk 
meningkatkan kualitas sanitasi dan higienis 
pengolahan ikan, menambah kapasitas 
docking kapal ikan, membangun rumah 
permanen untuk karyawan TPI dan rumah 
singgah nelayan, serta membangun fasilitas 
pendukung kegiatan perikanan dan sosial . 
Secararinci adalah sebagai berikut: 

- Pembangunan docking kapal ikan di desa 
Tanjung Luar. 

- Pembangunan kios penjualan ikan di desa 
Tanjung Luar. 

- Rehabilitasi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) 
dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa 
Tanjung Luar. 

- Pembangunan rumah permanen untuk 
staf TPI/PPI dan rumah singgah nelayan di 
desa Batunampar dan Tanjung luar. 

- Membangun pabrik es, penanganan ikan 
segar, dan toilet di desa Tanjung Luar. 

- Rehabilitasi Pelabuhan Ikan di Tanjung 
Luar. 

- Pembuatan tempat pengolahan limbah 
ikan di desa Tanjung Luar. 

- Rehabilitasi talut menahan gelombang 
pasang di desa Batunampar. 

- Pembangunan Puskesmas Pembantu di 
desa Batunampar. 

- Pembangunan kantor Komite Pengelolaan 
Perikanan laut di desa Batunampar, 
Tanjung Luar, dan Pijot. 

- Pembangunan balai pertemuan di desa 
Batunampar. 

- Pemasangan jaring PAM Tojong - 
Batunampar sepanjang 25 Km, 
penyediaan suplai air bersih untuk 250 KK 
di desa Batunampar. 

- Penyediaan air bersih untuk meningkatkan 
kualitas sanitasi dan higienis pengolahan 
ikan di desa Tanjung luar. 


- Penyediaan mesin pemecah es (ice 
tracers) sebanyak 2 buah dan 4 buah 
troylers, 5 buah boks ikan, 198 keranjang 
ikan di TPI/PPI desa Tanjung Luar. 

- Penyediaan kapal patroli bagi KPPL 
kawasan Teluk Jukung, Teluk Ekas dan 
Teluk Serewe. 

- Menyelenggarakan berbagai pelatihan 
dalam rangka meningkatkan kualitas 
sanitasi dan higiene TPI dan PPI. 


Melihat sarana dan prasarana yang 
dibangun dalam program kegiatan perbaikan 
lingkungan dan pusat pendaratan ikan, 
sebenarnya sangat baik untuk menunjang 
kegiatan nelayan khususnya dan masyarakat 
desa binaan Co-fish pada umumnya. Akan 
tetapi, dari hasil pengamatan lapangan serta 
menurut informasi dari beberapa orang 
informan, belum semua sarana yang dibangun 
tersebut sudah/dapat berfungsi. Beberapa 
sarana yang belum berfungsi yaitu docking 
kapal dan tempat pengolahan limbah di desa 
Tanjung luar. Docking kapal tidak/belum 
berfungsi karena menurut informasi yang 
diperoleh disebabkan tidak sesuai dengan 
jenis-jenis kapal yang ada. Sarana lain yang 
tidak berfungsi adalah pemasangan pipa air 
minum (PAM) sepanjang 25 Km dari Tojong — 
Batunampar, yang sebenarnya dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan air minum 
masyarakat desa Batunampar, tetapi 
kenyataannya air tidak bisa tersalur. Menurut 
informasi yang diperoleh, hal itu disebabkan 
selain debit air yang kurang mencukupi, juga 
banyak pipa-pipa yang bocor. Berkaitan 
dengan masalah sarana air ini sebenarnya 
masukan dari masyarakat Desa Batunampar 
adalah agar dibangun beberapa sumur bor 
saja, karena banyak sumber air yang terdapat 
didesa tersebut. 


c. Pengembangan usaha ekonomi 

Dalam rangka pengembangan usaha 
ekonomi, pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan paket (pakckage), yaitu mulai dari 
pemberian pelatihan keterampilan usaha 
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(manajerial dan penguasaan teknologi) juga 
pemberian kemudahan akses modal, 


informasi pasar untuk memudahkan 
pemasaran hasil, kepada KUB yang telah 
terbentuk. 


Pelatihan penguasaan teknologi yang 
diberikan kepada KUB antara lain teknik 
budidaya, seperti budidaya ikan kerapu, 
lobster, rumput laut, kepiting bakau, teknik 
penangkapan dan pengolahan (pemindangan 
ikan dan pembuatan terasi udang secara 
higienis). Pelatihan keterampilan manajerial 
diberikan melalui pendampingan yang 
dilakukan oleh LSM yang terlibat (LP2SD). 
Data dari LP2SD menunjukkan bahwa pada 
tahun 2002 jumlah KUB yang mendapat 
pelatihan sebanyak 111 unit dan sepertiganya 
adalah wanita nelayan (pedagang/pengolah 
ikan) (Tim Peneliti LP2SD, 2003). . 

Pelatihan yang dilakukan oleh LP2SD 
selain terhadap usaha KUB juga terhadap 
LKMP (Lembaga Keuangan Masyarakat 
Pantai), yaitu pelatihan mengenai pengelolaan 
keuangan. Pelatihan ini diberikan agar 
pengurus/pengelola LKMP lebih profesional, 
serta ada keseragaman administrasi antara 
LKMP-LKMP yang tersebar di wilayah binaan 
Co-fish sehingga memudahkan dalam 
mengevaluasi, monitoring dan auditing. 

Pemberian kemudahan akses modal, 
yaitu KUB memperoleh kredit dari Bank 
Pembangunan Rakyat (BPR), yang 
pengajuannya melalui LKMP. KUB yang 
memperoleh pinjaman dari LKMP, antara lain 
di Desa Sukaraja (Kecamatan Jerowaru) ada 3 
(tiga) KUB dengan anggota masing-masing 20 
orang pedagang ikan (kebanyakan 
perempuan) memperoleh kredit modal usaha 
sebesar Rp. 150.000,- setiap anggota ( Rp. 
3.000.000,- setiap kelompok). Pengembalian 
diangsur selama setahun sebesar Rp. 
320.000,- per bulan per kelompok. Di Dusun 
Jor, Desa Jerowaru (Kecamatan Jerowaru), 
KUB Satria (pengolah terasi) memperoleh 
kredit sebesar Rp. 5.000.000,- untuk 10 orang 
anggotanya (Rp. 500.000,- per anggota), 
dengan angsuran Rp. 60.000 sebulan selama 


10 bulan. 

Di samping itu, proyek Co-fish juga 
memberikan bantuan modal usaha berupa 
pinjaman dana bergulir untuk usaha budidaya 
ikan kerapu dengan teknik Keramba Jaring 
Apung (KJA) yang diberikan dalam bentuk 
barang (peralatan/keramba, benih dan 
pakan). Ada 10 KUB yang memperoleh 
bantuan modal usaha berupa paket KJA, yaitu 
6 KUB di Dusun Batunampar, Desa 
Batunampar, 3 KUB di Dusun Teluk Elong, 
Desa Jerowaru dan 1 KUB di Dusun Ekas, 
Desa Pemongkong. Paket bantuan diterima 
dalam bentuk barang yaitu kontruksi untuk 
keramba, keramba, serta benih ikan kerapu, 
kecuali pakan yang diterima dalam bentuk 
uang. Satu keramba terdiri dari 4 (empat) 
petak yang ditebar benih masing-masing 
petak 200 ekor. 


d. Penguatan kelembagaan 

Adanya kegiatan program penguatan 
kelembagaan dari proyek Co-fish di desa-desa 
pantai di Kabupaten Lombok Timur, maka 
terbentuklah lembaga masyarakat yang 
disebut KPPL, yaitu Komite Pengelolaan 
Perikanan Laut di tingkat desa. Keberadaan 
KPPL Kawasan yang anggotanya adalah 
warga masyarakat yang terkait (stakeholder) 
dari beberapa desa disekitar kawasan, 
menurut informan telah dapat mengurangi 
konflik horizontal antar desa. Di samping itu, 
menurut keterangan informan, bahwa dulu 
sebelum ada KPPL, 40 persen ikan yang dijual 
di TPI Tanjung Luar dan 80 persen ikan di TPI 
Serewe adalah hasil penangkapan dengan 
bom, dan setelah ada KPPL desa dan KPPL 
Kawasan tersebut, penangkapan ikan dengan 
bom di Teluk Jukung dan Teluk Ekas sudah 
tidak ada, sedangkan di Teluk Serewe 
meskipun masih ada tetapi sudah berkurang. 
Mengenai komite pengelolaan perikanan laut 
ini, selain ditingkat desa juga dibentuk pada 
tingkat kabupaten, yang disebut KKPK ( 
Komite Kelautan Perikanan Kabupaten). 

Dalam upaya peningkatan pengetahuan 
masyarakat yang terwakili oleh KUB, KPPL 
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dan KPPK diberikan pelatihan yang berkaitan 
dengan pengelolaan sumberdaya perikanan 
laut. Materi pelatihan antara lain aspek hukum 
pengelolaan perikanan, pengenalan bahan 
atau zat terlarang bagi pemanfaatan 
sumberdaya laut, sistem MCS (Monitoring, 
Control and Surveilace), jaringan dan 
mekanisme operasional POKMASWAS 
(Kelompok Masyarakat Pengawas), jalur dan 
pendapatan kapal penangkap ikan, sesitem 
pengawasan masyarakat bidang perikanan, 
Galdi Posko SISWASMAS (Sistem 
Pengawasan Masyarakat), (YSLPP, 2003) 

Penguatan kelembagaan yang berkaitan 
dengan pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat pantai di kabupaten Lombok 
Timur khususnya di desa-desa pantai, 
dilakukan penguatan kelembagaan usaha 
mikro. Dalam hal ini, Co-fish telah 
memfasilitasi pembentukan kelompok usaha 
bersama (KUB) bagi rumah tangga perikanan 
(RTP), termasuk KUB untuk wanita nelayan. 
Meskipun sebenarnya, menurut keterangan 
beberapa orang informan, di desa-desa yang 
menjadi target pertama Co-fish yaitu Desa 
Jerowaru, Tanjung Luar, Pijot, Pemongkong, 
Sukaraja dan terutama di desa Batunampar, 
keberadaan KUB sudah lama sebelum adanya 
proyek Co-fish. KUB tersebut merupakan 
kelompok usaha baik nelayan penangkapan 
maupun budidaya, yaitu budidaya lobster, 
rumput laut maupun kepiting. Dengan adanya 
Co-fish, jumlah KUB menjadi bertambah. 
Sebagai contoh, jumlah KUB di desa 
Batunampar sebanyak 20 (duapuluh) KUB 
rumput laut, 15 (limabelas) KUB bakul ikan, 66 
(enampuluh enam) KUB KJA, yaitu 6 
kelompok memperoleh bantuan paket KJA 
sedangkan 60 kelompok adalah swadaya. 
Jumlah anggota kelompok KUB rumput laut 
masing-masing antara 7 (tujuh) sampai 
dengan 15 (lumabelas) orang, sedangkan 
KUB KJA 10 (sepuluh) orang. 

Di samping itu, untuk membantu KUB 
dalam memperoleh kredit modal usaha, pada 
bulan Nopember 2001 KUB membentuk 
Lembaga Kuangan Masyarakat Pantai 


(LKMP). Pada saat penelitian berlangsung, dii 
Kabupaten Lombok Timur telah terbentuk 2 
(dua) LKMP yaitu LKMP Mapan mandiri di 
Keruak dan LKMP Mitra Bahari di Pancor. 
Dalam melakukan kegiatannya, LKMP 
memperoleh binaan dari LSM yang terlibat 
dalam pendampingan (Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan Sumberdaya 
Laut/LP2SD). Pendampingan oleh LP2SD 
meliputi pendampingan organisasi dan 
pendampingan administrasi keuangan. Salah 
satu strategi pemberdayaan dan 
pendampingan terhadap LKMP adalah 
dengan memberikan pelatihan kepada 
pengurus/pengelola, yaitu dengan materi 
pelatihan manajemen keuangan, administrasi 
keuangan dan organisasi LKMP. 


1.4.3 Aturan Pengelolaan 

Menurut keterangan dari beberapa orang 
informan bahwa peraturan yang dibuat untuk 
mengatur atau melaksanakan segala sesuatu 
di Kabupaten Lombok Timur khususnya dan di 
Nusa Tenggara Barat pada umumnya disebut 
dengan awig-awig. Awig-awig pengelolaan 
kawasan teluk pada mulanya. Awig-awig yang 
ada adalah awig-awig desa, yaitu desa-desa 
yang berada di pesisir teluk, seperti misalnya 
desa Batunampar yang berada di pesisir Teluk 
Ekas, desa Tanjung Luar di pesisir Teluk 
Jukung. Awig-awig desa yang ada pun pada 
mulanya tidak secara khusus mengatur 
wilayah laut, tetapi mengatur tata tertib di darat 
dan itupun merupakan peraturan yang tidak 
tertulis. Akan tetapi setelah ada permasalahan 
di laut, yaitu konflik antar nelayan yang 
disebabkan oleh pengoperasian alat tangkap 
yang dilarang oleh masyarakat setempat, baru 
kemudian dibuat awig-awig yang mengatur 
wilayah laut dan secara tertulis. Seperti 
misalnya yang dikemukakan seorang 
informan di desa Tanjung Luar, pada tahun 
1994 di kawasan Teluk Jukung khususnya 
yang masuk perairan Desa Tanjung Luar 
terjadi konflik antar nelayan tradisional 
(nelayan setempat) dengan nelayan purse- 
seine (nelayan dari luar desa). Setelah 
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kejadian konflik tersebut, kemudian 
masyarakat desa Tanjung Luar membuat 
awig-awig yang mengatur penggunaan alat 
tangkap di perairan Teluk Jukung. Akan tetapi 
karena perairan Teluk Jukung merupakan 
wilayah penangkapan dari beberapa desa 
yang berada di pesisirnya, maka dengan 
adanya proyek Co-fish, beberapa desa yang 
berada di pesisir teluk difasilitasi untuk 
bersama-sama membuat awig-awig kawasan 
teluk Jukung. Demikian pula desa-desa di 
pesisir teluk Ekas membuat awig-awig 
kawasan teluk Ekas dan desa-desa yang 
berada di pesisir teluk Serewe membuat awig- 
awig kawasan Teluk Serewe. Hal tersebut 
dengan pertimbangan untuk memudahkan 
penanganan oleh Komite Pengelolaan 
Perikanan Laut (KPPL) jika ada pelanggaran 
yang dilakukan di kawasan teluk. 

Selain awig-awig kawasan teluk tersebut 
juga ada awig-awig yang mengatur suaka 
perikanan dan kawasan konservasi. 
Mengenai bagaimana awig-awig tersebut 
dibuat atau sumber dari awig-awig tersebut, 
tidak berbeda dengan peraturan pengelolaan 
kawasan teluk, terutama untuk suaka 
perikanan yang berada di kawasan teluk. 
adalah dibuat dan disepakati bersama sama 
oleh masyarakat, angota dan pengurus KPPL 
Desa serta aparat desa dari desa-desa yang 
berada di sekitar suaka perikana tersebut 
berada. Karena suaka perikanan berada di 
kawasan teluk, maka selain para pengurus 
dan anggota KPPL Desa, ikut terlibat pula 
KPPL Kawasan Teluk, karena sudah terbentuk 
KPPL Kawasan Teluk yang melakukan 
pengelolaan kawasan teluk. 

Sebelum peraturan/awig-awig 
dilaksanakan terlebih dahulu diadakan 
sosialisasi peraturan kepada warga 
masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 
Secara lisan dilakukan melalui siaran radio, 
pemutaran layar tancap dan pertunjukkan 
wayang kulit. Sementara secara tertulis 
dilakukan dengan menempel pengumuman di 
papan Co-fish yang terpasang di setiap desa 
binaan (desa terkait). 


Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah 
peraturan ditetapkan, dengan pertimbangan 
bahwa sosialisasi sudah berjalan, maka 
peraturan tersebut mulai berlaku. Jadi, sejak 
saat itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap 
peraturan maka pelanggar dikenakan sangsi 
sesuai dengan yang tertera dalam peraturan. 


1 4.4. Pengawasan dan Sanksi Terhadap 
Pelanggaran 

Pengawasan dilakukan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Pengawasan secara langsung yaitu anggota 
KPPL dengan sengaja mendatangi lokasi 
pengelolaan untuk melihat jika ada 
masyarakat setempat maupun orang luar yang 
memasuki atau melakukan kegiatan yang 
dilarang. Sementara pengawasan tidak 
langsung adalah dilakukan oleh pengawas 
baik anggota KPPL maupun masyarakat 
sambil melakukan kegiatan seperti 
memancing ikan di sekitar kawasan atau 
ketika melewati kawasan pengelolaan 
tersebut. Cara pengawasan yang kedua 
tersebut yang biasa dilakukan, karena tidak 
memerlukan waktu, tenaga dan biaya khusus, 
yang menurut pengakuan informan (baik 
pengurus maupun anggota KPPL) terutama 
biaya merupakan masalah. 

Meskipun Proyek Co-fish telah 
mengadakan sarana untuk untuk melakukan 
pengawasan, yaitu berupa speedboat, akan 
tetapi tanpa disertai oleh biaya bahan bakar. 
KPPL Kawasan (Teluk Jukung, Ekas dan 
Serewe) masing-masing juga diberi 1 (satu) 
unit paket KJA (keramba jaring apung) untuk 
budidaya ikan kerapu. Dengan sarana usaha 
tersebut, diharapkan hasilnya bisa untuk biaya 
pengawasan. Namun, menurut informasi 
bahwa hanya dua KJA yang berada dikawasan 
teluk Ekas dan Serewe yang berhasil 
melakukan panen pertama dan hasilnya 
sebagian bisa untuk membeli bibit baru intuk 
ditebar lagi, sedangkan di Teluk Jukung tidak 
berhasil. Selain itu, pada tahun 2003 setiap 
KPPL juga diberi usaha budidaya kepiting 
bakau, yang masing-masing kawasan 6 petak 
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di dalam hutan bakau yang diberi pagar. 

Sebenarnya harapan dari pengurus 
KPPL, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi 
selain membantu melakukan pengawasan 
juga memberi bantuan dana, tetapi menurut 
pendapat ketua KPPL di Batunampar bahwa 
kesadaran masyarakat untuk itu masih 
kurang. Oleh karena itu, sementara ini 
pengawasan secara langsung terhadap 
kawasan pengelolaan masih mengalami 
kendala. Dengan adanya kendala-kendala 
tersebut, maka wajar bahwa masih terjadi 
pelanggaran. Akan tetapi, jika diperhatikan 
bahwa pelanggaran yang dilakukan seperti 
penangkapan ikan dengan bom dan potas 
atau penangkapan ikan lumba-lumba makin 
berkurang (tabel1). 

Dari tabel tampak bahwa telah terjadi 
penurunan pelanggaran penggunaan alat 
dalam penangkapan ikan. Sebelum ada 
pengelolaan kawasan teluk, 40 persen ikan 
yang dijual di TPI Tanjung Luar adalah hasil 
penangkapan dengan bom, demikian juga di 
TPI Serewe bahkan mencapai 80 persen hasil 
penangkapan dengan bom. Pelanggar 


wilayah kawasan teluk, diberi sangsi sesuai 
dengan aturan (awig-awig) kawasan teluk, 
pelanggar kawasan suaka perikanan 
diselesaikan dengan cara yang ada dalam 
awig-awig suaka perikanan, demikian pula 
pelanggar di kawasan konservasi laut (MPA) 
dengan awig-awig MPA.Jika pelanggaran 
yang dilakukan termasuk melanggar 
peraturan atau undang-undang yang dibuat 
oleh pemerintah seperti menggunakan bom 
atau bahan peledak lainnya dan ditemukan 
buktinya, maka oleh KPPL Kawasan diajukan 
lagi kepada polisi untuk diproses secara 
hukum. 


2. Dampak Pelaksanaan Co-fish 

Pada umumnya pemerintah dalam hal ini 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur 
dan Kepala Desa Batunampar berpandangan 
bahwa program-program yang dilakukan oleh 
proyek Co-fish bagus dan menguntungkan, 
terutama dalam hal pengentasan kemiskinan 
masyarakat nelayan. Namun dalam tingkat 
pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa informan di desa dapat 


Tabel. 1. Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bom dan Potas. 
Tabel. 1. Cases of Fishing by Explosive and Poison. 


No. Jenis Pelanggaran/ Lokasi/ 2000 2001 2002 
Type of Violation Location 
1. Penangkapan Teluk 48 kali (min. 12 kali/ 6 - 8 kali/ 
dengan bom / Jukung/Bay of 1 kali sebln)/ 12 6-8 
Fishing by Bomb Jukung 48 times Times Times 
(min. once 
a month 
Teluk Serewe/ Setiap hari / 1 kali/1 0 
Bay of Serewe Everyday Times 
2. Penangkapan Teluk Jukung / 48 kali (min. 12 kali / 0 
dengan potas/ Bay of Jukung 1 kali sebln) / 12 
Fishing by use Potas 48 times Times 
(min.once 
a month 
Teluk Serewe/ Setiap hari / 1 kali / 0 
Bay of Serewe Everyday Times 
3. Penangkapan Teluk Jukung/ 48 kali / 12 kali/ 1 kali / 
Lumba-lumba/ Bay of Jukung 48 times 12 1Times 
Fishing of Dolphin Times 


Sumber : Laporan Akhir Pendampingan LSM Dalam Rangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 
2003 / Sources : The Final Report of the LSM Assistance in the Framework of Biological 


Iversity Management, 2003. 
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diketahui bahwa kerjasama dengan daerah 
dan desa dirasa belum memadai dan masih 
kurang melibatkan peranserta aparat desa 
maupun masyarakat. Hal tersebut terjadi mulai 
dari perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan, sehingga sumberdaya lokal 
kurang dipahami dan diperhitungkan. 
Akibatnya program-program di tingkat 
pelaksanaan sering kurang tepat sasaran. 
Proyek Co-fish yang melibatkan berbagai 
pihak tampaknya juga masih mengalami 
hambatan dalam hal koordinasi dan 
komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat. 
Dampak Co-fish terhadap masyarakat 
nelayan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu 
keadaan ekonomi nelayan, kondisi lingkungan 
baik lingkungan sumberdaya laut dan 
lingkungan pemukiman, kondisi sumberdaya 
manusia (SDM) nelayan serta dampak sosial. 

Dari hasil pengamatan di lapangan serta 
hasil wawancara dengan informan kunci , 
bahwa adanya Co-fish cukup memberikan 
manfaat bagi kehidupan ekonomi nelayan di 
Desa Batunampar. Namun demikian, bukan 
berarti bahwa peningkatan ekonomi 
masyarakat nelayan semata-mata disebabkan 
oleh adanya proyek Co-fish. Seorang informan 
(nelayan) mengatakan bahwa kebangkitan 
ekonomi masyarakat nelayan Desa 
Batunampar terjadi sejak ada kegiatan 
budidaya rumput laut oleh PT Surya pada 
tahun 1987, yang kemudian dilakukan oleh 
nelayan pada umumnya. Hasil rumput laut 
ketika itu sangat bagus sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Selain budidaya rumput laut juga melakukan 
usaha budidaya lobster dan ikan kerapu, yang 
hasilnya cukup bagus pula. Apalagi pada 
tahun 2003 sebelum Co-fish memberikan 
bantuan pinjaman untuk modal usaha bagi 
nelayan, ada perusahaan yaitu PT Minaut 
yang terlebih dahulu memberikan bantuan 
pinjaman berupa bibit ikan kerapu dan 
menampung hasilnya untuk dipasarkan 
keluar. 

Akhir tahun 2003 Co-fish baru 
memberikan pinjaman dana bergulir (paket 


KJA), yaitu untuk kegiatan budidaya ikan 
kerapu dengan keramba jaring apung (KJA). 
Namun dalam hal ini, tampaknya belum 
membuahkan hasil, karena di samping belum 
lama turunnya bantuan tersebut, dan 
turunnyapun tersendat-sendat, juga bibit yang 
diberikan tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Sebagai contoh bahwa dalam 
pelatihan diberikan cara-cara budidaya ikan 
kerapu bebek, tetapi ketika bantuan turun, bibit 
yang diberikan ikan kerapu macan. Kedua 
jenis ikan tersebut memiliki perlakukan yang 
berbeda, lebih sulit membudidayakan ikan 
kerapu macan karena sifatnya yang kanibal, 
sementara dalam kegiatannya tidak ada 
pendampingan. Oleh karena itu, beberapa 
informan yang menjadi anggota kelompok 
(KUB) yang memperoleh bantuan paket KJA 
tersebut mengatakan bahwa sebenarnya 
proyek Co-fish sangat baik dan mereka 
mendukung, akan tetapi mereka merasa 
tersita waktunya untuk mengelola bibit ikan 
kerapu macan tersebut. Apalagi dengan 
terlambat turunnya dana pakan hingga 5 bulan 
setelah bibit diberikan, sehingga mereka harus 
mengupayakan pakan sendiri dengan 
keterbatasan dana mereka. Dengan demikian 
hasil yang diperoleh tidak maksimal, bahkan 
belum ada, karena banyak ikan yang mati 
dimakan oleh sesamanya. Meskipun 
demikian, ada pula kelompok usaha yang 
berhasil meningkatkan usahanya setelah 
memperoleh binaan dari Co-fish, yaitu yang 
dialami KUB terasi di Dusun Jor, desa 
Jerowaru. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
juga dapat diketahui dari kondisi perumahan 
atau tempat tinggal mereka. Berdasarkan 
pengamatan serta keterangan yang diperoleh 
dari informan bahwa pada umumnya rumah- 
rumah di Desa Batunampar berbentuk rumah 
panggung dan sebagian besar milik sendiri. 
Akan tetapi, rumah penduduk tersebut tidak 
memiliki sarana untuk mandi, mencuci dan 
kakus (MCK). Sebenarnya dalam beberapa 
tahun sejak adanya proyek Co-fish tidak ada 
peningkatan yang menonjol dari segi 
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perumahan kecuali dari segi penerangan 
karena masuknya listrik di desa tersebut. 

Dampak Co-fish terhadap kondisi 
lingkungan sumberdaya laut, berdasarkan 
keterangan yang diperoleh dari beberapa 
orang informan, cukup positif yaitu terjadi 
penurunan tingkat penggunaan bom dan 
potasium untuk menangkap ikan. Hal ini 
dikarenakan adanya pengelolaan 
sumberdaya perikanan yang diadakan oleh 
Co-fish yang meliputi pengelolaan kawasan 
teluk (Teluk Ekas, Jukung dan Serewe), 
pengelolaan Suaka Perikanan di kawasan 
Teluk tersebut serta dibentuknya pengelolaan 
kawasan konservasi laut (MPA). Selain itu, 
juga adanya peraturan yang mengatur 
kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan 
dilarang dilakukan serta sangsi yang 
dikenakan terhadap pelanggar peraturan 
tersebut. Peraturan tersebut yang biasa 
disebut awig-awig pengelolaan sumberdaya 
perikanan, yaitu Awig-awig Pengeloaan 
Kawasan Teluk, Awig-awig Pengelolaan 
Suaka Perikanan serta Awig-awig 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. 

Dengan adanya penurunan penggunaan 
bom, maka lingkungan ekosistem yang 
merupakan habitat ikan menjadi baik, 
sehingga keberadaan ikan menjadi bertambah 
atau stok ikan semakin meningkat. Stok ikan 
yang meningkat mengakibatkan tingkat 
produksi nelayan meningkat sehingga 
pendapatan nelayan meningkat pula. 

Namun demikian, meskipun produksi 
tangkapan nelayan banyak, kegiatan 
pemasaran ikan di PPI/TPI Desa Batunampar 
tidak meningkat secara signifikan, padahal 
telah dibangun 2 (dua) lokal fasilitas PPI/TPI. 
Dengan kata lain bahwa dibangunnya fasilitas 
tersebut kurang bermanfaat, karena kurang 
didukung sarana infrastruktur lain, seperti 
jalan menuju tempat tersebut kondisinya yang 
sudah rusak, selain itu juga nelayan lebih 
senang mendaratkan hasil tangkapannya di 
TPI Tanjung Luar yang memiliki akses pasar 
lebih luas sehingga harga ikan lebih baik. 


Dari segi sanitasi lingkungan belum 
terlihat pengaruhnya, masih banyak 
masyarakat nelayan yang membuang kotoran 
di laut, ditambah lagi masih banyak rumah 
tangga yang tidak mempunyai MCK sendiri 
sehingga biasanya mereka membuang hajat 
ke laut. Apalagi adanya program air bersih 
yang dilakukan oleh Co-fish bekerjasama 
dengan PDAM, yaitu pemasangan pipa ke 
Desa Batunampar belum juga tuntas bahkan 
air belum juga mengalir sampai ke pemukiman 
nelayan di Dusun Batunampar. Hingga saat ini 
penduduk Desa Batunampar berharap 
terealisasinya program air bersih tersebut. 
Selain itu, fasilitas lain yang telah dibangun 


tetapi kurang bermanfaat adalah Balai 
Pertemuan dan toilet karena sarana airnya 
tidak ada. 


Dampak yang cukup menonjol adalah 
dengan dibangunnya gedung Puskesmas 
Pembantu yang sangat bermanfaat bagi 
penduduk yaitu tidak hanya sebagai 
pelayanan berobat, tetapi mengubah perilaku 
berobat dari dukun ke Puskesmas. Kemajuan 
lain adalah terjadi penurunan angka 
penduduk yang sakit terutama penyakit 
malaria, ISPA dan penyakit kulit. 

Selanjutnya mengenai kondisi SDM 
nelayan, tampaknya masih tetap dalam 
keterbatasan, walaupun telah ada program 
pelatihan bagi nelayan maupun pengolah ikan 
yang diadakan oleh Co-fish seperti teknik dan 
manajerial dalam menangani ikan segar dan 
ikan olahan (pengawetan ikan dan pembuatan 
abon ikan), bahkan pelatihan dan penyuluhan 
tentang sanitasi/kesehatan lingkungan. Hal ini 
disebabkan kurangnya partisipasi dalam 
program pelatihan dan pendampingan yang 
dilakukan oleh LSM yang terlibat dalam 
program Co-fish. Masyarakat yang mengikuti 
pelatihan sangat terbatas jumlahnya. Dalam 
menentukan peserta tersebut, tampaknya 
tidak dimusyawarahkan bersama Kepala 
Desa atau Kepala Dusun. Meskipun 
beberapa kali diadakan pelatihan tetapi 
pesertanya adalah orang tertentu saja yang 
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mengikuti secara berulang-ulang. Walaupun 
cukup banyak peserta baru dalam pelatihan 
yang kebanyakan adalah perempuan (yang 
terlibat dalam KUB) yaitu dalam kegiatan 
perdagangan dan pengolahan ikan, tetapi 
masih dalam taraf sosialisasi. Disamping itu, 
materi pelatihan yang diberikan juga 
kemungkinan kurang dapat dimengerti, 
karena dilihat dari bahan materi pelatihan yang 
ada tampaknya yang kurang sesuai dengan 
tingkat pendidikan dari masyarakat yang ikut 
dalam pelatihan yang rata-rata masih rendah. 
Mengenai program pelatihan dan 
pendampingan untuk pengembangan KUB 
yang dilakukan oleh LSM hanya dalam waktu 
beberapa hari/minggu, dan pendampingan 
oleh LKMP hanya selama memanfaatkan 
kredit yang diberikan (selama setahun). 

Mengenai dampak sosial dari adanya Co- 
fish, terlihat adanya peningkatan dalam hal 
koordinasi antar institusi teknis terkait dan 
kemampuan staf dalam pengelolaan 
sumberdaya perikanan. Namun disisi lain 
terdapat kecenderungan yang mendua antara 
kegiatan proyek dengan kegiatan rutin oleh 
institusi yang ada di Dinas Kelautan dan 
Perikanan. Bila ini tidak dibenahi akan terjadi 
tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan 
SDPP dan dapat menghambat optimalisasi 
pemanfaatan dan konservasi SDPP. 

Dalam hal kelembagaan, nampaknya 
yang meningkat adalah kelembagaan 
perempuan, walaupun hanya sebagian kecil 
perempuan yang terlibat dalam lembaga 
usaha (KUB) dan lembaga sosial, dan bahkan 
tidak ada yang duduk dalam keanggotaan 
KPPL Namun demikian, perkembangan 
perempuan yang terlibat dalam kegiatan 
tataniaga ikan, yaitu sebagai pedagang ikan 
segar dan pengolah ikan cukup banyak, yaitu 
dengan dibentuknya KUB perdagangan dan 
pengolahan ikan dan diberi pelatihan serta 
pendampingan oleh LSM. 


B. Pembahasan 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 
Pantai di Lombok Timur melalui Proyek Cofish 


telah dilakukan dengan pendekatan co- 
management. Hal tersebut tampak dari cara- 
cara yang dilakukan dengan melibatkan 
berbagai stakeholder terkait, seperti 
masyarakat yang terdiri dari nelayan 
pedagang, pengolah hasil laut, lembaga 
masyarakat (LSM, KUD) serta kalangan 
akademisi (perguruan tinggi). Namun 
demikian, selain memiliki kekuatan dalam arti 
ada keberhasilan, akan tetapi tampaknya 
masih memiliki kelemahan. 

Bahwa keberhasilan co-management 
menurut Polnac yang dikutip oleh Pomeroy, 
Katon dan Harkes (2001 :199) adalah 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
dikelompokkan dalam tiga tingkatan yaitu 
tingkat supra komunitas (supra community 
level), tingkat komunitas (community level) 
dan tingkat individu dan rumah tangga 
(individual and houshold level). 

Pada tingkat supra komunitas, faktor 
utama keberhasilan co-management adalah 
adanya dukungan pemerintah yang 
diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau 
peraturan perundang-undangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah 
baik tingkat pusat (Departemen Kelautan dan 
Perikanan) maupun daerah Dinas kelautan 
dan Perikanan telah memberikan dukungan 
dalam pengelolaan sumberdaya laut, baik 
dalam bentuk kebijakan dan peraturan 
maupun dana. Meskipun peraturan yang ada 
bukan semata-mata dikeluarkan dalam rangka 
program Co-fish, karena peraturan tersebut 
sudah ada sebelum adanya program tersebut. 
Beberapa peraturan perundangan yang erat 
kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya 
perikanan, antara lain adanya Undang- 
undang Nomor 5 tahun 1983, Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984, Undang- 
undang Nomor 9 Tahun 1985, dan Undang- 
undang Nomor 23 tahun 1997. 

Secara konkrit seperti adanya pasal 
dalam peraturan pemerintah mengenai 
larangan penangkapan menggunakan bom 
dan bahan beracun. Dengan banyaknya 
penggunaan bom dan racun oleh nelayan 
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untuk menangkap ikan di perairan Kabupaten 
Lombok Timur, maka adanya peraturan 
tersebut sangat membantu masyarakat dalam 
melakukan pengelolaan sumberdaya 
perikanan di wilayah tersebut. 

Dalam rangka menjalankan proyek Co- 
fish, pemerintah juga membuat peraturan 
yang mengatur kinerja pemerintah dari 
pemerintah Pusat sampai dengan pemerintah 
Daerah (Propinsi dan Kabupaten). Pada 
tingkat daerah, pemerintah daerah Tk | 
Propinsi Nusa Tenggara Barat juga telah 
mengeluarkan peraturan mengenai usaha 
perikanan (Perda No 9 tahun 1995), 
pemerintah daerah Tk | Kabupaten Lombok 
Timur mengeluarkan peraturan tentang 
retribusi ijin usaha perikanan (perda No 18 
Tahun 2002). Sementara yang langsung 
berkaitan dengan program kegiatan Co-fish, 
Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan juga telah mengeluarkan 
Keputusan tentang Pengukuhan Keberadaan 
Komite Kelautan Perikanan Kabupaten 
(KKPK) dan Komite Pengelolaan Perikanan 
Laut (KPPL). 

Selain peraturan, dukungan dalam 
bentuk pembinaan juga dilakukan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok 
Timur, yaitu teknik pembinaan penangkapan 
dan budidaya, pembinaan usaha tani nelayan 
serta pembinaan pengawasan dan 
perlindungan laut. Sementara dukungan 
dalam bentuk dana oleh pemerintah, yaitu 
adanya dana ADB dan APBN untuk 
pelaksanaan proyek Co-fish tersebut. 
Meskipun sebenarnya masih ada 
kecenderungan yang mendua antara kegiatan 
proyek dengan kegiatan rutin oleh institusi 
yang ada di pemerintahan pusat. 

Dukungan pemerintah lainnya yang 
terkait dengan pengelolaan wilayah laut 
terlihat dengan dibentuknya KKPK (Komite 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten) tersebut 
yang berfungsi sebagai wakil masyarakat 
pantai dan instansi Pemerintah dalam 
merumuskan penyelesaian masalah-masalah 
pengelolaan sumberdaya perikanan. 


Sementara dukungan pemerintah pada 
level bawah, yaitu pemerintahan lokal (desa) 
masih belum optimal. Keterlibatan 
pemerintahan desa hanya pada awal 
kegiatan Co-fish (pada perencanaan), tetapi 
berkurang saat pelaksanaannya. Akan tetapi 
dalam hal ini, menurut pengakuan informan 
kunci bahwa kurang terlibatnya mereka dalam 
pelaksanaan kegiatan bukan karena tidak 
bersedia, akan tetapi disebabkan mereka tidak 
dilibatkan lagi. Disamping itu tampaknya dari 
keterangan yang diperoleh, bahwa ada 
masukan-masukan dari pemerintah level 
bawah dan masyarakat yang tidak dijadikan 
pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan. 
Salah satu contoh adalah adanya program air 
bersih di Desa Batunampar, yaitu hasil 
kerjasama Co-fish dengan PDAM, yang 
meskipun sudah selesai kegiatannya namun 
belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
Desa Batunampar. Menurut informan, hal 
tersebut disebabkan antara lain karena 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak 
memperhitungkan sumberdaya manusia lokal, 
padahal hal itu telah disampaikan dalam forum 
rapat yang membahas perencanaan program. 

Selain dukungan pemerintah untuk 
keberhasilan co-management diperlukan juga 
dukungan dari tenaga pendamping (external 
agent). Kegiatan proyek Co-fish di Kabupaten 
Lombok Timur memang melibatkan beberapa 
tenaga pendamping, baik dari agen 
pemerintah maupun LSM, yaitu LSM yang 
berada di kota propinsi (Mataram) maupun di 
kota kabupaten ( Selong). Namun, karena 
pendampingan yang dilakukan hanya dalam 
waktu yang relarif singkat, yang menurut 
pengakuan salah satu LSM yang dilibatkan 
sebagai tenaga pendamping hanya sebatas 
jangka waktu proyek (antara 3 — 5 bulan) saja, 
maka menjadi kurang efektif dan hasilnya tidak 
maksimal. Dengan singkatnya waktu 
pendampingan, sementara 
pembinaan/pelatihan yang diberikan dalam 
pendampingan merupakan hal atau 
pengetahuan baru bagi KUB seperti misalnya 
mengenai manajemen usaha, pembukuan 
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yang tidak mudah untuk mereka pahami, 
maka begitu selesai pendampingan, 


kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam 
pendampingan tidak diterapkan lagi oleh 
masyarakat (KUB). Contoh konkrit yang 


menggambarkan kurangnya pendampingan 
sehingga menyebabkan ketidak berhasilan 
kegiatan adalah berkaitan dengan 
pembinaan/pelatihan budidaya ikan kerapu 
kepada KUB yang dibentuk oleh Co-fish di 
Desa Batunampar. Sebagaimana telah 
dikemukakan bahwa Co-fish dalam salah satu 
kegiatannya yaitu penguatan usaha mikro 
telah memberikan pelatihan teknik budidaya 
ikan kerapu bebek kepada 6 (enam) KUB 
yang dibentuk, yang sebenarnya telah 
menguasai pula teknik tersebut. Setelah 
memperoleh pelatihan KUB tersebut diberi 
paket bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) 
untuk budidaya ikan kerapu. Jenis ikan 
kerapu yang kemudian diberikan dalam paket 
bantuan kepada KUB berbeda dengan jenis 
yang disampaikan dan disepakati dalam 
pelatihan (dalam pelatihan diajarkan cara 
budidaya kerapu bebek sedangkan 
kenyataannya bibit yang diberikan kerapu 
macan yang memiliki sifat berbeda). 
Sementara itu, dalam melakukan budidaya 
kerapu macan, Co-fish tidak menyediakan 
tenaga pendamping yang bisa membantu 
KUB jika ada masalah dengan teknik 
pemeliharaan kerapu macan tersebut. 
Akhirnya hampir semua kelompok yang 
memperoleh bantuan paket KJA ikan kerapu 
melalui beberapa anggotanya ketika 
diwawancarai menyatakan kesulitan dalam 
menjalankan usaha budidaya kerapu macan 
tersebut dan menurut mereka banyak ikan 
yang mati sebelum menjadi besar. 

Pada tingkat Masyarakat (Community 
Level), keberhasilan co-management sangat 
terkait dengan tiga hal, yaitu: wilayah 
pengelolaan, lembaga pengelola dan tingkat 
pengelolaan. Berkaitan dengan wilayah 
pengelolaan, yang perlu diperhatikan adalah 
lokasi wilayah yang dikelola dan kejelasan 
wilayah pengelolaan, baik batas-batasnya 


secara fisik, maupun jenis sumberdaya dan 
ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu 
juga siapa yang memiliki hak untuk 
memanfaatkan wilayah itu. Berkaitan dengan 
itu, alat tangkap apa yang boleh digunakan di 
wilayah itu merupakan faktor lain yang 
penting. Semua itu terkait dengan satu 
permasalahan utama, yaitu bagaimana agar 
kelestarian sumberdaya di wilayah itu dapat 
terjamin. Terkait dengan wilayah pengelolaan 
itu adalah luasnya wilayah yang dikelola, yang 
disarankan agar tidak terlalu luas. 

Dilihat dari wilayah pengelolaan Co-fish di 
Kabupaten Lombok Timur memang luas, 
tetapi terbagi-bagi dalam kawasan-kawasan 
seperti kawasan teluk, kawasan suaka 
perikanan (SP), kawasan konsevasi laut 
(MPA), yang masing-masing memiliki batas 
wilayah yang jelas baik secara fisik maupun 
sumberdaya yang ada di dalamnya. Adanya 
batas wilayah yang jelas tersebut serta 
didukung oleh adanya aturan-aturan 
pengelolaan wilayah seperti kegiatan apa saja 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 
wilayah tersebut, jenis alat tangkap yang boleh 
dan tidak boleh digunakan serta sumberdaya 
yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi serta 
sanksi terhadap pelanggarannya. Selain itu 
juga ada pengawasan yang dilakukan baik 
oleh lembaga masyarakat (KPPL) maupun 
masyarakat umum. Berkaitan dengan wilayah 
pengelolaan tampaknya tidak terlalu sulit bagi 
masyarakat dalam mengelolanya, dan 
terdapat hasil yang cukup baik dalam 
pengelolaan wilayah dan sumberdaya 
perikanan yang ada. Sebagai gambaran 
adalah terjadinya penurunan tingkat 
penggunaan bom dan potasium untuk 
menangkap ikan oleh warga masyarakat yang 
memiliki kepedulian dalam kelangsungan 
sumberdaya, terutama di kawasan Teluk Ekas 
dan Jukung. Hal itu, tidak lepas dari dukungan 
masyarakat yaitu dengan cara mentaati 
peraturan (awig-awig) yang telah disepakati 
bersama. 

Berkaitan dengan lembaga pengelola, 
penjelasan yang dikemukakan oleh Pomeroy 
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dkk (2001) bahwa jumlah orang yang terlibat 
ddidalamnya merupakan hal yang penting, 
semakin banyak yang terlibat maka proses 
pengambilan kebijakan pengelolaan semakin 
sulit. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 
bahwa lembaga pengelolaan yang ada di tiap- 
tiap kawasan pengelolaan, yang 
pembentukannya difasilitasi oleh Co-fish yaitu 
KPPL memiliki jumlah anggota dan pengurus 
sebanyak 16 (enambelas) orang, dan KKPK 
beranggotakan 23 (duapuluh tiga) orang. 
Dengan melihat wilayah pengelolaan pada 
target pertama yaitu 6 (enam) desa, maka 
jumlah anggota pengurus KKPK dapat 
dikatakan cukup, dan tidak terlalu banyak, 
demikian pula jumlah anggota KPPL kawasan 
yang sebanyak 16 orang tersebut. Akan tetapi 
masalahnya adalah bahwa anggota dan 
pengurus dari lembaga tersebut belum 
mewakili stakeholder yang terlibat dalam 
pengelolaan sumberdaya laut di kawasan 
tersebut. 

Padahal dalam penjelasan Pomeray 
bahwa keterwakilan (representasi) 
stakeholder itu diperlukan, karena 
diasumsikan setiap kelompok stakeholder 
memiliki kepentingan yang berbeda, yang 
mungkin berbenturan antara satu dengan 
yang lain. Dengan terwakilinya setiap unsur 
yang ada dalam kelompok stakeholder, 
berbagai kepentingan itu diharapkan bisa 
terwakili. Dengan demikian di dalam co- 
management, diperlukan adanya kerelaan 
dari semua pihak untuk mengorbankan 
sebagian kepentingannya, untuk mendukung 
kepentingan bersama. 

Adanya keterwakilan dari kelompok 
stakeholder, diharapkan agar keterpaduan 
dalam pengelolaan dapat dilakukan. Karena 
itu keterpaduan yang dituntut dalam co- 
management bukan hanya keterpaduan antar 
suatu lembaga pemerintah tertentu dengan 
beberapa wakil dari masyarakat, karena 
keterpaduan yang demikian adalah 
keterpaduan semu. Dalam co-management, 
keterpaduan yang demikian tidak akan 
mencapai hasil yang memuaskan, karena bisa 


saja kesepakatan yang dihasilkan tidak 
mewadahi kepentingan dari unsur-unsur yang 
lain. Keterpaduan yang dituntut dalam co- 
management adalah keterpaduan dalam arti 
yang sebenarnya, yaitu yang dapat mewadahi 
kepentingan semua pihak, termasuk unsur- 
unsur yang terdapat di pemerintahan, 
masyarakat dan unsur-unsur di dalam industri 
itu sendiri. 

Hernes dan Sandersen (tt: 2) melihat 
bahwa representasi dari setiap unsur yang ada 
di setiap kelompok stakeholder itu merupakan 
suatu problem serius yang harus dihadapi 
dalam co-management. Hal ini karena dalam 
realitasnya stakeholder itu tidak homogen. Di 
masyarakat misalnya, walaupun dalam 
perspektif yang terbatas masyarakat nelayan 
bisa diartikan sebagai orang-orang yang 
kehidupannya tergantung langsung pada hasil 
laut, namun nelayan itu sendiri tidak tunggal, 
karena di dalamnya terdapat perbedaan 
teknologi yang digunakan, baik jenis maupun 
daya eksploitasinya, perbedaan jenis 
sumberdaya yang ditangkap, perbedaan etnis, 
dan berbagai perbedaan yang lain. Selain itu, 
masyarakat yang kehidupannya tergantung 
pada hasil laut juga bukan hanya mereka yang 
langsung mengeksploitasi sumberdaya laut, 
melainkan juga mereka yang secara tidak 
langsung memperoleh manfaat dari 
pengelolaan lingkungan laut. Dengan 
demikian yang disebut masyarakat juga 
meliputi pihak-pihak lain yang berkepentingan 
terhadap kelestarian lingkungan laut, seperti 
pedagang hasil laut. 

Karena keterwakilan stakeholder itu 
sangat diperlukan, maka semakin kurang 
heterogen masyarakatnya, akan semakin 
mudah co-management itu dilakukan, karena 
tenaga yang terlibat dalam pengelolaan lebih 
sedikit. Karena itu, jika heterogenitas 
masyarakatnya sangat tinggi, sehingga 
dengan keterwakilan para stakeholder maka 
jumlah orang yang terlibat dalam lembaga 
pengelola cukup banyak, maka disarankan 
untuk membagi mereka ke dalam kelompok- 
kelompok yang lebih kecil (Pomeray et al, 
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2001). Dengan demikian proses pengambilan 
keputusan dalam kelompok lebih mudah 
dilakukan. Meskipun demikian, koordinasi 
antara kelompok-kelompok pengelola yang 
kecil itu perlu dilakukan, untuk 
mengintegrasikan kepentingan yang lebih 
besar, yaitu kelestarian sumberdaya. Inilah 
yang oleh Pomeroy dkk disebut tingkat 
pengelolaan. 

Berkaitan dengan lembaga pengelola 
tersebut, beberapa hal yang menurut Pomeroy 
dkk perlu diperhatikan, yang secara ringkas 
meliputi: (1) keanggotaan yang jelas, (2) 
homogenitas kelompok, (3) partisipasi 
anggota, (4) kepemimpinan, (5) sumber dana 
yang mencukupi, (6) transparansi dan 
akuntabilitas, dan (7) dan manajemen konflik. 
Selain itu adalah pemberdayaan anggota dan 
pembangunan kapasitas kelembagaan 

Bahwa stakeholder dalam pengelolaan 
sumberdaya laut antara lain adalah 
pemerintah, masyarakat yang terdiri dari 
pengusaha pengolah hasil laut, nelayan 
(pemilik dan buruh nelayan dari berbagai jenis 
alat tangkap), pedagang, LSM serta kalangan 
akademisi (perguruan tinggi). Kenyataannya 
bahwa lembaga pengelola yang ada, 
keanggotaannya tidak mewakili seluruh 
stakeholder terkait seperti di atas. Seperti 
telah disebutkan di bab terdahulu bahwa 
lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan 
di Kabupaten Lombok Timur adalah KKPK dan 
KPPL. KKPK (Komite Kelautan Perikanan 
Kabupaten) merupakan lembaga pengelola 
yang ada di tingkat kabupaten, anggotanya 
hanya dari unsur pemerintah dan masyarakat. 
Meskipun dari unsur masyarakat yang 
merupakan wakil dari beberapa kawasan, 
tetapi tampaknya belum bisa dianggap telah 
mewakili setiap unsur dari stakeholder 
masyarakat, seperti dari unsur nelayan tidak 
tampak adanya keterwakilan dari berbagai 
jenis alat tangkap. Kemudian dilihat dari 
jumlahnya, dari pengusaha hanya 1 (satu) 
orang, pedagang hanya 1 (satu) orang. 
Apalagi jika dilihat keterwakilan secara gender 
tampak tidak bisa dianggap imbang karena 


hanya ada 1 (satu) orang wanita yang duduk 
dalam kepengurusan/keanggotaan KKPK, 
yaitu sebagai wakil dari wanita nelayan 
(pedagang ikan). Di samping itu tidak tampak 
adanya wakil dari LSM. Padahal representasi 
(keterwakilan) stakeholder menurut Harnes 
dan Sanderson (tt: 2) merupakan problem 
serius dalam co-management, sehingga. 
sangat penting diperhatikan untuk 
keberhasilan dalam pengelolaan, karena 
setiap kelompok stakeholder memiliki 
kepentingan berbeda yang kemungkinan bisa 
berbenturan antara satu dengan lainnya. 
Sementara, mengenai keanggotaan 
KPPL yang merupakan lembaga pengelola 
yang ada di tingkat kawasan (KPPL Kawasan), 
meskipun menurut keterangan dari salah 
seorang ketua KPPL kawasan, sudah 
melibatkan berbagai unsur stakeholder, tetapi 
kenyataannya unsur stakeholder nelayan 
belum mewakili nelayan dari berbagai jenis 
alat tangkap. Selain itu juga tidak ada wakil 
dari kelompok perempuan, yang duduk dalam 


KPPL, padahal kebanyakan 
pedagang/pengolah ikan adalah kaum 
perempuan. 


Dengan demikian, dilihat dari 
keanggotaan lembaga pengelola tampaknya 
masih terdapat kelemahan, yaitu belum bisa 
dianggap mewakili seluruh unsur stakeholder 
yang ada. Lebih-lebih lagi, bahwa pemilihan 
anggota pengelolapun tidak dilakukan secara 
terbuka, yaitu berdasarkan musyawarah 
bersama masyarakat secara luas. Pemilihan 
anggota KPPL ditentukan berdasarkan orang 
yang dikenal dan yang biasa terlibat dalam 
kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan. 

Selain tiga faktor utama yang mendukung 
keberhasilan co-management, Pollnac, 
sebagaimana dikutip oleh Pomeray dkk 
(Pomeray et al, 2001) juga menyebutkan 
beberapa hal lain di masyarakat yang ikut 
menunjang bagi keberhasilan co- 
management, yaitu: (1) partisipasi 
masyarakat, (2) dukungan organisasi 
masyarakat yang ada, (3) dukungan jangka 
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panjang dari unit pemerintahan lokal (desa), 
(4) hak-hak properti atas sumber daya, dan (5) 
rasa memiliki terhadap proses co- 
management. 

Apabila dilihat dari partisipasi anggota, 
maka tampaknya ada kelemahan, karena 
menurut pengakuan salah seorang anggota 
KPPL, bahwa anggota KPPL tidak melakukan 
tugasnya (pengawasan) terhadap 
pengelolaan sumberdaya laut yang diterapkan 
di kawasannya secara rutin. Alasan mereka 
karena terbentur masalah dana operasional 
untuk melakukan pengawasan, yang 
sebenarnya bisa diusahakan melalui swadaya 
anggota dan masyarakat. Dalam hal ini 
tampak bahwa partisipasi anggota maupun 
masyarakat kurang. 

Tampaknya, masalah dana memang 
merupakan kendala utama dalam 
melaksanakan pengawasan. Karena Co-fish 
memang tidak menyediakan dana secara 
langsung untuk memenuhi kebutuhan biaya 
operasional untuk itu. Co-fish hanya 
memberikan sarana berupa Speetboat tanpa 
dana untuk biaya bahan bakarnya, itupun tidak 
merata untuk seluruh lokasi pengelolaan, 
tetapi hanya di tiga lokasi, yaitu untuk 
pengelolaan di kawasan teluk Ekas, Jukung 
dan teluk Serewe. Memang Co-fish juga 
memberikan paket bantuan untuk budidaya 
ikan kerapu (paket KJA) bagi masing-masing 
KPPL, dengan tujuan agar hasil budidaya 
tersebut dapat membiayai kebutuhan dalam 
melakukan pengawasan. Namun demikian, 
menurut informasi yang diperoleh bahwa 
usaha budidaya tersebut belum memberikan 
hasil, bahkan ada yang tidak dilanjutkan 
usahanya karena mengalami kegagalan (bibit 
ikan banyak yang mati). 

Dengan kurang diperhatikannya masalah 
partisipasi anggota serta kurangnya dukungan 
dana untuk pelaksanaan kegiatan oleh proyek 
Co-fish, menyebabkan keberhasilan co- 
management yang diterapkan oleh Co-fish 
belum optimal. Meskipun telah terjadi 
penurunan penggunaan bom dan potasium 
untuk menangkap ikan di kawasan teluk yang 


sebelumnya sering terjadi, tetapi penurunan 
itu terutama di kawasan teluk yang dekat 
dengan pemukiman (Teluk Ekas dan Jukung), 
sedangkan di Teluk Serewe yang lokasinya 
jauh dari pemukiman masih banyak terjadi, 
karena sulit bagi KPPL dan masyarakat dalam 
melakukan pengawasan, kalau tidak disertai 
dana yang cukup atau partisipasi yang tinggi 
dari mereka. 

Di samping faktor-faktor tersebut, 
dikemukakan oleh Pomeray dkk (2001) faktor 
ketiga yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan co-management yaitu tingkat 
individu dan rumah tangga. Yang 
dimaksudkan bahwa co-management akan 
dikatakan berhasil apabila individu dan rumah 
tangga dapat merasakan dampak atau 
manfaat dari pengelolaan co-management 
tersebut. Jika sebagian besar user merasa 
mendapatkan keuntungan dari praktik co- 
management yang sedang berjalan, maka 
prospek keberhasilan co-management akan 
lebih besar. Sebaliknya, jika sebagian besar 
user merasa dirugikan oleh praktik co- 
management yang dilaksanakan, maka 
kegagalan akan menghadang. Karena itu 
secara tidak langsung keinginan individu atau 
kepala keluarga memiliki pengaruh yang besar 
dalam menentukan bentuk dan arah co- 
management yang jalankan. 

Berkaitan dengan hal itu, maka dampak 
adanya kegiatan Co-fish dilihat dari tingkat 
kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan 
telah terjadi peningkatan. Namun demikian, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
tersebut tampaknya tidak semata-mata 
merupakan dampak dari kegiatan Co-fish. 
Karena kegiatan Co-fish yang langsung 
berkaitan dengan usaha ekonomi belum lama 
dilakukan. Seperti program paket bantuan 
Keramba Jaring Apung (KJA) untuk budidaya 
ikan kerapu, yang baru terealisir akhir tahun 
2003, itupun berjalan tersendat, karena paket 
bantuan tidak diturunkan sekaligus. Selain itu, 
juga bibit ikan kerapu yang termasuk dalam 
paket tidak sesuai dengan jenis yang 
diinginkan/diusulkan KUB yang memperoleh 


196 


Co-Management Sumberdaya Laut....Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ratna Indrawasih) 


bantuan dan diajarkan dalam pelatihan 
sebelumnya. Dengan tersendatnya bantuan 
paket KJA tersebut serta tidak sesuai dengan 
masukan dari anggota KUB yang disampaikan 
saat pelatihan, menyebabkan ketidak 
berhasilan program tersebut. 

Apabila banyak masyarakat yang 
melakukan usaha budidaya ikan kerapu 
dengan sistem KJA, itu karena memang telah 
mereka lakukan sebelumnya. Di samping itu, 
sebelumnya juga telah ada pihak lain yang 
memberikan bantuan paket seperti yang Co- 
fish berikan. Sehingga apabila kesejahteraan 
masyarakat desa-desa binaan Co-fish 
mengalami peningkatan, seperti terlihat dari 
peningkatan kondisi tempat tinggal, itu bukan 
semata-mata dampak dari proyek Co-fish, dan 
itu diakui oleh beberapa informan dalam 
penelitian ini. 

Namun demikian bukan berarti bahwa 
masyarakat sama sekali tidak merasakan 
manfaat kegiatan yang dilakukan oleh Co-fish. 
Hasil kegiatan Co-fish yang sangat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat khususnya 
masyarakat Desa Batunampar adalah dengan 
dibangunnya sebuah gedung Puskesmas 
Pembantu. Dengan adanya fasilitas 
kesehatan tersebut, memudahkan 
masyarakat untuk berobat, sehingga tidak lagi 
harus pergi ke Puskesmas Praya (salah satu 
kota kecamatan di Kabupaten Lombok 
Tengah), yaitu tempat berobat yang terdekat 
untuk dicapai dari Desa batunampar. 
Disamping itu dari segi prasarana perbaikan 
lingkungan adalah dengan dibangunnya Talut 
gelombang disepanjang pinggir pantai di 
Dusun Batunampar, sehingga dapat 
menghalangi gelombang air laut agar tidak 
menjangkau pemukiman. Fasilitas lain yang 
cukup bermanfaat adalah dibangunnya 
tempat pengolahan ikan di dekat lokasi 
pendaratan ikan di Batunampar, meskipun 
fasilitas itu banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat desa lain yang biasa datang untuk 
membeli ikan di Batunampar dan sekaligus 
mengolahnya (mengasap). 


IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Praktik pengelolaan lingkungan pantai 
yang dilaksanakan oleh Co-fish merupakan 
suatu pendekatan baru, yang perlu dilakukan 
di daerah-daerah yang lain. Pembentukan 
kelompok stakeholder untuk dilibatkan dalam 
pengelolaan lingkungan pantai dan 
pelestarian sumberdaya perikanan 
merupakan upaya yang positif, dalam 
membantu pemerintah untuk mengelola 
lingkungan. Namun demikian, meskipun 
dalam melaksanakan proyek Co-fish di 
Kabupaten Lombok Timur telah berusaha 
menggunakan pendekatan co-management, 
yang pada saat ini masih merupakan 
pendekatan pengelolaan yang dianggap 
ideal, tetapi tampaknya aturan-aturan co- 
management yang ada belum dilaksanakan 
sepenuhnya, sehingga belum bisa 
memperoleh hasil yang optimal. 


Implikasi Kebijakan 
Praktik pengelolaan lingkungan pantai 

yang dilaksanakan oleh Co-fish merupakan 
suatu pendekatan baru, yang perlu dilakukan 
di daerah-daerah yang lain. Pembentukan 
kelompok stakeholder untuk dilibatkan dalam 
pengelolaan lingkungan pantai dan 
pelestarian sumberdaya perikanan 
merupakan upaya yang positif, dalam 
membantu pemerintah untuk mengelola 
lingkungan. Meskipun demikian, agar hasilnya 
bisa lebih optimal, diperlukan beberapa 
penyempurnaan dalam pelaksanaannya, 
antara lain sebagai berikut: 

1) Perekrutan anggota stakeholder, yaitu 
KPPL Kawasan atau KPPL Desa perlu 
dilakukan sesuai dengan prinsip co- 
management yaitu masyarakat diberi 
kebebasan untuk memilih wakil-wakilnya 
sendiri untuk duduk menjadi anggota. 
Dengan demikian masyarakat akan 
merasa terwakili dalam kelompok itu, dan 
merasa terikat dengan keputusan yang 
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diambil oleh kelompok yang dibentuk. 
Pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu KKPK 
di kabupaten yang berfungsi 
mengkoordinasikan kelompok-kelompok 
stakeholder dari tingkat di bawahnya 
(KPPL Kawasan dan Desa), perekrutan 
anggotanya sebaiknya juga merupakan 
perwakilan dari setiap kelompok KPPL, 
yang ditunjuk oleh KPPLmasing-masing. 
Untuk antisipasi munculnya konflik di 
dalam kelompok stakeholder, maka 
pengelolaan kelompok stakeholder 
supaya lebih dilakukan secara transparan, 
dengan sistem kepemimpinan yang jelas. 
Untuk itu di dalam setiap kelompok perlu 
dibuat aturan main organisasi, yang 
mengatur tentang periode kepemimpinan, 
sistem pemilihan pengurus, sistem 
pengambilan keputusan dalam organisasi, 
dan system audit keuangannya 

Setiap kelembagaan stakeholder hanya 
diberi tugas yang terfokus pada 
pengelolaan lingkungan laut dan 
sumberdaya perikanan yang ada, serta 
upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang matapencariannya 
tergantung pada pemanfaatan 
sumberdaya perikanan. 

Kelompok stakeholder yang ada diberi 
wewenang sepenuhnya untuk menyusun 
program pengelolaan lingkungannya. 
Tugas pemerintah adalah sebagai 
fasilitator bagi terwujudnya program. Bisa 
saja pemerintah memiliki program yang 
berbeda dengan yang dimiliki oleh 
kelompok stakeholder, namun sebaiknya 
mendapatkan persetujuan dari kelompok 
stakeholderyang bersangkutan. 

Untuk memperkuat kelembagaan dan 
pelaksanaan kegiatan oleh kelompok 
stakeholder, kelembagaan stakeholder 
perlu didampingi oleh LSM. Akan tetapi, 
pendampingan tidak dilakukan hanya 
sebatas pelaksanaan kegiatan, melainkan 
dilakukan secara kontinyu, untuk 
mengevaluasi hasil kegiatan dan memberi 
masukan untuk perbaikannya. 


9) 


Pendampingan oleh LSM dihentikan 
apabila memang lembaga stakeholder 
binaannya sudah benar-benar bisa 
mandiri dalam melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Pendampingan untuk kegiatan yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok 
stakeholder, yaitu KPPL dan KUB, 
dilakukan oleh beberapa LSM sesuai 
dengan bidangnya. Akan tetapi, 
pelaksanaannya dilakukan secara 
terpadu, berdasarkan grand design yang 
disusun sebelumnya. Dengan demikian 
pendekatan antara satu LSM dengan LSM 
yang lain bisa saling mendukung, dan 
tidak terjadi tumpang tindih (overlapping). 
Untuk memperkuat sistem atau peraturan 
pengelolaan yang dibuat oleh kelompok 
KPPL, perlu dibuat Perda untuk memberi 
landasan hukumnya. 

Seluruh kegiatan yang dilakukan 
sebaiknya disosialisasikan kepada 
masyarakat luas melalui penyuluhan 
secara intensif, apalagi kegiatan yang 
berkaitan dengan pengelolaan 
lingkungan. Kegiatan penyuluhan secara 
intensif merupakan sarana yang efektif 
dalam mensosialisasikan visi dan misi 
kegiatan proyek, terlebih bahwa sebagian 
besar masyarakat pantai hanya 
berpendidikan sampai SD. Dengan 
penyuluhan yang intensif, maka 
masyarakat bisa mengetahui dan 
memahami masksud dan tujuan kegiatan 
pengelolaan sehingga mau berpartisipasi 
dalam kegiatan pengelolaan tersebut. 


10) Sebaiknya kegiatan dalam program Co- 


fish terus berlanjut meskipun proyek 
sudah berhenti. Untuk itu Pemda, dalam 
hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan baik 
Tk I maupun Tk Il dan instansi lainnya yang 
terkait agar mengagendakan kegiatan 
pendampingan selanjutnya, guna 
kelangsungan program kegiatan tersebut. 
Diharapkan pula agar dapat memperluas 
kegiatan ke daerah-daerah yang belum 
terjangkau proyek Co-fish saatini. 
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OPTIMALISASI PERAN GENDER DALAM UPAYA PENINGKATAN 
KESEJAHTERAAN NELAYAN. 


Istiana, Hikmah dan Mursidin' 
ABSTRAK 


Penelitian bertujuan untuk mengkaji peran gender pada rumah tangga melalui peningkatan 
pendapatan, optimalisasi peran gender dan kaitannya dengan pelaksanaan program pemberdayaan yang 
ada. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lamongan (nelayan Brondong), Jawa Timur dan Kota Padang 
(nelayan Koto tangah) Sumatera Barat pada bulan april dan Juni 2007. Penelitian menggunakan metode 
survei (wawancara terstruktur) terhadap 60 rumah tangga dan diolah dengan analisis deskriptif. 
Keterlibatan istri nelayan Padang di sektor produktif menghasilkan pendapatan sedangkan istri nelayan 
Lamongan tidak karena dianggap membantu pekerjaan suami. Pada masyarakat nelayan Brondong, laki- 
laki memiliki beban lebih daripada perempuan, sebaliknya di padang, istri memiliki beban lebih dan beban 
ganda. Keputusan di sektor domestik di dominasi istri. Keputusan sektor produktif di Lamongan didominasi 
suami (100%) sedangkan di Padang dilakukan secara bersama. Optimalisasi peran gender pada 
masyarakat nelayan Brondong perlu dilakukan melalui pelibatan peran perempuan sedangkan di Padang, 
peran suami dalam usaha pengolahan perlu dilibatkan. Gender merupakan konstruksi sosial budaya, 
gender tidaksehingga bersifat universal melainkan relatif pada konteks sosial budaya masyarakatnya. 
Arahan kebijakan yang sesuai untuk nelayan Brondong adalah pemberdayaan ekonomi perempuan karena 
mereka memiliki waktu luang 7,47 jam/hari (31,11%). Sedangkan untuk masyarakat nelayan Padang, 
pemberdayaan lebih kearah peningkatan pemahaman konsep gender dalam mewujudkan kesejahteraan 
keluarga. 


Kata kunci: Peran Gender, Pemberdayaan. 


Abstract : Optimalization of the Gender Role in Increasing Fishers' Prosperity. By: Istiana, 
Hikmah and Mursidin. 


This research aimed to analyze gender role in increasing familys properity through increasing income, 
optimalization gender role and relation with empowerment program. This research were done in Lamongan 
(Brondong fisheries), East Java and Padang (Koto tangah fisheries) West Sumatra on April and June 2007. 
The research used survey method of 60 families and processed by a descriptive analysis. Results of the 
study show that the Padang wife's fisheries involved in productive sector can generate income, but the 
Situation was not happened in Lamongan because the wife's supposed helping husband's work only. In 
Brondong fisheries society, men have a more work-load than women. Women have a lot of work-load than 
men. In Lamongan, the decission for domestic sector is dominanted by wife and for productive sector is 
dominanted by husband (100%). Decisions were made together. The optimalization gender role in 
Brondong fisheries society needs to be done by involving women's role. In Padang, men should be involved 
in the procesing industry. Gender was inclusive in the of social-culture contruction, so that gender is not 
universal, but relative in each society context. Suitable policy guidance for Brondong fisheries is to 
empowering women economic activity, because they have spare time for about 7,47 hours/day (31,11%). 
Mean while for Padang fisheries society, empowerment should be directed to increase understanding 
genderconcept to achieve the family's prosperity. 


Keywords : Gender Role, Empowerments. 
I. PENDAHULUAN lainnya. Dengan indikatornya kemiskinan 


yang dikaitkan dengan pendapatan 1 dollar AS 
Nelayan merupakan kelompok per hari, kemiskinan masyarakat nelayan 


masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang Tahun 2002 mencapai 32 % (Satria, 2008). 
lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260 
Telp. 021 53650162/Fax. 021 53650159 
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Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM) yang terjadi beberapa kali dalam 
periode Tahun 2005 s/d 2008, prosentase 
tersebut dipastikan telah meningkat sangat 
signifikan. 

Kemiskinan nelayan tidak hanya terlihat 
pada ukuran absolutnya, melainkan juga 
tercermin dari kemampuan daya beli nelayan. 
Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Riset 
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 
kemampuan atau daya beli nelayan bahkan 
lebih rendah dibanding daya beli masyarakat 
yang bergerak pada sektor yang sama, yaitu 
masyarakat pembudidaya ikan. Sebagai 
contoh, rasio pendapatan dan pengeluaran 
(RPP) rumah tangga nelayan pelagis kecil 
yang beroperasi di perairan overfished adalah 
1,32, RPP nelayan pelagis kecil di perairan 
yang belum tereksploitasi berlebihan adalah 
1,31 sedangkan nelayan udang penaid adalah 
1,15 (Anonim, 2007). Sementara itu, RPP 
pembudidaya pada umumnya telah melebihi 
batas minimal yaitu 1,5; bahkan, beberapa 
kategori pembudidaya menunjukkan RPP 
lebih besar dari 2,5. 

Sebuah kultur yang menganggap laki-laki 
sebagai satu-satunya pelaku ekonomi rumah 
tangga, atau sebaliknya mengasumsikan 
bahwa sektor produktif tertentu hanya dapat 
dilakukan oleh perempuan, merupakan 
sebuah budaya yang membentuk profil gender 
tertentu, yang pada gilirannya dapat berakibat 
pada pendapatan rendah. Kebijakan tertentu, 
misalnya yang mengandung substansi 
rekayasa sosial budaya dapat merubah profil 
gender semacam itu, yang apabila dapat 
diimplementasikan dengan baik maka akan 
dapat berdampak pada ekonomi masyarakat 
yang bersangkutan menjadi lebih sehat. Ini 
berarti bahwa pada dasarnya permasalahan 
kemiskinan kultural dapat ditransformasikan 
menjadi persoalan struktural, yang 
penanganannya pun diupayakan secara 
struktural. 

Penelitian-penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa banyak kebijakan dan 
program pemerintah untuk pemberdayaan 


nelayan tidak berdampak maksimal karena 
kurang memanfaatkan peluang untuk 
mengoptimalkan peran gender. Sebagai 
contoh, menurut penelitian Balai Besar Riset 
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
(Anonim, 2007), disebutkan bahwa program- 
program pemberdayaan nelayan pada 
umumnya hanya dibangun atas asumsi- 
asumsi bahwa peningkatan pendapatan 
nelayan dapat terlaksana melalui penguatan 
aktivitas-aktvitas ekonomi yang dilakukan oleh 
kaum laki-laki. Sementara itu, pada bagian lain 
dari penelitian yang sama, disimpulkan bahwa 
banyak potensi perempuan / istri nelayan yang 
belum termanfaatkan dengan baik. 

Berdasarkan di atas, kajian mengenai 
peran gender dalam rumah tangga dalam 
kaitannya dengan peningkatan pendapatan 
nelayan pada khususnya, dan kesejahteraan 
mereka pada umumnya, menjadi sangat 
relevan. Penelitian sebagaimana dilaporkan 
dalam makalah ini ditujukan untuk mengkaji 
aspek-aspek gender pada rumah tangga 
nelayan contoh, yaitu kasus Brondong (Kab 
Lamongan) dan Koto Tangah (Kota Padang), 
dan menarik kesimpulan tentang hal-hal yang 
dapat dijadikan dasar bagi terformulasikannya 
kebijakan baru dalam hal peningkatan 
pendapatan nelayan. Diantara aspek-aspek 
yang dikaji, aspek penting di antaranya adalah 
aspek penghambat dan penunjang strategi 
gender dalam rangka peningkatan 
pendapatan nelayan. 


Il. METODOLOGI PENELITIAN 


Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Lamongan (Nelayan Brondong), Jawa Timur 
pada bulan April 2007 dan Kota Padang 
(Nelayan Koto tangah) Sumatera Barat pada 
bulan Juni 2007. Penentuan lokasi ini 
ditentukan secara sengaja dengan alasan 
bahwa lokasi tersebut mewakili lokasi yang 
menerima program bantuan modal yang 
responsif gender (Kota Padang) dengan lokasi 
yang menerima program bantuan modal yang 
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tidak responsif gender (Lamongan). 
Lamongan dipilih karena merupakan sentra 
perikanan tangkap wilayah Jawa Timur. 


Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang diambil adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer yang 
diambil meliputi karakteristik dan kegiatan 
individu dalam keluarga untuk melihat 
perbandingan peran gender dalam keluarga. 
Selain itu juga diambil data mengenai 
karakteristik masyarakat dan kondisi sosial 
budaya masyarakat yang dianut. Kondisi 
sosial budaya tersebut dipandang sebagai 
cerminan beberapa faktor utama untuk melihat 
aturan-aturan masyarakat yang berkaitan 
dengan peran gender. Data sekunder yang 
mendukung adalah data atau laporan hasil 
penelitian sebelumnya yang terkait dengan 
masalah pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Penelitian ini menggunakan metode 
survai dengan teknik wawancara langsung 
terhadap sumber data. Penggalian informasi 
mengenai profil kegiatan, akses dan kontrol 
terhadap sumberdaya dilakukan dengan 
wawancara terstruktur yaitu dengan 
menggunakan panduan pertanyaan 
(kuesioner) dan pengamatan langsung secara 
alami dalam kehidupan sehari-hari 
(naturalistic observation). Penentuan 
responden dilakukan secara purposif sesuai 
dengan tujuan penelitian. Sebanyak 60 
keluarga menjadi responden terpilih dengan 
kriteria pemilihan atau mengutamakan 
responden yang terbuka dalam menjelaskan 
aktivitas mereka dalam keluarga dan 
masyarakat. 


Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan analisis gender, yaitu proses 
yang dibangun secara sistematis untuk 
mengidentifikasi dan memahami pembagian 
kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses 
dan kontrol terhadap sumber-sumber daya 
pembangunan, partisipasi dalam proses 
pembangunan dan manfaat yang mereka 
nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan 


perempuan yang timpang, yang didalam 
pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor 
lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku 
bangsa (Anonimous, 2004). 

Menurut Ervita dan Puji Utami (2007), 
gender tidak hanya meliputi pembedaan peran 
saja, tetapi juga mencakup pembedaan 
wilayah, status, dan pensifatan. 


a) Pembedaan peran dalam hal pekerjaan 

Misalnya, laki-laki dianggap pekerja 
produktif dan perempuan pekerja reproduktif. 
Kerja produktif adalah jenis pekerjaan yang 
menghasilkan uang (dibayar). Kerja 
reproduktif adalah kerja yang menjamin 
pengelolaan dan reproduksi (termasuk di 
dalamnya adalah mengurusi pekerjaan rumah 
tangga dan mengasuh anak). 


b) Pembedaan wilayah kerja 

Misalnya, laki-laki berada di wilayah 
publik (di luar rumah) dan perempuan berada 
di wilayah domestik (di dalam rumah/ruang 
pribadi). 


c) Pembedaan status 

Misalnya, laki-laki berperan sebagai 
subyek, sebagai aktor utama, dan perempuan 
sebagai obyek atau pemain figuran 


(pelengkap). 


d) Pembedaan sifat 

Misalnya, perempuan dilekati dengan 
sifat dan atribut feminin misalnya halus, sopan, 
kasih sayang, cengeng, penakut, emosional, 
“cantik”, memakai perhiasan dan cocoknya 
berkain panjang atau rok. Sementara laki-laki 
dilekati sifat maskulin misalnya, kuat, berani, 
keras, rasional, kasar, gagah, tegas, berotot 
dan aktif. Sifat ini bisa di pertukarkan. 

Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan tujuan untuk 
menjelaskan data aktual yang didapat secara 
mendalam meliputi: 1). Profil kegiatan (siapa 
melakukan apa); 2). Profil akses dan kontrol 
terhadap sumberdaya (siapa memiliki dan 
memutuskan apa); 3). Evaluasi profil kegiatan 
keluarga yang mempengaruhi akses dan 
kontrol dalam keluarga. 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Dan Potensi Perikanan Laut 

Usaha penangkapan ikan laut di 
Kabupaten Lamongan terpusat di perairan 
Laut Jawa pada wilayah Kecamatan Brondong 
dan Kecamatan Paciran yang memiliki 5 (lima) 
Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari 
arah timur ke barat (Weru, Kranji, Brondong, 
Labuhan dan Lohgung). Dilihat dari 
produksinya paling tinggi adalah Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Brondong yang 
mencapai kurang lebih 100 ton/hari, 
dibandingkan dengan keempat pangkalan 
pendaratan ikan yang lain (Weru, Kranji, 
Labuhan dan Lohgung) yang hanya mencapai 
10 ton/hari (Anonymous, 2006). 

Berdasarkan hasil survei diketahui jenis 
alat tangkap yang dioperasikan di Kabupaten 
Lamongan yaitu purse seine, payang, gillnet, 
tramel net, pancing prawe dan lainnya. Alat 
tangkap yang dominan adalah alat tangkap 
payang karena pengoperasiannya sesuai 
dengan kondisi di perairan laut utara Jawa, 
namun jika dilihat dari nilai produktivitas yang 
tertinggi adalah alat tangkap purse seine. Tipe 
kapal yang ada rata-rata adalah tipe perahu 
ijo-ijo dengan bentuk dasar U dan tipe purse 
seine serta sebagian kecil menggunakan 
kapal motor dengan tipe skoci. 

Alat tangkap yang digunakan oleh 
nelayan Padang antara lain: tonda, Payang, 
Gillnet dan Pancing. Kapal motor paling 
banyak dioperasikan (518 unit), sedangkan 
perahu tanpa motor (PTM) 354 unit dan 
perahu motor tempel (PMT) 427 unit. Total 
produksi ikan di Kota Padang sebanyak 
14.000 ton/tahun sedangkan kebutuhan ikan 
20.000 ton/tahun (asumsi tingkat konsumsi 25 
kg/kapita/tahun), jadi kekurangan 6.000 ton 
tahun, kekurangan tersebut dipasok dari 
Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 
Padang Pariaman serta dari propinsi tetangga 
yaitu Medan (Sibolga) dan komoditas yang 
potensial adalah ikan tuna, kerapu dan 
kepiting. Komoditas ekspor untuk Sumatera 
Barat dalah tuna bisa mencai 100 ton pertahun 


sedangkan kebutuhan Jepang dan negara- 
negara lain seperti Singapura, Korea, 
Hongkong sebesar 200.000 ton per tahun, jadi 
pasar ekspor masih terbuka luas. Potensi 
perikanan yang dimiliki perairan Lamongan 
dan Padang sudah cukup untuk dijadikan 
lahan mencari penghidupan/pendapatan. 

Pendapatan nelayan tidaklah pasti setiap 
bulannya, hal ini di sebabkan oleh kondisi 
musim dan alam yang ada di perairan. Pada 
saat musim ikan, nelayan mendapatkan hasil 
tangkapan yang berlimpah sehingga 
pendapatan yang diterimapun juga meningkat. 
Sedangkan pada musim paceklik, pendapatan 
nelayan menurun. Selain faktor musim, hasil 
tangkapan juga dipengaruhi oleh alat tangkap 
yang digunakan nelayan. Sebanyak 96,67% 
perempuan nelayan Padang bekerja di sektor 
perikanan sedangkan hanya 10% perempuan 
nelayan Brodong yang terlibat di sektor 
produktif. Sebaran tingkat pendapatan dapat 
dijelaskan pada Tabel 1. 

Modal merupakan hal penting dalam 
melakukan setiap usaha, nelayan juga 
membutuhkan modal untuk usaha 
penangkapannya. Pada nelayan Brondong 
yang memiliki aneka ragam alat tangkap, tentu 
berpengaruh pada besar kecilnya modal yang 
dibutuhkan. Modal tertinggi pada alat tangkap 
Purse seine dan pancing. Aset produktif 
nelayan padang tergolong rendah karena 
menggunakan alat tangkap gillnet dan mini 
purse seine dengan ukuran kapal di bawah 
10GT. 


Profil Kegiatan (Aktivitas) Gender Dalam 
Keluarga dan Masyarakat 

Profil kegiatan ini melihat pembagian 
kerja antara laki-laki dan perempuan dalam 
keluarga. Pembagian kerja dibedakan menjadi 
3, yaitu kegiatan reproduksi atau rumah 
tangga (domestik), kegiatan produksi dan 
kegiatan sosial. Keterlibatan istri nelayan 
Padang di sektor produktif menghasilkan 
pendapatan sedangkan istri nelayan 
Lamongan tidak menghasilkan pendapatan 
karena dianggap membantu pekerjaan suami. 
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Tabel 1. Tingkat Pendapatan Responden di Kabupaten Lamongan dan Kota Padang, 2007. 
Table 1. Respondent Income Level in the Lamongan District dan Padang, 2007. 


Lamongan Padang 
Kisaran Rata-rata Pendapatan Suami Istri Suami Istri 
(Rp/bulan)/ Range Of Income — (orang&#e)/  (orang&%) (orang&%)  (orang&%) 
Average (IRD/Month) Husband Wife (person Husband Wife (person & 

(person & %) & %) (person & %) %) 
Tidak berpenghasilan/ No 0 27 (90) 0 1(9,33) 
income 
< Rp 800.000,- 6 (20) 0 5(1667) 1⁄6 (53,33) 
Rp 800.000,- - Rp 1.200.000,- 9 (30) (10) 11(36,67) 2 (6.67) 
Rp 1.200.000,- - Rp 1.600.000,- 4 (13,33) 0 14 (46,67) 10 (33,33) 
Rp 1.600.000,- - Rp 2.000.000,- 5 (16,67) 0 0 1(3,33) 
> Rp 2.000.000,- 6 (20) 0 0 0 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Tabel 2. Nilai Aset Produktif Responden di Kabupaten Lamongan dan Kota Padang, 2007. 
Table 2. Respondent Productive Asset Value in the Lamongan District and Padang, 2007. 


Nilai aset (Rp) / Asset Value Jumlah Responden / Number of Responden (n/%) 


No. (IRD) Lamongan — 
1. < 57.317.000 13 (43,33) 0 (100) 
. 57.317.000 — 114.634.000 7 (23,34) “0 00) 
3. 2 114.635.000 10 (33,33) a 00) 
Total 30 (100) 0 (100) 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Waktu luang lebih banyak dimiliki oleh istri 
nelayan Brondong dan nelayan Padang yang 
dapat dilihat pada Tabel 3. Pada masyarakat 
nelayan Brondong, terlihat laki-laki memiliki 


Profil Akses dan Kontrol 

Akses adalah suatu kesempatan atau 
peluang yang diperoleh untuk menggunakan 
atau memanfaatkan sumberdaya. Memiliki 


kesempatan belum tentu berarti memiliki 
wewenang untuk mengambil keputusan 
secara penuh terhadap sumberdaya. Kontrol 


beban lebih daripada perempuan, sebaliknya 
pada masyarakat nelayan Padang justru istri 
memiliki beban lebih dan beban ganda. 


Tabel 3. Curahan Waktu terhadap Profil Kegiatan Responden di Kabupaten Lamongan dan 
Kota Padang, 2007. 
Table 3. Spending Time of Respondent Activity Profile in the Lamongan District and Padang, 


2007. 
Curahan Waktu / Spent Time 
No Profil Kegiatan / Activity Lamongan Padang 
Profile Suami/ Istri/ Wife Suami/ 
Husband (%) (%) Husband (Yo) Istri! Wife (Yo) 
Kegiatan produktif 
U ; ; 11,1 3,17 10,90 5,55 
1. (jam/hari)/Productive (46,25) (13,21) (45,42) (23,13) 


activity (hours/day) 
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Tabel 3. lanjutan/ Table 3. continued 


Curahan Waktu / Spent Time 


No Profil Kegiatan / Activity Lamongan Padang 
Profile Suami/ Istri/ Wife Suami/ 
Husband (%) (%) Husband (So) Istri! Wife (Yo) 
Kegiatan domestik 13 3.57 0.39 6.91 
2. (jam/hari)/ Domestic : : j : 
activity (hours/day) (5,42) (14.88) ches) eet) 
Kebutuhan dasar 
3 keluarga (jam/hari)/ 7,24 8,32 7,24 7,60 
` Basic family need (30,19) (34,65) (30,15) (31,68) 
(hours/day) 
Aktivitas/Kkgiatan Sosial 1.96 148 0.67 0.83 
4. (jam/hari)/ Social activity ; / i 
(hours/day) (8,17) (6,17) (2,79) (3,46) 
5 Waktu luang (jam/hari)/ 24 7,47 4,80 3,11 
` Spare time (h/day) (10) (31,11) (20) (12,96) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


adalah penguasaan atau wewenang dalam 
mengambil keputusan, dalam hal ini 
seseorang telah memiliki wewenang yang 
penuh untuk mengambil suatu keputusan. 
Secara kuantitatif profil akses dan kontrol 
pada masyarakat nelayan di kedua lokasi 
terdapat pada tabel 4 dan 5. Pada kegiatan 
domestik, pengambilan keputusan dalam 
penyediaan menu pada nelayan padang dan 
lamongan merupakan mutlak keputusan istri. 
Keputusan dalam tabungan dan hal kesehatan 


keluarga nelayan Padang didominasi oleh istri 
(66,66%). 

Keputusan terhadap kegiatan produktif 
(pengelolaan usaha perikanan) pada nelayan 
Lamongan adalah mutlak dilakukan suami 
(100%). Berbeda dengan nelayan Padang, 
pengelolaan usaha perikanan ada campur 
tangan istri walaupun masih dominan suami 
(56,66). Tetapi dalam hal pengelolaan usaha 
pengolahan di Kota Padang di dominasi oleh 
istri (63,33%). Sedangkan istri nelayan 


Tabel 4. Pengambilan Keputusan dalam Aktifitas Domestik Responden di Kabupaten 


Lamongan dan Kota Madang, 2007 


Table 4. Decisión Making in Domestic Respondent Activities in the Lamongan District and 


Padang, 2007. 


n (%) 
N Aktifitas Domestik/ Dominasi Istri/ Wife Suami + Istri/ Dominasi Suami/ 
Domestic Activity Domination Husband + Wife Husband Domination 
Lamongan Padang Lamongan Padang Lamongan Padang 
1 Penyediaan 30 30 0 0 0 0 
makanan/ Food (100) (100) 
serving 
2 Pendidikan anak/ 0 8 21 21 9 1 
Children education (26,66) (70) (70) (30) (3,33) 
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Tabel 4. lanjutan/ Table 4. continued 


n (%) 
No Aktifitas Domestik/ Dominasi Istri/ Wife Suami H Istri/ Dominasi Suami/ 
Domestic Activity Domination Husband + Wife Husband Domination 
Lamongan Padang Lamongan Padang Lamongan Padang 
3 Kesehatan 7 (23,33) 10 14 18 9 2 (6,66) 
anggota keluarga/ (66,66) (46,67) (60) (30) 
Family health 
4 Tabungan 2 10 28 18 2 2 (6,66) 
keluarga/ Family (6,67) (66,66) (93,33) (60) (6,67) 
saving 
5 Pengadaan 0 9 10 15 20 6 
peralatan rumah (30) (33,33) (50) (66,67) (20) 
Tangga/ 
Household 
equipment supply 
6 Reproduksi/ 2 7 25 23 0 0 
Reproduction (6,67) (23,33) (83,33) (76,66) 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 


Tabel 5. Pengambilan Keputusan dalam Aktifitas Publik Responden di Kabupaten 
Lamongan dan Kota Padang, 2007. 

TTable 5. Decisión Making in Respondent's Public Activities in the Lamongan District and 
Padang, 2007. 


n (%) 
No Aktifitas Produktif/ Dominasi Istri/ Wife Suami + Istri/ Dominasi Suami/ 
` Productive Activitty Domination Husband+ Wife Husband Domination 
Lamongan Padang Lamongan Padang Lamongan Padang 
| Sena rei 0 is 5 14 T ° 
a: (43,33) (53,33) (46.66) (46,67) (10) 
investment 
2 Pengelolaan usaha 
. : . 2 11 30 17 
perikanan/ Fisheries 0 (6,66) 0 (36,66) (100) (56,66) 
business management 
3 Pengelolaan usaha 
pengolahan/ 0 19 0 11 0 0 
Processing business (63,33) (36,66) 
management 
Pe 0 2 IA 2 
(6,66) (10) (70) (66,67) (23,33) 
management 
5 Sosial 
kemasyarakatan/ Í 2 22 20 1 5 


Pal aja (3,33) (16,66) (73,33) (66,66) (3,33) (16,66) 


Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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Brondong berkontribusi 
perikanan (66,67%). 


pada usaha non 


Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan 
Budaya Masyarakat Nelayan 

Masyarakat nelayan di kedua lokasi 
penelitian menunjukkan adanya kapasitas 
untuk menerima konsep atau pengetahuan 
yang datang dari luar. Sebagai contoh, para 
nelayan pada umumnya telah memahami 
wilayah perairan yang dijadikan lahan 
penangkapan, berikut alat tangkap sesuai 
dengan kondisi perairan tersebut. Masyarakat 
juga memahami pentingnya konsep 
kelestarian lingkungan sumberdaya, seperti 
tercermin dari berjalannya berbagai peraturan 
tentang penggunaan alattangkap. 

Namun, hal tersebut belum tercermin 
pada masalah gender. Persepsi peran gender 
pada masyarakat nelayan masih belum 
dipahami secara mendalam. Hasil wawancara 
dengan responden menunjukkan masih 
adanya anggapan pembagian tugas rumah 
tangga berdasarkan seks dan fisik laki-laki dan 
perempuan. Selain tertuang pada respon 
wawancara, hal ini juga tergambarkan pada 
kehidupan sehari-hari, dimana tugas laki-laki 
cenderung terarah pada sektor produktif 
sedangkan perempuan pada sektor domestik. 
Kondisi yang lebih nyata ditemukan pada 
kasus Brondong, untuk kasus Koto Tangah, 
disamping melakukan tugas domestiknya, 
hampir semua responden perempuan nelayan 
juga terlibat aktif di sektor produktif. 

Secara intuitif, kapasitas untuk menerima 


umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
sosial, termasuk di antaranya tuntutan 
ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dsb. 
Namun demikian, dari hasil pengamatan, 
pengaruh-pengaruh tidak tertangkap secara 
signifikan pada kasus di kedua lokasi. 
Sebanyak 63% nelayan Koto Tangah memiliki 
satu anak dan 60% nelayan Brondong 
memiliki 2-3 anak (Tabel 6). Lebih lanjut, 
menurut responden jumlah anggota keluarga 
harus direncanakan secara matang karena 
pertimbangan kemampuan ekonomi yang 
mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Lebih 
jauh, data menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan istri nelayan Brondong lebih tinggi 
dibanding di Koto Tangah (Tabel 7). Fakta 
menyangkut dua variabel sosial tersebut 
seharusnya mengarah pada pemahaman 
yang baik pada masyarakat istri nelayan 
Brondong dalam banyak hal, termasuk 
mengenai masalah gender, yang seharusnya 
pula termanifestasikan dalam keterlibatan istri 
yang lebih besar pada kegiatan usaha. 

Salah satu data yang dapat menjelaskan 
gejala seperti tercermin pada Tabel 6 dan 
Tabel 7 di atas adalah bahwa di Koto Tangah 
masyarakat mendapatkan imbas dari 
kebijakan yang lebih responsif gender. 
Dengan pembinaan usaha yang diarahkan 
pada dan terkait dengan 'pembedaan sifat', 
perempuan / istri nelayan di lokasi tersebut 
menemukan fungsi yang lebih tepat dalam 
usaha perikanan. Hal ini kemudian berdampak 
pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih 


berkarakter perempuan: struktur yang 


konsep, ide atau pengetahuan dari luar pada terbentuk sebagai akibatnya terdiri dari 


Tabel 6. Jumlah Anggota Keluarga Responden di Lamongan dan Kota Padang, 2007. 
Table 6. Number of Respondent's Family Members in the Lamongan District and Padang, 2007. 


n (%) 


Jumlah Anggota Keluarga ( orang)/ 


No Amount of Member's Family (man) Lamongan Padang 

1 <3 9 (30) 19 (63,33) 

2 4-5 18 (60) 6 (20,00) 

3 25 3 (10) 5 (16,67) 
Jumlah 30 (100) 30 (100) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
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Tabel 7. Tingkat Pendidikan Responden di Kabupaten Lamongan dan Kota Padang, 2007. 
Table 7. Education Level of Respondent in the Lamongan District and Padang, 2007. 


Lamongan Padang 
; Istri / Suami / Istri / 
e coa Day Suami / Husband Wife Husband Wife 
(n &%) (n &%) (n &%) (n &%) 
1 Tidak Sekolah/ Uneducated 1 1 0 0 
(3,33) (3,33) 
2 Tidak Tamat SD / Primary 3 4 15 10 
school drop out (10) (13,33) (50) (93,33) 
3 Tamat SD/ Primary school 17 12 10 9 
graduate (56,67) (40) (33,33) (30) 
4 Tidak Tamat SLTP / Junior 1 3 0 4 
High School drop out (3,33) (10) (13,33) 
5 Tamat SLTP / Junior High 5 8 2 2 
School graduate (16,67) (26,67) (6,67) (6,67) 
6 Tidak Tamat SLTA / Senior 1 1 3 2 
High School drop out (3,33) (3,33) (10) (6,67) 
7 Tamat SLTA / Senior High 2 1 0 3 
School graduate (6,67) (3,33) (10) 
8 Tidak Tamat PT / University 0 0 0 0 
drop out 
9 Tamat PT / University 0 0 0 0 
graduate 
Total 30 30 30 30 
(100) (100) (100) (100) 
Sumber: Data Primer Diolah, 2007/Source : Primary Data Processed, 2007. 
komponen pekerjaan bakul ikan (20%), sistem, serta pengembangan regulasi di 


pedagang ikan olahan 13%, pengolah ikan 
30% dan lainnya (non perikanan) 23%. 
Responsif gender Di Brondong, sebaliknya, 
dengan tidak adanya kebijakan yang responsif 
gender, hanya terdapat 10% istri nelayan yang 
berpenghasilan, yang kesemuanya berprofesi 
sebagai bakul ikan. 


Optimalisasi Peran Gender Pada Rumah 
Tangga Nelayan 

Pemberdayaan masyarakat pesisir 
dilaksanakan dengan cara meningkatkan 
akses masyarakat terhadap modal, 
manajemen usaha, pasar, dan teknologi. 
Selain itu juga masyarakat diarahkan untuk 
mampu mengoptimalkan aksi kolektif dalam 
bentuk partisipasi, pengembangan organisasi, 
pengembangan kelompok, pengembangan 


antara mereka yang memberi dampak bagi 
kesejahteraan individu. 

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini 
tidak saja pemberdayaan kaum laki-laki 
namun juga perempuan dalam konteks 
keluarga. Alasan yang mendasari sangatlah 
konkret dimana dalam lingkungan nelayan 
jumlah penduduk perempuan cukup besar. 
Dan menggantungkan hidupnya baik secara 
ekonomis maupun ekologis terhadap 
sumberdaya perairan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

Gender adalah konsep tentang peran dan 
tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang 
dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran dan 
tanggung jawab yang dikonstruksikan 
masyarakat tersebut seringkali timpang dan 
tidak adil. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai 
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upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender. Negara kita telah 
menetapkan strategi untuk mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender dengan cara 
memasukkan atau mengintegrasikan aspek 
gender di dalam proses pembangunan 
nasional. Strategi tersebut disebut 
pengarusutamaan gender (gender 
mainstreaming), yang disingkat sebagai PUG 
dan pelaksanaannya diperkuat oleh Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 2000, selain itu ada 
landasan hukum lain yang mendukung upaya 
pemberdayaan perempuan termasuk wanita 
nelayan adalah: 

a) Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 
1995 tentang Peningkatan Peranan 
perempuan dalam Pembangunan 
Daerah. 

b) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
17 Tahun 1996 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan 
Program Peningkatan Peranan 
Perempuan Peranan perempuan 
dalam Pembangunan di Daerah. 
(Anonimous,2002.) 


Arahan Kebijakan 

Wacana pemberdayaan ekonomi 
perempuan banyak masuk melalui program 
pemberdayaan ekonomi nelayan. Walaupun 
secara khusus belum ditujukan untuk 
meningkatkan independensi perempuan. 
Diharapkan pendekatan yang digunakan 
dalam program-program pemberdayaan 
perempuan untuk meningkatkan akses dan 
kontrol perempuan terhadap sumberdaya 
ekonomi di tingkat rumah tangga (ruang 
domestik) dan di tingkat komunitas (ruang 
publik). 

Karena gender merupakan konstruksi 
sosial budaya maka gender tidak universal 
atau seragam melainkan relatif pada konteks 
sosial budaya masyarakatnya. Setiap 
perkembangan apa pun bentuknya akan 
diikuti dengan perubahan sosial yang lain, 
karena erat kaitannya dengan keadaan yang 
dimiliki manusia sendiri. Dalam kehidupan 


masyarakat selalu terjadi hubungan antara 
individu dengan individu, individu dengan 
kelompok serta individu dengan antar 
kelompok, dalam masyarakat yang 
menyebabkan dinamika dan suatu perubahan. 

Pelibatan perempuan pesisir dalam 
pembentukan kelompok pengajian, simpan 
pinjam, dan arisan menunjukkan bahwa 
perempuan terlibat di sektor publik. Kelompok 
pengajian, arisan dll merupakan kelompok- 
kelompok yang telah teruji soliditasnya, 
sehingga sentuhan program dan kebijakan 
yang tidak terlalu besar dapat diharapkan 
berkembang menjadi sesuatu yang 
berdampak signifikan. Situasi di lapangan 
mengindikasikan bahwa hal ini merupakan 
suatu yang realistis; di masyarakat nelayan 
Brondong, misalnya, kaum perempuan 
sebenarnya telah terkondisikan dengan 
pranata-pranata sosial seperti itu untuk 
berbagai aktivitas yang berfungsi ganda. 
Salah satunya adalah fungsi yang mengarah 
pada perannya untuk membantu mengatasi 
ketidakpastian penghasilan rumah tangga, 
meskipun masih terbatas pada cakupan yang 
sempit. Berdasarkan fakta ini dapat 
disimpulkan bahwa pemikiran dan tindakan 
kolektif sangat diperlukan untuk 
mengefektifkan strategi guna mengatasi 
kesulitan-kesulitan kehidupan. 

Salah satu bentuk pelibatan perempuan 
di dalam pembangunan berhubungan dengan 
peningkatan peran perempuan dalam wacana 
pemberdayaan ekonomi yang diupayakan 
melalui pengorganisasian perempuan dalam 
komunitas. Adapun tindakan-tindakan yang 
bisa dilakukan adalah peningkatan peran serta 
lembaga-lembaga pengembangan 
masyarakat yang ada mencakup tentang 
strategi peningkatan peran serta perempuan 
pesisir dan kelembagaannya dengan 
memperhatikan aspek-aspek teknis, ekonomi, 
sosial-budaya dan aspek pengelolaan 
sumberdaya serta penjabaran peranan tiap- 
tiap pemangku kepentingan dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat pesisir. 
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Tabel 8. Optimalisasi Peran Gender Pada Rumah Tangga Nelayan Kabupaten Lamongan 


dan Kota Padang. 
Table 8. Optimalization of Gender Role on Fishers' Family in the Lamongan District and 
Padang. 
Lokasi/ Kondisi Saat Ini/ Recent Peran Gender/ Optimalisasi Peran 


Location Condition Gender's Role Gender / Gender Role 
Optimalisation 
Lamongan 1.Program Akses hanya dimiliki 1. Perempuan juga 
pemberdayaan belum oleh laki -laki./ Access bisa memiliki akses 
responsif gender owned by men only usaha dilihat 
(hanya t ertuju pada kesamaan tingkat 
pemilik akses usaha)/ Budaya yang pendidikan. / 
Empowerment membentuk laki -laki Women have a 
program not gender sebagai satu -satunya business access 
responsive (targetted penghasil pendapatan based on equal 
to business access RT, perempuan tidak education level 
owner) di bayar walaupun dia 
2. Kegiatan usaha terlibat dalam usaha ./ 2. Perempuan yang 
perikanan selain Local culture terlibat dalam usaha 
penangkapan di determine that men harus diperhitungkan 
dominasi oleh laki - were the only family’s sebagai pekerja 
laki./ non catch income gainer, women yang harus dibayar. / 
Fisheries business were not paid even if Women that related 
dominated by men they were tied in to business must be 
productive activity considered as 
employee 
Padang 1.Program pemberda - 1. Akses dimiliki oleh 1. laki-laki bisa terlibat 
yaan sudah responsif suami dan istri. / dalam usaha 
gender (ada program Access was owned by pengolahan ikan 
pemberdayaan eko - husband and wife yang selama ini 
nomi produktif bagi hanya di kelola 
wanita nelayan). 1 2. Sama-sama terlibat perempuan./ Men 
Empowerment dalam produktif. / Both were linked to 
program is gender were associated in fisheries business 
responsive. productive activity 


2.Kegiatan penangka - 
pan dilakukan oleh 
laki-laki dan usaha 
pengolahan dilaku -kan 
oleh perempuan./ 
Catch fisheries was 
done by men and 
processing was done 
by women 


Laki-laki bisa 
melibatkan diri pada 
usaha pengolahan/ 
Men were allowed to 
linked to fi sheries 
business 


Seperti telah diungkapkan sebelumnya, 
hasil survai di lapangan menunjukkan bahwa 
hampir semua responden memiliki pemikiran 
yang cukup terbuka mengenai peranan suami 


dan istri dalam keluarga; ini berarti bahwa 
rekayasa sosial termasuk rekayasa gender 
bukan merupakan sesuatu yang mustahil. 
Namun, dari pengamatan terhadap aktivitas 
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kehidupan sehari-hari, dapat disimpulkan 
bahwa rekayasa dimaksud memerlukan 
upaya keras untuk meningkatkan pemahaman 
keluarga tentang peran gender dalam 
mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

Strategi pengarusutamaan gender ini 
harus diterapkan di seluruh proses lembaga 
pemerintah. Dengan kata lain, di dalam 
seluruh proses pembangunan (mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi pembangunan) harus 
mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan 
perempuan yang responsif gender. Tujuan 
PUG adalah terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspektif 
gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender dalam kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Proses pengarusutamaan gender 
memerlukan data terpilah antara perempuan 
dan laki-laki, serta kemampuan analisis 
gender sehingga menghasilkan sebuah 
perencanaan pembangunan serta anggaran 
yang responsif gender (Anonimous,2004). 

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, maka 
perempuan pesisir perlu ditingkatkan kualitas 
dan kemandiriannya sehingga perempuan 
pesisir dapat menjadi mitra sejajar pria yang 
harmonis yang tidak saja berperan dalam 
keluarga tetapi juga dalam pembangunan 


perikanan dan pembangunan bangsa secara 
keseluruhan. Dikaitkan dengan pelaksanaan 
pembangunan yang semakin dilandaskan 
pada kapasitas sumberdaya manusia, maka 
pembinaan sumberdaya manusia perempuan 
pesisir sudah menjadi keharusan seiring 
dengan perkembangan kemajuan secara 
global. 

Secara harfiah setiap anggota keluarga 
ingin menikmati kesejahteraan hidup tetapi 
masyarakat nelayan Brondong tidak tahu 
harus dimulai darimana dulu. Disamping itu 
ada kemauan keras dari masyarakat untuk 
hidup lebih baik. Masyarakat terlebih dahulu 
membentuk kelompok kerja bersama untuk 
lebih memudahkan akses terhadap informasi 
dan modal. Selain itu jika usaha dilakukan 
bersama, resiko-resiko usaha akan terasa 
sangat kecil. Pendampingan oleh instansi 
terkait juga dilakukan untuk kontrol kualitas 
dan kontinuitas usaha yang sudah dilakukan. 
Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk 
pendampingan usaha hingga masyarakat bisa 
melakukan kegiatan tersebut secara mandiri 
dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat 
yang lainnya. 

Dalam hal jenis-jenis kegiatan produktif 
yang berpotensi untuk dikembangkan di 
kalangan perempuan nelayan, hasil survai di 
lapangan berhasil menginventarisasikannya. 
Tabel 9 merangkum beberapa di antara 
kegiatan-kegiatan produktif potensial tersebut. 


Tabel 9. Jenis Kegiatan Produktif (Usaha Perikanan) yang Dapat Dilakukan Untuk Mengisi 
Waktu Luang di Kabupaten Lamongan. 
Table 9. Type of Productive Activity (Fisheries Effort) Which Enable to Fill in Free Time in the 


Lamongan District. 
No Keterangan/ Kendala/ Constraint Solusi/ Solution 
Information 
1 Permodalan/ Capital Modal besar/ Big Capital Membentuk KUB untuk 


memudahkan akses 
terhadap informasi dan 
modal/ Build a communal 
business group to open 
access of infor mation and 


capital 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.3 No.2, 2008 211 


Tabel 9. lanjutan/ Table 9. continued 


No Keterangan/ Kendala/ Constraint Solusi/ Solution 
Information 
2 Pengetahuan mengenai Tidak memiliki ketrampilan/ Adanya Pelatihan dan 


aspek teknis dan variasi Low skill 
produk/ Knowledge in 

technical aspects and 

product variation 


3 Pemasaran/ Marketing 


Tidak memiliki pangsa 
pasar/ No market access 


ketrampilan dari instansi 
terkait/ Training from related 
institution 


Instansi menjembatani/ 
menjadi perantara antara 

produsen dengan konsumen / 
Government institution act as 
a link between producer and 


consumer 
4 Kelembagaan Kurang aktifnya tenaga Melakukan penataan 
penyuluh/ Counceling penyuluh dalam melaku - kelembagaan penyuluh/ 
institution kan pendampingan/ Revitalization of councelling 
inactive councellor in institution 
councelling activity 
5 Keberlanjutan dan Tidak ada kelanjutan Monitoring dan evaluasi yang 
diversifikasi usaha / latihan/ No training dilakukan secara berkala / 
Business continuity and continuity Regular monitoring and 
diversivication evaluation 
IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI pengolahan perlu dilibatkan. Karena gender 


KEBIJAKAN 


Keterlibatan istri nelayan Padang di 
sektor produktif menghasilkan pendapatan 
sedangkan istri nelayan Lamongan tidak 
menghasilkan pendapatan karena dianggap 
membantu pekerjaan suami. Pada 
masyarakat nelayan Brondong, terlihat laki- 
laki memiliki beban lebih daripada perempuan, 
sebaliknya di masyarakat nelayan Padang 
justru isrti memiliki beban lebih dan beban 
ganda. Keputusan di sektor domestik di 
dominasi oleh istri sedangkan keputusan di 
sektor produktif nelayan Lamongan di 
dominasi suami dan di masyarakat nelayan 
Padang adalah keputusan bersama. 

Optimalisasi peran gender pada 
masyarakat nelayan Brondong perlu dilakukan 
melalui pelibatan peran perempuan 
sedangkan pada masyarakat nelayan 
Padang, peran suami dalam usaha 


merupakan konstruksi sosial budaya maka 
gender tidak universal atau seragam 
melainkan relatif pada konteks sosial budaya 
masyarakatnya. Maka arahan kebijakan yang 
sesuai untuk neyalan Brondong adalah 
pemberdayaan ekonomi perempuan karena 
mereka memiliki waktu luang 7,47 jam/hari 
(31,11%). Sedangkan untuk masyarakat 
nelayan Padang, pemberdayaan lebih kearah 
peningkatan pemahaman konsep gender 
dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. 
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IDENTIFIKASI FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENGADOPSIAN PAKET 
TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG DI TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN. 


Achmad Azizi dan Hikmah' 
ABSTRAK 


Riset ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan dalam pengadopsian paket teknologi budidaya udang telah dilakukan pada tahun 
2006 di kabupaten Tanah Laut, lokasi riset adalah Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan 
Selatan. Riset Ini menggunakan metoda survey. Data yang dikumpulkan dalam riset ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan 
kuesioner terstruktur kepada responden, Jumlah responden dalam riset ini adalah 30 orang. 
Disamping itu dalam riset ini untuk mengali informasi melibatkan pembudidaya udang, tokoh 
masyarakat, kelembagaan terkait dan Dinas Perikanan setempat serta observasi lapangan. 
Hasil Riset menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempangaruhi pengambilan keputusan 
secara diskriptif adalah 66,66 % keputusan diambil secara individu. Akan tetapi apabila dilihat 
dari karakteristik internal hasil analisis statistk, koefisien korelasi (rs) faktor faktor yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengadopsian paket teknologi budidaya udang 
adalah umur ( 0,820”), pendidikan formal (0,529), tingkat pendapatan (0,821**), 
kekosmopolitan (0,785**), pengalaman berusaha (0,660), pola nafkah (0,744**)dan tingkat 
kepercayaan (0,486*). Kemudian apabila dilihat dari faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi 
adalah keuntungan (0,789**), mudah untuk diusahakan (0,493*), referensi group (0,724), 
akses modal (0,747**) dan ketersediaan informasi. (0,818**). Hal ini memperlihatkan bahwa 
faktor tersebur mempunyai hubungan yang erat pengambilan keputusan 


Kata Kunci : Faktor Pengadopsian, Budidaya, Paket Teknologi, Udang, Internal dan Eksternal. 


Abstract: Indentification of Factor Enfluencing to Decision Making Process in the Adoption of 
Shrimp Culture Technological Package in the Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 
By: Achmad Azizi and Hikmah. 


This research aimed to study factors enfluencing decision making process in adopting 
technological package of shrimp culture in 2006. The research was done in Tanah Laut, the 
district in South Kalimantan. The research used survey method, Primary and secondary data 
were used in this study. Primary data were collected by interview using structured questionaire 
to 30 respondents, consisting of shrimp farmer, informal social leader and related institution. 
Result of the study showed that factors that influence decision making were taken individually 
(66,66%). Moreover, it can be seen from internal characteristic of coefficient corelation statistic 
by which, factors that influence decision making in shrimp culture technology package adopting 
were age (0,820**), formal education (0,529), income level (0,821**), cosmopolitan (0,785*"), 
capital access (0,747**) and information availibility (0,818**). It showed that those factors have a 
tight relationship with decision making business. 


Keyword : Adopting Factors, Culture, Technology Package, Shrimp, Internal And External. 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta 10260 
Telp. 021 53650162/Fax. 021 53650159 
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I. PENDAHULUAN 


Kabupaten Tanah Laut merupakan salah 
satu kabupaten di kalimantan yang 
memdapatkan introduksi peket teknologi 
budidaa ikan berkisar pada tahun 2005. 
Sedangkan Program Intensifikasi 
Pembudidayaan Ikan dimulai pada tahun 2002 
(INBUDKAN), program ini merupakan salah 
satu program utama dalam pembangunan 
perikanan budidaya yang tujuannya adalah 
untuk meningkatkan mutu produksi dan 
produktifitas usaha pembudidayaan ikan 
secara efesien dan berkelanjutan. Dalam 
pelaksanaannya, program INBUDKAN 
diarahkan pada gerakan bersama dari 
berbagai pihak terkait untuk mengembangkan 
usaha pembudidayaan ikan dan dilaksanakan 
atas dasar kerjasama antar anggota kelompok 
pembudidaya ikan (POKDAKAN) sebagai 
peserta program didalam kawasan. 

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal 
Budidaya diketahui bahwa pelaksanaan 
program inbudkan belum menunjukkan hasil 
yang diharapkan baik dalam pencapaian luas 
areal budidaya maupun hasil produksi. 
Sedangkan hasil riset mengungkapkan 
bahwa tingkat adopsi paket teknologi 
budidaya udang di beberapa lokasi Inbudkan 
tingkat adopsi teknologi masih dalam kategori 
sedang, hal ini dikarenakan lebih dari 50 % 
responden tidak mengikuti aturan paket yang 
dianjurkan (Erlina, dkk 2003), didampng itu 
sering terjadi Dissonansi (Ketidakselarasan) 
antara paket anjuran dengan pelaksanaan 
yang dilakukan oleh pembudidaya ini 
menyebabkan tingkat keberhasilan 
pelaksanaan inbudkan tidak sesuai dengan 
yang diharapkan. 

Rendahnya tingkat adopsi diopengaruhi 
oleh beberapa masalah seperti tingkat 
pengetahuan yang masih rendah, pekerjaan 
yang turun temurun, akan tetapi menurut 
Subagio dalam Istina (1988) mengemukakan 
bahwa prilaku komunikasi petani selalu 
berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan 
informasi teknologi usahatani sebagai bahan 


pertimbangan untuk mengambil keputusan 
inovasi. Tahapan dalam pengambilan 
keputusan inovasi terdiri dari tahap 
pengenalan, tahap persuasi, tahap keputusan, 
tahap implementasi dan tahap konfirmasi. 
Sedangkan menurut Rogers dan Shoemaker 
(1971) pengambilan keputusan dipengaruhi 
oleh faktor internal yang berasal dari petani 
dan faktor eksternal yang berada diluar kendali 
petani. Jika terdapat perbedaan antara sikap 
seseorang terhadap inovasi dengan 
keputusan yang dibuatnya maka terjadilah 
dissonansi (ketidakselarasan) inovasi. 
Dissonansi inovasi merupakan tipe 
ketakselarasan kognitif yang khusus, dan 
menurut penyelidikan Festinger bahwa ada 
kecenderungan untuk mengurangi 
ketakselarasan itu (Hanafi, 1981). 

Beranjak dari permasalah diatas tersebut 
di atas, maka perlu dilakukan kajian yang 
mendalam tentang faktor-faktor 
mempengaruhi dalam proses pengambilan 
keputusan mengadopsi paket teknologi. 
Selain itu untuk memberi gambaran tentang 
bagaimana pembudidaya udang. Gambaran 
proses pengambilan keputusan tersebut 
diharapkan bisa dijadikan bahan 
pertimbangan bagi metode transfer teknologi 
yang harus dilakukan oleh penyuluh Riset ini 
bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor 
yang berhubungan dengan pengambilan 
keputusan dalam pengadopsian paket 
teknologi budidaya udang. 


Il. METODOLOGI 


Kerangka Pemikiran 

Kebijakan pemerintah dalam membuat 
program intensifikasi budidaya udang di 
tuangkan dalam bentuk petujuk teknis 
intensifikasi budidaya udang sebagai satu 
paket teknologi yang dianjurkan yang telah di 
bakukan dalam Standar Nasional Indonesia 
(SNI). Didalam proses tranformasi teknologi 
ini, bagaimana mekanisme transfer teknologi 
tersebut hingga sampai dan dapat diterima 
masyarakat pembudidaya udang juga sangat 
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dipengaruhi oleh karakteristik internal dan 
eksternal masyarakat (bagaimana respon 
masayarakat, pemahamannya terhadap suatu 
masalah, bagaimana dia mencari informasi 
untuk memecahkan masalah dan bagaimana 
penilaian alternif solusi), hingga sampai pada 
tahap pengambilan keputusan penerapan 


paket teknologi budidaya udang. Dari proses 
tersebut akan dikaji apakah terjadi dissonansi 
inovasi (ketidakselaran inovasi). 

Secara diagramatis kerangka pemikiran 
pengambilan Keputusan Pengadopsian Paket 
Teknologi Budidaya Perikanan dapat dilihat 
pada gambar 1. 


Faktor Eksternal -Interna/ 
External-Internal Factory 


Kinerja kebijakan/ 
program inbudkan/ 
Policy Performance 


Kinerja teknologi inbudkan 
(paket Teknologi) / 


Tr Technology Package 
` A 
Pencairan Informasi/ Penerpan Paket Teknologi Oleh 
( N Information Process Masyarakat / 
Kinerja proses diseminasi/ Application of Technology by 


Performance of 
dissemination Process 


Proses Adopsi/ 
Process of Adoption 


Respon Masyarakat/ 
Community Response 


Pemahaman Masalah/ 
Problem Knowledge 


Penilaian Alternatif/ 
Alternative Judgement 


—>| Pengambilan Keputusan Teknologi/ 
Technological Decision Making 


Comumnity 


Selaras/ tidak Selaras/ 
Coherent/Incoheent 


Dampak terhadap kondisi sosial, 
ekonomi dan ekologi/ 
Social, Economical & Ecological 


Impact 


Gambar 1. Kerangka Pemikiran Riset Dissonansi Inovasi Pengambilan Keputusan 
Adopsi Teknologi Perikanan Budidaya. 
picture 1. Research Framework for Innovation Dissonance of the Decision Making on 


Adopting Aquaculture Technology. 


Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Lokasi 
Riset 

Pelaksanaan riset kajian faktor-faktor 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
pengadopsian paket teknologi budidaya 
udang dilakukan pada tahun 2006 lokasi riset 
ditentukan berdasarkan kondisi bahwa daerah 
tersebut merupakan daerah introduksi paket 
teknologi Perikanan Budidaya yang 
dituangkan dalam Program Intensifikasi 
Pemudidayaan Ikan (Inbudkan). Selain itu 


lokasi tersebut merupakan lokasi yang 
diharapkan dapat memberikan gambaran 
perkembangkan budidaya udang. Adapun 
lokasi tersebut adalah kabupaten Tanah Laut 
Propinsi Kalimantan Selatan. 


Populasi Riset dan Teknik Pengambilan 
Contoh 

Program Inbudkan komoditi udang 
pembudidaya udang yang aktif melakukan 
usaha budidaya di lokasi riset. Sehingga 
populasi risetadalah. 
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Sample diambil secara stratified random 
sampling, dengan klasifikasi yang menjadi 
acuan adalah jenis teknologi INBUD udang 
yang dikenalkan yaitu teknologi sederhana 
(U1), madya (U2). 


Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam riset ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara 
menggunakan kuesioner terstruktur kepada 
responden, dan Focus Group Discussion yang 
melibatkan pembudidaya udang, tokoh 
masyarakat, kelembagaan terkait dan Dinas 
Perikanan setempat serta observasi 
lapangan. Data primer yang dikumpulkan yang 
dapat memepengaruhi pengadopsian paket 
teknologi adalah meliputi umur, tingkat 
pendidikan, pengalaman usaha, pendapatan, 
pola nafkah dan kekomospolitan, sedangkan 
data sekunder dikumpulkan dari laporan 
tahunan dan statistik Dinas Perikabnan 
Propinsi dan kabupaten dan laporan-laporan 
hasil riset sebelumnya. 


Analisa Data 

Data yang dikumpulkan, ditabulasi dan 
kemudian dianalisis menurut kebutuhan 
dalam pembahasan. Dalam riset ini digunakan 


dua pendekatan analisis yang berbeda: 
Pertama, untuk mengetahui tipe pengambilan 
keputusan pembudidaya untuk mengadopsi 
paket teknologi perikanan budidaya dan 
menganalisis terjadinya dissonansi inovasi 
pengguna teknologi perikanan digunakan 
pendekatan analisis deskriptif dan Kedua, 
untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan antar peubah dalam setiap 
tahapan tipe pengambilan keputusan inovasi 
digunakan uji statistik non parametrik Rank 
Spearman (rs). 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Profil Tanah Laut 

Lokasi areal tambak udang INBUDKAN di 
Kalimantan Selatan terkonsentrasi di tiga (3) 
kabupaten yaitu Kabupaten Kota Baru, Tanah 
Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Perincian 
sasaran pelaksanaan kegiatan program 
intensifikasi pembudidaya udang pada tahun 
2005 dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 


Paket Teknologi 

Paket Teknologi yang dianjurkan dari 
program INBUDKAN adalah teknologi Itensif 
(U1), Semi itensif (U2), dan tradisional (U3). 
Namun teknologi yang digunakan masyarakat 


Tabel 1. Keragaan Pelaksanaan Program Intensifikasi Pembudidaya Udang 2005. 
Table 1. Performance of the Shrimp Culture Intensification, 2005. 


Realisasi Areal/ Realisasi Produksi! 


No anal x an Areal Relatation Produck Realitation 
ejency echnolgy (ha) (ton) 

U1 500 200 

1. Kotabaru U2 1.000 900 
Jumlah/Total 1.500 1.100 

U1 1.126 450 

2. Tanah Laut U2 888 800 
Jumlah/Total 2.014 1.250 

U1 376 150 

3. Tanah Bumbu U2 500 450 
Jumlah/Total 876 600 

Jumlah/Total 4.390 2.950 


Sumber: Sub Dinas Produksi dan Pengembangan Teknologi (2005)/ 
Source : Sub Intecifition of Technology Development and Production(2005). 
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petani tambak di Kalimantan Selatan 
khususnya di Kabupaten Tanah Laut hanyalah 
teknologi tradisional (U1). Sebelumnya pada 
tahun 2002, mereka pernah melakukan 
budidaya udang dengan teknologi semi 
intensif (U2), tetapi mengalami kegagalan. Hal 
ini disebabkan oleh hama penyakit virus white 
sport. Sehingga petani tambak banyak sekali 
mengalami kerugian. Akhirnya, masyarakat 
lebih suka menggunakan teknologi tradisional. 
Selain dari segi biaya produksi yang masih 
terjangkau oleh petani tambak, juga 
pengelolaannya juga tidak membutuhkan 
tenaga kerja yang banyak. 

Berkaitan dengan penerapan inovasi 
baru, para petani tambak di Kalimantan 
Selatan sudah sangat terbuka dan ingin 
mencoba. Namun demikian, banyak faktor 
yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
para petani tambak untuk menerapkan 
teknologi anjuran dari INBUDKAN. 


Tipe Pengambilan Keputusan di Tanah Laut 

Pengambilan keputusan senantiasa ada 
dan diperlukan dalam kegiatan sehari-hari 
baik tingkat individu, kelompok, kelurga, 
maupun organisasi. Atmosudidjo (1982) 
mengemukakan bahwa pengambilan 
keputusan adalah aktivitas pemilihan diantara 
sejumlah kemungkinan untuk menyelesaikan 
suatu masalah, pertentangan atau 
kebimbangan. Keputusan adalah hasil dari 
proses pengambilan keputusan. Dalam 
kaitannya dengan inovasi. Rogers,1983 
mengemukakan bahwa ada 3 tipe 
pengambilan keputusan terhadap inovasi 
yakni: 1). Suatu pengambilan keputusan yang 
mandiri, dalam arti keputusan pemilihan untuk 
adopsi atau menolak inovasi, diambil oleh 
seseorang secara bebas, lepas dari 
keputusan anggota sistemnya (faktor 
prediposisi individu itu sendiri), 2). 
Pengambilan keputusan secara kolektif, 
karena pemilihan untuk melakukan adopsi 
atau menolak inovasi adalah hasil keputusan 
bersama diantara anggota sistem, 3). 
Pengambilan keputusan oleh penguasa, 


karena keputusan untuk menerima atau 
menolak inovasi dibuat oleh beberapa individu 
yang mempunyai kekuasaan dan status, atau 
oleh para ahli dibidang teknologi. 

Dalam proses pengambilan keputusan 
untuk menerima atau menolak suatu paket 
teknologi perlu adanya tipe personal untuk 
memerankan berbagai peran dalam dalam 
pola adopsi difusi teknologi. Personal tersebut 
berperan satu sama lain untuk membantu 
membuat keputusan menerima atau menolak 
adopsi inovasi. Tipe personal tersebut adalah 
Inovator, Pembicara (Talker), Opinion Leader 

Inovator, pembicara (talker), dan opinion 
leader mempunyai peran yang sangat penting 
dalam proses pengambilan keputusan 
menerima atau menolak untuk mengadopsi 
teknologi, dan ketiga tipe personal tersebut 
juga sangat berpengaruh untuk meminimalisir 
terjadinya dissonansi inovasi. 

Berkaitannya dengan proses adopsi 
teknologi budidaya udang, tipe pengambilan 
keputusan sangat mempengaruhi kecepatan 
adopsi. Jika keputusan adopsi dilakukan 
secara individu (mandiri) akan relatif lebih 
cepat dibanding pengambilan keputusan 
berdasarkan keputusan bersama (kelompok). 
Disamping itu, proses pengambilan keputusan 
untuk mengadopsi teknologi budidaya udang 
sebaiknya secara normal dengan tidak 
mengambil jalan pintas atau melekatkan 
tahap-tahap dalam proses adopsi. 

Dalam penelitian ini, ada enam jenis 
keputusan inovasi teknologi budidaya udang 
yang menjadi parameter yaitu : 1) keputusan 
jenis teknologi yang digunakan, 2) keputusan 
konstruksi tambak, 3) keputusan pemberian 
pakan, 4). keputusan dalam pengendalian 
penyakit, 5) keputusan panen, dan 6) 
keputusan pemasaran. Secara deskriptif, tipe 
pengambilan keputusan yang dibuat oleh 
petani tambak udang di masing-masing lokasi 
penelitian adalah sebagai berikut: 

Teknologi yang digunakan masyarakat 
petani tambak di Kabupaten Tanah Laut 
adalah teknologi tradisional (U1). 
Sebelumnya pada tahun 2002, mereka pernah 
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melakukan budidaya udang dengan teknologi 
semi intensif (U2), akan tetapi untuk 
mengalami kegagalan yang disebabkan 
terserangnya oleh hama penyakit virus white 
sport, sehingga petani tambak banyak sekali 
mengalami kerugian. Akhirnya, masyarakat 
lebih suka menggunakan teknologi tradisional. 
Selain dari segi biaya produksi yang masih 
terjangkau oleh petani tambak, juga 
pengelolaannya juga tidak membutuhkan 
tenaga kerja yang banyak. Tipe pengambilan 
keputusan pada tahapan budidaya udang 
yang dilakukan petani tambak udang di Tanah 
Laut, tergambar pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa 
66,66 % pengambilan keputusanpenerapan 
paket teknologi diambil secara individu, yaitu 
keputusan dalam menentukan jenis teknologi 
yang digunakan, pemberian pakan, waktu 
panen dan jalur pemasaran. Keputusan 
dalam menentukan jenis teknologi yang 
digunakan dan pemberian pakan diserahkan 
kepada petambak karena berkaitan dengan 


kemampuan petambak dalam hal finasial dan 
keterampilan yang dimiliki oleh masing- 
masing petambak. Sedangkan keputusan 
menentukan waktu panen dan pemasaran 
lebih ditentukan oleh kebiasaan petambak 
selama ini. Umumnya mereka sudah 
mempunyai jalur pemasaran sendiri dengan 
spesifikasi hasil panen yang telah disepakati 
antara pembeli dan petambak, sehingga 
mereka tidak memerlukan intervensi dari pihak 
lain. 

Keputusan dalam menentukan kontruksi 
tambak dilakukan petambak berdasarkan 
pada petunjuk dari petugas program inbudkan, 
dalam hal ini adalah Tenaga Pendamping 
Teknologi (TPT) yang merupakan 
kepanjangan tangan dari pemerintah. TPT 
merupakan tenaga kontrak yang ditugaskan 
khusus untuk memfasilitasi kegiatan program 
Inbudkan di tingkat petambak. Kondisi ini 
didukung pula oleh karakter petambak udang 
Tanah laut yang sangat terbuka terhadap 
inovasi baru yang berkaitan dengan budidaya 


Tabel 2. Tipe Pengambilan Keputusan Penerapan Teknologi Budidaya Udang di 


Kabupaten Tanah Laut. 
Table 2. 
Tanah Laut District. 


Type of Decission Making on the Application of Shrimp Culture Technology in 


Jenis Keputusan/ Type of Decission 


Tipe pengambilan Keputusan/ 
Type of Decission Making 


Individu/ Kelompok/ Pemerintah/ 

Individual Group Government 
Keputusan dalam menentukan jenis 
teknologi yang digunakan/ v - - 
Decission on type of technology 
Keputusan dalam menentukan konstruksi 
tambak/ - - V 
Decission of pond construction 
Keputusan dalamPemeliharaan 
pemberian pakan/ Decission on culture V - - 
feeding 
Pengendalian penyakit/Disease control - V - 
Keputusan dalam menentukan panen/ 

= : V - - 
Decission on time of harvest 
Keputusan dalam pemasaran/ V 
Decission on marketing 
o 

Persentase/ Percentage (%)/ 66,66 16,67 16,67 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.3 No.2, 2008 219 


udang, namun karena keterbatasan modal 
mereka hanya melakukan budidaya udang 
sistem tradisonal (U1). 

Peranan Kelompok Tani Tambak dalam 
pengambilan keputusan adalah sebesar 16,67 
% yaitu pada tahap pengambilan keputusan 
dalam penanggulangan hama penyakit. Ketika 
terserang suatu penyakit petambak umumnya 
mendatangi kelompok tani dan saling 
bertukar pikiran dalam penanggulangannya. 
Biasanya apabila penyakit yang menyerang 
udang ditambak yang bersifat massal, artinya 
menyerang seluruh petambak dilokasi 
tersebut dan apabila petani dan Kelompok 
tidak bisa menangani maka mereka akan 
mengunjungi dinas terkait untuk 
mengkonsultasikannya. 


Hubungan Karakteristik Internal Dan 
Ekternal Dengan Pengambilan Keputusan 
Pengadopsian Paket Teknologi Budidaya 
Udang 

Hubungan karakteristik internal dan 
eksternal pempunyai peranan yang sangat 
penting dalam pengabilan keputusan 
pengadopsian paket teknologi yang 
dianjurkan. Menurut Jahi (1991) 
mengemukakan bahwa, proses adopsi inovasi 
adalah merupakan suatu proses pengambilan 
keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi, 
yaitu suatu sikap mental melalui proses 
seseorang mengetahui adanya suatu inovasi 
sampai saat ia membuat keputusan untuk 
mengadopsi atau menolak dan memperkuat 
keputusan tersebut. Dalam proses ini, banyak 
faktor yang mempengaruhinya, salah satunya 
adalah karakteristi individu. Akan tetapi 
menurut Soekarwati (1988) bahwa 
pengambilan keputusan, seseorang menolak 
suatu inovasi adalah banyak tergantung pada 
sikap mental dan perbuatan yang dilandasi 
oleh situasi intern orang tersebut (misalnya 
pendidikan, umur, dan sebagainya) serta 
situasi ekstrn atau situasi lingkungannya, 
misalnya frekuensi kontak dengan sumber 
informasi, kesukaan mendengarkan radio atau 
menonton televisi dsb. Hal Senada juga 


diungkapkan oleh Slamet (1978), beberapa 
karakteristik individu yang turut 
mempengaruhi cepat lambatnya proses 
adopsi meliputi : umur, pendidikan, status 
sosial, pola hubungan (lokalit vs 
kosmopolitan), keberanian mengambil resiko 
dan sikap terhadap perubahan. 

Hasil penelitian Latif (1995) menunjukkan 
bahwa faktor sosial ekonomi petani (tingkat 
pendidikan formal, pendidikan non formal, 
motivasi berusaha tani secara menetap, 
kekosmopolitan, dan pendapatan)dan sifat- 
sifat inovasi ternyata mempunyai hubungan 
yang nyata dengan tingkat adopsi petani 
tentang berusaha tani menetap. Berbeda 
dengan pendapat Dixon (1992), yang 
menyatakan bahwa terdapat beberapa sifat 
individu yang sangat berperan dalam 
mempengaruhi tingkat dan kecepatan adopsi 
inovasi, yaitu: prasangka interpersonal, 
pandangan terhadap kondisi lingkungan yang 
terbatas, sikap terhadap penguasa, sikap 
kekeluargaan, fatalisme, kelemahan aspirasi, 
hanya berpikir untuk hari ini, 
kekosmopolitness, kurangnya kemampuan 
berpikir kritis dan tingkat kemajuan 
peradabannya. 

Berdasarkan hasil analisis rank 
spearman, hubungngan faktor-faktor 
karakteristik Internal dan eksternal terhadap 
pengambilan keputusan pengadopsian 
teknologi budidaya udang pada masing- 
masing lokasi penelitian dapat dilihat pada 
tabel 3. 

Berdasarkan hasil analisis data korelasi 
rank spearman terhadap karakteristik internal 
dan eksternal responden di Kabupaten Tanah 
Laut Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor-faktor 
internal yang berhubungan dengan 
pengambilan keputusan adalah: faktor umur 
(rs=0.820**), pendidikan formal (rs=0,529**), 
pendapatan (rs=0,821**), pengalaman 
berusaha (rs=0.785**), kekosmopolitan 
(rs=0.660**), pola nafkah (rs=0.744**), tingkat 
kepercayaan (rs=0.486**) dan orientasi nilai 
(rs=0.876**). Sedangkan faktor karakteristik 
ekternal yang berpengaruh terhadap 
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pengambilan adalah keuntungan relatif 
(rs=0.789**), kemudahan untuk dicoba 
(rs=0.493, reference group (rs=0.724**), 
akses modal (rs=0.737**) dan ketersediaan 


sumber informasi (rs=0.818**). 


Faktor faktor Internal Dalam Pengambilan 
Keputuasan 

Dalam pengabilan keputusan 
pengadopsisn paket teknologi budidaya 
udang tidak hanya dilakukan dengan 
menggunakan analisis Rank Spearman, akan 
tetapi dilakukan dengan analisis secara 
diskriptif untuk melihat gambaran 
pengambilan keputusan seperti Faktor umur, 
tingkat pendidikan, Tingkat pendapatan, 
kekosmopolitan, pengalaman berusaha, pola 
nafkah dan tingkat kepercayaan. 


Tabel 3. Hubungan Karakteristik Internal dengan Pengambilan Keputusan Pembudidaya 


Umur 

Kisaran umur responden pembudidaya 
udang di Tanah Laut adalah 37-54 tahun 
dengan sebaran responden pembudidaya 
seperti pada tabel 4. 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa 
persentase umur responden pembudidaya 
yang tergolong dalam kategori sangat 
produktif adalah 75 %, tergolong usia produktif 
25 % dan tergolong kategori tidak produktif 0 
%. 

Umur responden pembudiya udang di 
Tanah Laut yang dominan tergolong kategori 
sangat produktif cenderung mempengaruhi 
pengambilan keputusannya untuk 
menggunakan teknologi yang dianjurkan. Hal 
ini didukung hasil analisis rank spearman yang 
memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi 


dalam Menerapkan Paket Teknologi INBUD Udang. 


Table 3. Relationship between Internal Characteristics and Decision Making of Shrimp Farmers 


in Appliying the Shrimp Culture Technology. 


Karakterisitik Individu/ 
Individual Characteristics 


Factor Internal/ Internal Factory 
Umur/Age 


Pendidikan Formal/Formal Education 
Pendapatan/Income 


Jumlah Tanggungan Keluarga / Family Members 
Pengalaman Berusaha Budidaya / Experience 


Kekosmopolitan/Cosmopolitance 
Pola Nafkah/ Earning Pattern 
Tingkat Kepercayaan/ Level of Trust 
Status Lahan/ Land Status 
Keberanian Mengambil Resiko/ 
Orientasi Nilai 
Faktor Eksternal/ External Factory 
Ciri Inovasi/ Inovation Characteristics 

- Keuntungan/Profit 

- Kesesuaian/Switability 

- Kemudahan untuk dicoba/Easiness 


Keikutsertaan dalam kelompok/Group Involvement 


Reference Group/ Group Reference 
Akses Modal/ Capital Access 


Ketersediaan sumber infomasi/Avilability of sourch of information 


Koefisien Korelasi (rs)/ 
Coefficent of Corelation 


0.820** 
0.529** 
0.821** 
-0.295 
0.785** 
0.660** 
0.744** 
0.486* 
0.193 
0.08 
0.002 


0.789** 
0.306 
0.493* 
0.021 
0.724** 
0.747** 
0.818** 
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Tabel 4. Keadaan Umur Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 4. Age Characteristics of Respondent of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 


No Kriteria/Criteria 


Sangat produktif / Higly Productive 
(25 —45 th) 
2 Produktif/Productive ( 46 th— 65 th) 
Tidak Produktif/ Non Productive ( < 25 
th dan > 65 th) 

Jumlah/ Total 


umur dengan pengambilan keputusan pada 
taraf uji 99% adalah (rs-0.535”). Ini artinya 
terdapat hubungan yang nyata antara umur 
dengan pengambilan keputusan inovasi. Hal 
ini mengindikasikan bahwa semakin produktif 
responden pembudidaya, semakin tinggi pula 
pengambilan keputusannya terhadap inovasi 
budidaya udang. Eratnya hubungan antara 
umur dengan pengambilan keputusan inovasi 
teknologi budidaya udang didugakarena usia 
responden pembudidaya udang di Tanah Laut 
tergolong kategori usia yang sangat produktif. 
Dimana pada usia ini, responden lebih banyak 
memiliki kemampuan dalam mempelajari, 
memahami, menerima dan mengadopsi suatu 
inovasi, serta peningkatan produktivitas 
kerjanya. 


Tingkat Pendidikan Formal 

Tingkat pendidikan responden di Tanah 
Laut pada umum hanya sampai tamatan 
Sekolah Menengah Pertama, hasil analisis 
secara diskriptif yang mencapai pendidikan 
formal di atas SLTA tidak ada, sedangkan 70 
% (14) responden memiliki pendidikan SLTP- 


Responden/ Respondents 


Jumlah!) Total Persentase/ Percentage (Yo) 
15 75 
5 25 
0 0 
20 100 


SLTA dan 30 % (6) responden memiliki 
pendidikan dibawah SLTP. Keadaan tingkat 
pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa 
persentase tingkat pendidikan responden 
pembudidaya udang di Tanah Laut yang 
tergolong kategori tinggi adalah 0%, sedang 
70 % dan rendah 30%. Pendidikan formal 
pembudidaya sebagai salah satu karakteristik 
individu juga terkait dengan pengetahuan, 
keterampilan dan produktivitas usaha 
budidaya udang. Responden yang 
mempunyai pendidikan yang lebih tinggi 
cenderung lebih dapat menerima dengan baik 
inovasi yang yang dianjurkan. Sedangkan 
responden yang berpendidikan lebih rendah 
keputusan inovasinya juga masih setengah- 
setengah. Seseorang yang memiliki 
pengetahuan dan kesadaran yang tinggi 
cenderung semakin tinggi juga keputusan 
inovasinya. Sehingga tinggi rendahnya 
pendidikan dapat menentukan tinggi tingkat 
pengambilan keputusan dalam pengadopsian 
paketteknologi. 


Tabel5 Keadaan Tingkat Pendidikan Formal Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table. 5. Formal Education Level of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 


No Kriteria/Criteria 


1 Tinggi /High(>SLTA) 

2 Sedang/ Medium (SLTP)- SLTA 

3 Rendah/Low (< SLTP) 
Jumlah/Total 


Responden/ Respondents 


Jumlah/Total Ma j 
0 0 

14 70 

6 30 

20 100 
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Berdasarkan hasil ananlisis rank 
spearman terdapat hubungan yang nyata 
antara tingkat pendidikan formal dengan 
pengambilan keputusan inovasi dengan nilai 
koefisien korelasi (rs=0.529**). Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan formal pembudidaya, semakin 
besar pula kecenderungan pembudidaya 
mengambil keputusan mengadopsi inovasi 
budidaya udang. Sehungga responden dapat 
dengan cepat untuk menentukan dalam 
pengambilan keputusan untuk menerima 
paket teknologi 


Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan responden 
pembudidaya di Tanah Laut berkisar antara 
Rp. 21.000.000,- sampai Rp.97.000.000,-. 
Dari kisaran tersebut rata-rata tinkat 
pendapatan pembudidaya tergolong kategori 
rendah. Keadaan tingkat pendapatan 
responden pembudidaya udang di Kabupaten 
Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 memperlihatkan bahwa tingkat 
pendapatan responden pembudidaya udang 
Tanah Laut lebih didominasi tingkat 
pendapatan rendah yaitu 80% responden 
berpenghasilan berkisar antara Rp 
21.000,000 sampai Rp.46.333.333. 
sedangkan tingkat pendapatan yang tinggi 
dan sedang masing-masing hanya 10%. . Hal 
ini disebabkan karena responden 
pembudidaya udang di Tanah Laut masih 
menggunakan teknologi sederhana (U1). 
Sehingga hasil yang didapat lebih sedikit 


dibandingkan dengan yang menggunakan 
teknologi madya (U2). Beberapa hal yang 
menjadi alasan pembudiaya udang di Tanah 
Laut tidak menggunakan teknologi Semi 
intensif dan intensif adalah karena 
keterbatasan modal, tidak mau mengambil 
resiko kerugian yang besar jika mengalami 
kekagagalan panen, tidak memiliki sarana 
dan prasarana yang lengkap untuk 
menerapkan teknologi maju. Penguatan 
modal dari pemerintah belum mencukupi 
biaya produksi untuk teknologi maju. 
Berdasarkan uji analisis statistik rank 
spearman terhadap responden di Tanah Laut 
menunjukkan bahwa tingkat responden 
pembudidaya udang memiliki hubungan yang 
nyata pada taraf 99% terhadap pengambilan 
keputusan dengan nilai koefisen korelasi 
(rs=0,821**). Hal ini mengindikasikan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendapatan 
pembudidaya, semakin besar pula 
kecenderungan pembudidaya dalam 
memutuskan mengadopsi inovasi. Sebagian 
inovasi budidaya udang memerlukan sarana 
yang berkualitas baik dalam jumlah tertentu 
sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Oleh 
sebab itu, semakin besar pendapatan 
pembudidaya semakin besar pula 
kesempatan dan kemampuan untuk 
menerapkan paketteknologi yang dianjurkan. 


Jumlah Tanggungan Keluarga 

Kisaran jumlah tanggungan keluarga 
pembudidaya udang adalah 2-7 orang. 
Sedangkan sebaran jumlah tanggungan 


Tabel 6. Sebaran Tingkat Pendapatan Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 6. Distribution Level of Income Respondents of Shrimp Culture in Tanah Laut. 


Responden/ Respondents 


No Kriteria/Creiteria Jumlah/  Persentase/ 
Total Presentage 
(%) 
1 Tinggi/High (Rp.71.666.667- Rp.97.000.000,-)/Thn 2 10 
2 Sedang/Medium (Rp. 46.333.334- Rp. 71.666.667)/Thn 2 10 
3 Rendah/Low (Rp.21.000.000- Rp.46.333.333)/Thn 16 80 
Jumlah/Total 20 100 
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Tabel 7. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pembudidaya Udang di Tanah 


Laut. 


Table 7. Distribution Family Member of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/Criteria Jumlah/ Persentase/ 
Total Presentage (%) 
1 Tinggi/High (>6 orang) 3 15 
2 Sedang/Medium (4-6 orang) 9 45 
3 Rendah/Low (1-3 orang) 8 40 
Jumlah/Total 20 100 


keluarga responden pembudidaya udang 
dapat dilihat pada tabel 7, Tabel 7 
menunjukkan bahwa jumlah tanggungan 
keluarga didominasi oleh kategori sedang 
dengan persentase 45 %. Sedangkan kategori 
rendah 40 % dan kategori tinggi 15 %. 

Jumlah tanggungan keluarga tidak 
memiliki hubungan yang nyata pada taraf uji 
99%. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisein 
korelasi (rs=-0.295). Dari nilai inimenunjukkan 
kecenderungan negatif, artinya semakin kecil 
jumlah tanggungan keluarga semakin 
respoden semakin ada kecenderungan 
pembudidaya udang mengambil keputusan 
inovasi secara mandiri. 


Pengalaman Berusaha 

Kisaran pengalaman responden 
pembudidaya udang adalah 7— 30 tahun. 
Sebaran pengalaman berusaha responden 
pembudidaya dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 
pengalaman berusaha responden 
pembudidaya udang didominasi kategori 


rendah dengan persentase 55% dan kisaran 
lama pengalaman adalah 1-10 tahun. 
Sedangkan kategori sedang 40% dengan 
kisaran lama pengalaman adalah 11-20 tahun 
dan kategori tinggi adalah 5% dengan kisaran 
lama pengalaman adalah 12-30 tahun. 

Hasil uji statistik rank spearman 
menunjukkan bahwa pengalaman berusaha 
berkorelasi nyata pada taraf uji 99%. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai koefesien korelasi (rs- 
0.785”). Ini berarti bahwa semakin lama 
pengalaman sesorang dalam melakukan 
usaha budidaya, semakin tinggi pula 
keputusan untuk inovasi teknologi. 


Tingkat Kosmopolitan 

Tingkat kekosmopolitan pembudidaya 
udang dapat dilihat pada tabel 9 

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat 

kekosmopolitan responden pembudidaya 
udang di Tanah Laut yang tergolong rendah 
adalah 0%, tergolong sedang 65 % dan 
tergolong tinggi 35 Yo. 


Tabel8. Sebaran Pengalaman Berusaha Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 8. Distribution of Business Experience of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/Creiteria Jumlah/Total — Persentase/Presentage 
(Z) 
1 Tinggi /High(21-30 tahun) 1 5 
2 Sedang/Medium (11-20tahun) 8 40 
3 Rendah /Low (1-10 tahun) 11 55 
Jumlah/Total 20 100 
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Tabel 9. Sebaran Tingkat Kekosmopolitan Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 9. Distribution Level of Cosmopolitance ofShrimp Farmerin Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/ Creiteria Jumlah/Total Persentase/Presentage 
(26) 
1 Tinggi/High(>10 kali) 7 35 
2 Sedang /Medium(4 — 10 kali) 13 65 
3 Rendah /Low(3 kali) 0 0 
Jumlah/ Total 20 100 


Berkaitan dengan pengambilan 
keputusan penerapan teknologi budidaya 
udang di Tanah Laut, dari hasil analisis rank 
sperman diketahui bahwa kosmopolitan 
berhubungan nyata pada taraf uji 99% dengan 
pengambilan keputusan responden terhadap 
inovasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 
korelasi (rs= 0.660”). Ini berarti bahwa 
pengambilan keputusan responden 
pembudidaya udang cenderung dipengaruhi 
oleh tingkat kekosmopolitan. 


Pola Nafkah 

Pola nafkah masyarakat pembudidaya 
Tanah Laut bertumpu pada satu usaha yakni 
budidaya udang. Ada beberapa responden di 
Tanah Laut mempunyai usaha disamping 
sebagai pembudidaya udang, yakni sebagai 
penampung dan pedagang udang. Dari pola 
nafkah yang bertumpu pada satu usaha 
budidaya, sangat memungkinkan responden 
untuk mengambil keputusan mengadopsi 
inovasi teknologi budidaya udang. Sebaran 
pola nafkah responden pembudiaya udang di 
Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 10. 


Tabel 10 menunjukkan bahwa responden 
yang memiliki usaha hanya bertumpu pada 
usaha budidaya sebesar 70 % sedangkan 
yang memiliki usaha budidaya dan non 
budidaya udang sebesar 30%. Ini berarti 
sebagian besar pola nafkah responden 
bertumpu pada usaha budidaya udang. 

Berkaitan dengan pengambilan 
keputusan penerapan teknologi budidaya 
udang, dari hasil analisis rank sperman 
diketahui bahwa pola nafkah berhubungan 
nyata pada taraf uji 99% terhadap 
pengambilan keputusan responden di Tanah 
Laut. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 
korelasi (rs= 0.744”). Ini berarti bahwa 
pengambilan keputusan responden 
pembudidaya udang cenderung dipengaruhi 
oleh pola nafkah. 


Tingkat Kepercayaan 

Tingkat kepercayaan responden 
terhadap suatu inovasi merupakan salah satu 
faktor seseorang mengadopsi suatu inovasi. 
Sebaran tingkat kepercayaan responden 
pembudidaya udang dapat dilihat di tabel 11. 


Tabel 10. Sebaran Pola Nafkah Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 10, Distribution of Respondents Income Pattern of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/Creiteria Jumlah! Total Persentase/ 
Presentage (%) 
1 Budidaya udang saja/Shrimp culture only 14 70 
2 Budidaya udang dan Non Budidaya udang/ 6 30 
Mixed culture 
Jumlah/Total 20 100 
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Tabel 11. Sebaran Tingkat Kepercayaan Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 11. Distribution of Confidence Levelof Shrimp Farmerin Tanah Laut . 


Responden/Respondents 


No Kriteria/ Creiteria Jumlah/ Total Persentase/ 
Presentage (%) 
1 Tinggi /high 3 15 
2 Sedang /Medium 13 65 
3 Rendah /Low 4 20 
Jumlah/Total 20 100 


Tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat 
kepercayaan pembudidaya udang didominasi 
katagori sedang dengan persentase 65%. 
Sedangkan peresentase kategori tinggi 
adalah 15% dan persentase kategori rendah 
adalah 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tingkat kepercayaan pembudidaya di Tanah 
Laut terhadap inovasi cukup tinggi. Sejauh ini 
responden pembudidaya cukup terbuka dan 
percaya dengan teknologi yang dianjurkan. 
Hanya kendala bagi pembuidaya udang di 
Tanah laut adalah modal. Sehingga selama ini 
mereka masih menggunakan paket teknologi 
tradisional (U1). Berdasarkan hasil analisis 
rank sperman, tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat kepercayaan dengan 
keputusan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai koefisen korelasi (rs-0,486”). Ini 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 
kepercayaan seseorang terhadap inovasi 
semakin tinggi pula tingkat pengambilan 
seseorang untuk mengadopsi inovasi. 


Keberanian Mengambil Resiko 

Tingkat keberanian mengambil resiko 
pembudiaya udang turut berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan 
pembudidaya dalam melakukan usaha 
budidaya udang. Di Tanah Laut, sebaran 
responden yang memiliki keberanian 
mengambil resiko dalam usaha budidaya 
dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa tingkat 
keberanian mengambil resiko responden 
pembudidaya udang di Tanah Laut didominasi 
oleh kategori sedang dengan persentase 
responden 55%, hal ini responden tidak mau 
mengalami kerugian ang sangat besar ang 
diakibatkan oleh serangan penakit. 
Sedangkan kategori rendah adalah 0 %, dan 
kategori tinggi 45 Yo. Meskipun pembudidaya 
udang di Tanah laut sering mengalami 
kegagalan, namun mereka tetap mau 
melakukan usaha budidaya udang. Karena 
menurut responden satu kali keberhasilan 


Tabel 12. Sebaran Responden Terhadap Tingkat Keberanian Mengambil Resiko Paket 
Teknologi Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 12. Respondent Distributiont on Risk Taking of Technological Package of Shrimp 


Farmerin Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/ Creiteria Jumlah/ Total Persentase/Presentage 
(%) 
1 Tinggi /High 9 45 
2 Sedang /Medium 11 55 
3 Rendah /low 0 0 
Jumlah/ Total 20 100 
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panen dapat menutupi biaya kerugian dua kali 
kegagalan panen. Namun tentu saja teknologi 
yang mereka gunakan bukan teknologi maju. 
Karena teknologi maju biaya operasional lebih 
tinggi. 

Dari hasi analisis rank sperman, tidak 
terdapat hubungan yang nyata pada taraf uji 
99% antara keberanian mengambil resiko 
dengan pengambilan keputusan inovasi. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 
(rs=0.08). Ini menigindikasikan bahwa dalam 
proses pengambilan keputusan inovasi 
teknologi budidaya udang, semakin berani 
seseorang mengambil resiko terhadap 
kegagalan dalam usaha budidaya udang 
bukan berarti semakin tinggi keputusan 
inovasinya. 


Orientasi Nilai 

Orientasi nilai adalah peninjauan untuk 
menentukan mengenai usaha budidaya yang 
dianggap baik dan buruk oleh seseorang 
sesuai dengan tujuan instrumental ekonomi. 
Sebaran orientasi nilai rensponden 
pembudidaya udang dapat dilihat pada tabel 
13. Tabel 13 memperlihatkan bahwa sebaran 
responden pembudidaya udang yang 
mempunyai orientasi nilai rendah adalah 0 %, 
sedang 100% dan tinggi 0 %. Artinya penilaian 
respoden terhadap inovasi budidaya udang 
yang dianjurkan cukup baik dan respek. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik 
rank spearman orientasi nilai tidak memiliki 
hubungan yang nyata terhadap keputusan 


dilihat dari nilai koefisien korelasi (rs=0,002). 
Artinya, nilai-nilai atau aturan yang ada pada 
masyarakat masih turut berperan dalam 
pengambilan keputusan inovasi budidaya 
udang. 


Sifat Inovasi 

Sifat inovasi yang diamati dilihat dari segi 
keuntungan relatif baik secara sosial maupun 
ekonomi, kesesuaian berdasarkan norma 
setempat maupun ide sejenis yang 
diperkenalkan, kerumitan dalam pelaksanaan 
inovasi dan kemudahannya yang dapat 
diamati hasilnya. Keadaan persepsi 
responden terhadap sifat inovasi teknologi 
budidaya udang dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14 menunjukkan bahwa persepsi 
responden pembudidaya terhadap inovasi 
didominasi oleh kategori sedang dengan 
persentase sebaran responden 80%. Artinya 
bahwa, apresiasi pembudidaya udang di 
Tanah Laut terhadap inovasi teknologi 
budidaya sudah cukup baik. meskipun dalam 
penerapan paket teknologi budidaya udang 
tersebut masih banyak kendalanya seprti 
modal. Uji analisis statistik rank spearman 
menunjukkan bahwa sifat inovasi (keuntungan 
relatif, kesesuaian, kemudahan) berhubungan 
positif dengan pengambilan keputusan 
inovasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 
korelasi keuntungan relatif (0,789%**), 
keseuaian (0,306) dan kemudahan untuk 
dicoba (0,439”). Artinya bahwa sifat inovasi 
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 


responden pada taraf uji 99%. Hal ini dapat proses pengambilan keputusan inovasi 
Tabel 13. Sebaran Orientasi Nilai Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 13. Distribution of Respondent Value Orientation of Shrimp Farmer in Tanah Laut. 
Responden/Respondents 
No Kriteria/Criteria Jumlah/ Total Persentase/ 
Presentage (Yo) 
1 Tinggi /High(19-25) 0 0 
2 Sedang / Medium (13-18) 20 100 
3 Rendah /Low (5-12) 0 0 
Jumlah/ Total 20 100 
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Tabel 14. Sebaran Responden Menurut Persepsinya Terhadap Sifat InovasiTeknologi 


Budidaya Udang di Tanah Laut. 


Table 14. Respondent Distribution on Their Perception of Shrimp Culture Technology 


Innovation in Tanah Laut. 


Responden/ Respondents 


No Kriteria/Criteria Jumlah/Number  Persentase/Presentage 
(%) 
1 Tinggi / High 0 0 
2 Sedang /Medium 16 80 
3 Rendah /Low 4 20 
Jumlah/Total 20 100 


teknologi. Hal ini dapat terjadi karena 
bagaimanapun, responden pasti akan tertarik 
dan mau memutuskan menerima inovasi 
sepanjang inovasi tersebut menguntungkan 
dan sesuai bagi mereka terutama secara 
ekonomis menambah dapat menambah 
pendapatan mereka. 


Keikutsertaan Dalam Kelompok 

Hampir seluruh responden pembudidaya 
udang di Tanah Laut ikut bergabung dalam 
kelompok pembudidaya. Hal ini dapat dilihat 
dari sebaran keikutsertaan responden dalam 
kegiatan kelompok pembudidaya pada tabel 
15. Tabel 15 menunjukkan bahwa responden 
sebaran responden yang terlibat dalam 
kegiatan kelompok pembudidaya yakni 90% 
tergolong kategori tinggi. Sedangkan Kategori 
persentase kategori sedang adalah 10% dan 
kategori rendah 0%. Kelompok tani di Tanah 
laut cukup mempunyai peranan dalam 


membantu pembudidaya dalam memecahkan 
masalah budidaya terutama yang menyangkut 
masalah hama penyakit. Hasil analisis rank 
sperman menunjukkan bahwa Tidak terdapat 
hubungan yang nyata pada taraf 99% antara 
sering keikutsertaan responden dalam 
kelompok dengan pengambilan keputusan 
inovasi budidaya udang. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai koefisien korelasi (rs=0,021). Ini 
berarti semakin sering seseorang ikut serta 
dalam kegiatan kelompok, bukan menentukan 
semakin tinggi pula keputusannya untuk 
mengadopsi teknologi budidaya udang. 


Akses Modal 

Modal merupakan salah satu penentu 
pembudidaya dalam melakukan usaha 
budidaya udang. Dimana untuk menerapkan 
satu paket teknologi yang dianjurkan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Keadaan akses modal responden 


Tabel 15. Sebaran Keikutsertaan Responden Pembudidaya Udang dalam kelompok di 


Tanah Laut. 


Table 15. Respondent Distribution of Group ofAttendance of Shrimp Culture in Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/Criteria Jumlah/ Total Persentase/Presentage 
(%) 
1 Tinggi /High 19 90 
2 Sedang /Medium 1 10 
3 Rendah /Low 0 0 


Jumlah/Total 


20 100 
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pembudidaya udang di Tanah Laut dapat 
dilihat pada tabel 16. 


dengan keputusan yang buatnya (Rogers 
dalam Hanafi, 1981). 


Tabel 16. Sebaran Akses Modal Responden Pembudidaya Udang di Tanah Laut. 
Table 16. Distribution of Capital Access of Shrimp Farmerin Tanah Laut. 


Responden/Respondents 


No Kriteria/Criteria 
Jumlah/Total Pe penah Ta 
o 
1 Mudah/ Easy 0 0 
2 Agak Sulit / Medium 6 30 
3 Sulit / Hard 14 70 
Jumlah/ Total 20 100 


Tabel 16 datas menunjukkan bahwa 70 % 
responden pembudiaya mendapat kesulitan 
dalam mengakses modal ke perbankkan. 
Sedangkan 30% responden menyatakan agak 
sulit untuk mengakses modal ke perbankan. 
Keadaaan ini tidak membantu pembudidaya 
dalam memecahkan kesulitan permodalan. 
Meskipun ada bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah, namun tidak mencukupi untuk 
biaya operasional budidaya udang. Hasil 
analisis rank sperman menunjukkan bahwa 
adanya hubungan yang signifikan antara 
akses modal dengan pengambilan keputusan 
responden untuk mengadopsi inovasi 
budidaya udang. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
koefisien korelasi (rs=0,747**) yang 
menunjukkan adanya hubungan yang nyata 
antara akses modal dengan pengambilan 
keputusan inovasi. 


Dissonansi (Ketidakselarasan) inovasi 

Jika terdapat perbedaan antara sikap 
seseorang terhadap inovasi dengan 
keputusan yang dibuatnya, maka terjadilah 
dissonansi inovasi. Dissonansi inovasi 
merupakan tipe ketidakselarasan kognitif. 
Ketidakselarasan adalah kenyataan 
psikologis yang dapat menimbulkan 
seseorang merasa tidak nyaman dengan 
keputusan yang dibuatnya, sehingga timbul 
sikap yang berbeda terhadap suatu inovasi 


Pada kasus penerapan teknologi 
budidaya udang, dissonansi inovasi 
(ketidakselarasan inovasi) terjadi pada setiap 
lokasi penelitian. Ketidakselarasan inovasi ini 
sangat jelas terlihat dari penerapan paket 
teknologi yang tidak utuh oleh masyarakat 
pembudidaya udang. Berdasarkan hasil 
penelitian, ada beberapa aspek yang 
menyebabkan terjadinya dissonansi 
(ketidakselarasan) inovasi antara lain: aspek 
kelembagaan, aspek teknologi, dan aspek 
karakteristik masyarakat. 


Aspek Kelembagaan 

Strategi pembangunan kelautan dan 
perikanan yang dipicu oleh inovasi teknologi 
perikanan menuntut perlunya kelembagaan 
teknologi perikanan yang kondusif bagi 
penemuan teknologi tepat guna dan efektif 
dalam mendiseminasikan teknologi baru. Isu 
pokok dalam penataan kelembagaan 
teknologi perikanan ini ialah bagaimana 
merancang tata hubungan antara tiga 
subsistem utama kelembagaan teknologi, 
yaitu; lembaga riset/penelitian, lembaga 
penyuluhan dan prktisi agribisnis. Dalam hal 
ini terdapat tiga alternatif model kelembagaan 
teknologi (Uphotl, 1995, lacy, 1995) yaitu 
model vertikal, model horizontal dan model 
triangular. Pada model vertikal, lembaga riset/ 
penelitian bertugas untuk mendapatkan 
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terobosan teknologi, setelah dilakukan 
pengujian dan adaptasi, teknologi yang telah 
siap guna selanjutnya diserahkan kepada 
lembaga penyuluhan, yang selanjutnya 
melakukan upaya diseminasi kepada para 
praktisi agrisbisnis dan pengguna akhir 
teknologi tersebut. Pada model vertikal ini 
lembaga riset tidak berinterkasi dengan 
praktisi agribisnis yang menjadi klien utama. 
Disamping itu, organisasi-organisasi internal 
di dalam subsistem lembaga penyuluhan dan 
lembaga riset/peneelitian juga berbentuk 
vertikal. Interaksi antar subsitem hanya 
berlangsung diantara pimpinan lembaga 
sehingga peneliti maupun penyuluh lapangan 
bekerja berdasarkan pengarahan dari atas ke 
bawah (top down). Pola kelembagaan seperti 
inilah yang cenderung digunakan di indonesia 
hingga sampai saat ini. Pada hakekatnya, 
model ini didasarkan pada upaya penyediaan 
teknologi tanpa memperhatikan ketepat- 
gunaannya. 

Kelembagaan teknologi 
model vertikal tidak memungkinkan bagi 
peneliti untuk mengetahui kebutuhan 
pengguna/stakeholder maupun bagi 
pengguna/stakeholder untuk menyampaikan 
kebutuhannya kepada para peneliti. Pada 
kelembagaan model vertikal interaksi anatara 
pengguna (pembudidaya), penyuluh dan 
peneliti praktis tidak mungkin secara 
langsung. Dengan demikian kelembagaan 
teknologi model vertikal tidak cocok pada 
pembangunan agroindustri karena peluang 
untuk timbulnya ketidaksesuaian anatara 
teknologi yang dibutuhkan dengan yang 
ditemukan peneliti sangat besar, selain itu 
waktu yang dibutuhkan dalam proses 
penyampaian (diseminasi) teknologi terlalu 
lama. Berikut bagan alir yang 
menggambarkan kelembagaan teknologi 
model vertik 

Pada model horizontal, alih teknologi 
bersifat "pengiriman ke luar” bukan ”ke- 
bawah”. Sub sistem lembaga pebnelitian 
bernaung dalam struktur organisasi 
yangterpisah dari subsistem penyuluhan, 


pengguna teknologi/ stakeholder yang sudah 
berpendidikan dan mampu secara ekonomis, 
berhubungan langsung dengan penyuluh atau 
peneliti. Bahkan pengguna teknologi tersebut 
menyediakan dana bagi peneliti untuk 


mendapatkan teknologi yang dibutuhkannya. 


Lembaga Penelitian/ 
Research Institution 


Lembaga Penyuluhan/ 
Councellry Institution 


[4 


Pengguna Teknologi/ 
Technology User 


Gambar 4. Kelembagaan Teknologi Model Vertikal. 
Ficture 4. Institutional of Vertical Model Technology. 


Dalam model ini praktis hanya cocok di 
negara-negara maju yang penggunanya 
sudah berpendidikan tinggi dan memiliki skala 
usaha yang cukup besar 

Pada model triangular, pengguna 
teknologi/ stakeholder diperlakukan sebagai 
mitra sejajar dari para peneliti dan penyuluh 
dalam proses penelitian, disseminasi, dan 
penerapan teknologi. Pengguna teknologi, 
penyuluh dan peneliti berkomunikasi secara 
interaktif dan langsung sebagai mitra kerja 
yang sejajar. Pengguna teknologi ikut serta 
dalam mengarahkan program penelitian, 
sehingg teknologi yang dihasilkan instansi 
riset sesuai dengan kebutuhan nyata dan 
dapat didiseminasikan hasilnya secara cepat. 
Peneliti juga bekerjasama langsung dengan 
pengguna teknologi/ stakeholder dan 
penyuluh dalam mengidentifikasi 
permasalahan yang dihadapi dan maupun 
dlam penerapan teknologi baru. Berikut bagan 
yang menggambarkan kelembagaan model 
triangulasi 

Berdasarkan hasil penelitian, aspek 
Kelembagaan merupakan salah satu faktor 
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Peneliti/ 
Research 


Councellor 


Penyuluh/ E 


Pengguna teknologi/stakeholder/ 
Technology User 


Gambar 5. Kelembagaan Teknologi Model Horizontal. 
Figure 5. Institutional of Horizontal Model of Technology. 


Peneliti/ 
Research 


Penyuluh/ 
Councellor 


PenggunaTeknologi/stakeholder / 


Technoloy User 


Gambar 6. Kelembagaan Model Triangulasi. 
Ficture 6. Institution of Triangulation Model. 


yang menyebabkan tejadinya dissonansi 
inovasi. Aspek kelembagaan ini terdiri dari 
Kelembagaan pemerintah, kelembagaan 
Penyuluh dan kelembagaan 
penunjang/kelembagaan masyarakat. 


IV.KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 
Hasil riset menujukkan bahwa tipe 
pengambilan keputusan dalam pengadopsian 
paket teknologi budidaya udang pada masing- 
masing lokasi penelitian cenderung pada 
pengambilan keputusan secara individu. 
Dilihat dari persentase pengambilan 
keputusannya di Tanah Laut 66,66 persen 
dilakukan secara individu, 16,67 persen 
diintervensi kelompok dan pemerintah. 
Faktor-faktor yang berhubungan dengan 
proses pengambilan keputusan adopsi inovasi 
adalah faktor umur, pendidikan, pendidikan 
formal, pendapatan, pengalaman berusaha 
budidaya, kekosmopolitan, pola nafkah, 
tingkat kepercayaan, orientasi nilai dan 


IMPLIKASI 


keberanian mengambil resiko, keuntungan 
relatif, kesesuaian dan kemudahan untuk 
dicoba, reference group, akses modal dan 
ketersediaan sumber informasi. 
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PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PENGGUNAAN 
ENERGI ALTERNATIF UNTUK MELAUT. 


Mira’ dan Riza Zulkarnen? 


ABSTRAK 


Tujuan dari tulisan ini difokuskan untuk mengkaji persepsi masyarakat pesisir (nelayan) terhadap 
penggunaan energi alternatif untuk melaut, selain itu juga akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
nelayan untuk mengganti solar dengan biodiesel dalam mengatasi kelangkaan BBM. Lokasi penelitian 
yang dipilih adalah Cilacap dan penelitian dilakukan pada tahun 2006. Dari hasil pengolahan data, sebesar 
72,50 persen nelayan mempunyai persepsi yang tinggi (positif) terhadap keberadaan biodiesel sebagai 
energi alternatif dalam mengatasi kelangkaan BBM. Persepsi nelayan yang rendah (negatif) akan 
menghambat pelaksanaan program desa nelayan mandiri energi, sedangkan persepsi yang tinggi (positif) 
merupakan dukungan dalam mencapai tujuan program desa nelayan mandiri energi. Terdapat 27,50% 
nelayan yang masih ragu-ragu tentang keberadaan biodiesel. Menurut nelayan keberadaan biodiesel 
belum tentu harganya lebih murah dibanding solar. Ada juga responden yang meragukan kualitas biodisel. 
Ada tiga faktor yang sangat mempengarugi responden dalam proses keputusan pembelian biodiesel harga, 
kualitas (keamanan), dan distribusi. Pada uji signifikansi 0,05 hasil analisis Spearman memperlihatkan 
adanya hubungan yang sangat tinggi (derajat asosiasi tinggi) antara harga dengan keputusan membeli 
biodisel, yaitu sebesar 1 (nilai koefisien korelasi), artinya semakin murah harga biodisel maka semakin 
besar keinginan responden untuk mengganti solar dengan biodiesel. Faktor distribusi menunjukkan 
adanya korelasi yang rendah, yaitu sebesar -0, 293 pada uji signifikansi 0,05. 


Kata Kunci: Persepsi, Biodiesel. 


Abstract: Coastal Community Perception to Use Alternative Energi for Fishing. By: Mira and 
Riza Zulkarnen. 


This paper was focused on analyzing the coastal community perception on the use of alternative 
energy for fishing, as well as the factors influencing the fisher to substitute diesel fuel by biodiesel to 
overcome the high cost problem of fossil fuel. Research was conducted in Cilacap in 2006. The results 
showed that 72,50% of fishers indicated a high perception (positive) to biodiesel as alternative energy while 
27,50% of fisher were uncertained to the use of biodiesel. According to fishers biodesel price was not lower 
then the solar price.Some fishers were also doubted to the quality of biodesel. There were 3 factors affecting 
responden to decide on the use of biodiesel : price, quality and distribution. The decision was highly affected 
by the price (coefficient value=1) based on Spearman analysis. It means, the cheaper the price, the more 
probability of respondents to use the biodiesel will be. Distribution factor shows a low correlation with value 
of = -0,293 at level significancy of 0.05. 


Key Words: Perception, Biodiesel. 


I. PENDAHULUAN 

Sejak kenaikan harga bahan bakar 
minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005, banyak 
kapal penangkap ikan tidak dapat melaut. 
Setelah kenaikan harga BBM sekitar 500 kapal 
penangkap ikan tuna berbobot 100 gross ton 


(GT) ke atas hanya ditambat di Pelabuhan 
Perikanan Muara Baru, Jakarta (Kompas, 
2005). Harga BBM yang awalnya Rp. 2.200 
per liter mengalami kenaikan menjadi Rp 
6.200 per liter untuk industri dan Rp. 4.300 per 
liter untuk harga yang diterima nelayan. Oleh 


1 Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 


Jl. KS. Tubun, Petamburan VI Slipi Jakarta. 
2 Peneliti pada Pusat Riset Teknologi Kelautan 
Jl. Pasir Putih ancol Jakarta Utara. 
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karena itu beban operasional perusahaan 
semakin meningkat seiring dengan kenaikan 
harga bahan bakar minyak tersebut. 

Pemakaian bahan bakar fosil ini pun 
semakin hari semakin meningkat sedangkan 
cadangan bahan bakar fosil dunia kian 
menipis. Kelangkaan bahan bakar minyak 
yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak 
dunia yang signifikan, telah mendorong 
pemerintah Indonesia untuk mengajak 
masyarakat mengatasi masalah energi 
bersama-sama. Keadaan inilah yang 
kemudian memaksa masyarakat untuk 
kembali ke bahan bakar yang berasal dari 
alam maupun tumbuhan (bahan yang 
terbarukan). 

Biodiesel merupakan bahan bakar dari 
minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai 
minyak diesel/solar. Minyak jarak dipilih 
karena biodiesel yang dihasikan memiliki 
kualitas yang lebih tinggi dibandingkan 
biodiesel dari minyak nabati lain (Zulkarnain, 
2006). Tanaman jarak mudah tumbuh dalam 
berbagai kondisi lahan, hal ini memudahkan 
regenerasi tumbuhan tersebut sehingga 
keberlanjutan penyediaan biodiesel dari biji 
jarak lebih terjamin. Adapun kelebihan 
biodiesel dibanding minyak diesel/solar 
diantaranya adalah merupakan bahan bakar 
yang ramah lingkungan karena menghasilkan 
emisi yang jauh lebih baik (bebas sulfur, 
jumlah asap rendah), bersifat non-toksik dan 
non-karsinogenik, dan memiliki sifat 
pelumasan terhadap piston mesin (Anonim, 
2006). 

Guna mengurangi ketergantungan 
nelayan terhadap solar yang harganya 
meningkat terus, maka diperlukan sumber 
energi alternatif mengatasi kelangkaan BBM. 
Penanaman dan usaha produksi biodiesel di 
desa nelayan selain akan meningkatkan 
produktifitas perikanan para nelayan malalui 
harga bahan bakar melaut yang lebih murah, 
juga akan memberikan peluang-peluang 
kegiatan ekonomi lain kepada masyarakat 
nelayan, seperti: peningkatan harga tanah 
untuk digunakan usaha penanaman tanaman 
jarak, usaha penjualan jarak, penyerapan 


tenaga kerja oleh perkebunan jarak dan 
proses produksi minyak biodiesel dan akibat 
ekonomi dari penurunan harga bahan bakar 
biodiesel untuk kapal ikan. 

Hal-hal tersebut merupakan multiplier 
effect kegiatan ekonomi pemanfaatan 
biodiesel dari tanaman jarak yang akan 
berdampak pada pergerakan ekonomi sektor 
riil di masyarakat nelayan menuju DESA 
NELAYAN MANDIRI ENERGI, artinya 
masyarakat pesisir menanam jarak dan 
memproduksi biodiesel secara mandiri untuk 
digunakan sebagai bahan bakar untuk melaut. 

Guna mengetahui apakah faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat nelayan 
untuk mengganti solar dengan biodiesel maka 
tujuan penelitian adalah mengkaji persepsi 
masyarakat pesisir terhadap penggunaan 
energi alternatif untuk melaut dalam 
mengatasi kelangkaan BBM. Persepsi 
nelayan terhadap penggunaan energi 
alternatif dalam mengatasi kelangkaan BBM 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan program 
pembangunan desa nelayan mandiri energi. 
Persepsi nelayan yang rendah (negatif) akan 
menghambat pelaksanaan program desa 
nelayan mandiri energi, sedangkan persepsi 
yang tinggi (positiff merupakan dukungan 
dalam mencapai tujuan program desa nelayan 
mandiri energi. Selain itu juga akan dianalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 
(nelayan) untuk mengganti solar dengan 
biodiesel. 

Tulisan ini menganalisis data hasil 
penelitian berupa persepsi masyarakat pesisir 
(Cilacap) terhadap penggunaan energi 
alternatif. 


ll. METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di daerah yang akan 
dijadikan percontohan, seperti Cilacap, di 
lokasi dimana terdapat atau pernah terdapat 
suatu bentuk sistem pemanfaatan sumber 
energi alternatif. Penelitian dilakukan pada 
tahun 2006. 
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Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diambil adalah data 
sekunder dan data primer. Data sekunder 
diperoleh dari dokumen, laporan, dan 
publikasi lainnya yang terkait dengan 
kebutuhan riset, seperti laporan tahunan 
kabupaten, laporan tahunan dinas kelautan 
dan perikanan, dan data hasil penelitian 
sebelumnya. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dengan nelayan yang 
menggunakan solar untuk melaut, serta pihak 
pemerintahan daerah. 

Responden yang dipilih untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
biodiesel adalah nelayan pemakai solar di 
Cilacap yang tergabung dalam Kelompok 
Nelayan yang bernama Sentolo Kawat. 
Kelompok Nelayan Sentolo Kawat memiliki 
anggota sebanyak 2.598 orang, dimana 
semuanya memiliki kapal ukuran < 30 GT 
(Anonim, 2004), sangat cocok untuk 
konsumen pengguna biodiesel, yaitu untuk 
kapal-kapal yang memakai solar bersubsidi 
atau pemilik kapal-kapal kecil. Responden 
dipilih sebanyak 35 orang yang mewakili 
nelayan pemakai solar di Cilacap. Responden 
diklasifikasikan berdasarkan umur dan ukuran 
kapal. Yang digunakan proporsi terbesar 
responden ada pada ukuran kapal <10 GT 
yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 57 
persen. Hal ini dikarenakan pemilik kapal 
ukuran < 10 GT mendominasi populasi dari 
responden. 

Adapun hal yang ditanyakan adalah 
mengenai kelangkaan BBM, pengetahuan 
mereka terhadap sumber energi alternatif 
seperti biodiesel, faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam keputusan memilih 
biodiesel dibanding BBM. Faktor-faktor inilah 
yang menjadi variabel persepsi masyarakat 
terhadap penggunaan biodiesel sebagai 
sumber energi alternatif, yaitu: 


1. Harga (apakah harga biodiesel lebih 
murah/mahal dibanding harga solar) 
2. Distribusi (apakah biodiesel lebih 


mudah/sulit didapat dibanding solar) 
3. Kualitas/keamanan (apakah penggunaan 


biodiesel lebih aman/tidak terhadap mesin 

kapal dibanding solar). 

Data tentang variabel persepsi 
dikelompokkan berdasarkan jawaban yang 
sama. Mereka memilih biodiesel karena harga 
biodiesel lebih murah dibanding solar, selain 
itu juga karena pertimbangan keamanan (tidak 
merusak mesin kapal), dan faktor mudah 
didapat dimana saja. Pernyataan tersebut 
kemudian masing-masing diseleksi. Analisis 
Data di lakukan dengan menggunakan 
program SPSS level 13 untuk menguji 
korelasi spearman (Santoso, 2000). Persepsi 
masyarakat dikatakan tinggi apabila 
masyarakat setuju terhadap penggunaan 
energi alternatif sebagai pengganti BBM. 
Sedangkan persepsi masyarakat rendah 
apabila masyarakat tidak setuju terhadap 
penggunaan energi alternatif sebagai 
pengganti BBM. 


Metode Analisis Data 

Proses psikologis diasosiasikan dengan 
interpretasi dan pemberian makna terhadap 
orang atau objek yang tertentu yang dikenal 
sebagai persepsi. Persepsi adalah 
interpretasi terhadap berbagai sensasi 
sebagai representasi dari objek-objek 
eksternal (Salomon, 1996). Persepsi 
merupakan tanggapan atau pendapat dan 
penilaian responden tentang biodiesel. 
Persepsi adalah sebagai interpretasi 
terhadap berbagai sensasi sebagai 
representasi dari objek-objek eksternal 
(Hastuti, 2004). Jadi persepsi adalah 
pengetahuan tentang apa yang dapat 
ditangkap oleh indera kita (Bodaken, 1986). 
Perbedaan karakteristik individu dan 
pengaruh lingkungan akan mempengaruhi 
pembentukan persepsi responden, produsen 
lingkungan perbedaan individu. 

Masyarakat yang memiliki persepsi positif 
apabila mereka mempunyai pengetahuan 
terhadap kegiatan tersebut (Rogers, 1988). 
Persepsi pada individu terhadap suatu gejala 
objek, dan rangsangan dapat positif, negatif, 
salah, benar, dan dapat berubah (Syahyuti, 
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1998). Kejadian ini disebabkan oleh 
perbedaan yang dimiliki secara individual, 
bersifat pribadi dan unik. Perbedaan persepsi 
terhadap suatu objek yang sama dari individu 
yang berbeda, akan tetapi pada individu yang 
sama dapat juga berbeda persepsi dalam 
waktu yang berbeda. Menurut Azwar (2000) 
persepsi merupakan salah satu unsur sikap 
yang berupa respon evaluatif terhadap suatu 
gejala. 

Salah satu hasil penelitian mengenai 
persepsi dilakukan oleh Susiatik (1998), yang 
menyatakan bahwa, persepsi masyarakat 
terhadapkegiatan pembangunan masyarakat. 
Desa hutan terpadu (PMDHT) di Mojorebo 
Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa 
Tengah. Menyimpulkan bahwatingkat 
persepsi petani peserta PMDHT tersebut 
positif (tinggi) terhadap pelaksanaan kegiatan 
PMDHT. Tahapan-tahapan proses persepsi 
seperti pada gambar 1 (Salamon, 1996). 


Stimulasi/Stimulation : Sensasi/ Pemberian arti/ 

- Suara/Sound — Sensation Meaning 

- Penglihatan/Sight 

- Bau/Smell 

- Rasa/Taste Indra i 

- Tekstur/ Texture Penerima/Receiving Perhatian/ 
Senses Attention 


Terkait dengan data, menurut Manurung 
(2005) harus dikelompokan berdasarkan 
jawaban yang sama. Persepsi nelayan 
terhadap penggunaan energi alternatif dalam 
mengatasi kelangkaan BBM merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
program pembangunan desa nelayan mandiri 
energi . Hal ini berarti masyarakat pesisir 
menanam jarak dan memproduksi biodiesel 
secara mandiri untuk digunakan sebagai 
bahan bakar untuk melaut. Persepsi nelayan 
yang rendah (negatif) akan menghambat 
pelaksanaan program desa nelayan mandiri 
energi, sedangkan persepsi yang tinggi 
(positif) merupakan dukungan dalam 
mencapai tujuan program desa nelayan 
mandiri energi. Mereka memilih biodiesel 
karena harga biodiesel lebih murah dibading 
solar, selain itu juga karena pertimbangan 
keamanan (tidak merusak mesin kapal), dan 
faktor mudah didapat dimana saja, kemudian 
pernyataan ini diskorsing. 


Interpretasi/ 
Interpretation 


Tanggapan/ 
Respon 


Persepsi/ 
Perception 


Gambar 1.Proses Persepsi Suatu Produk Terhadap Konsumen. 
Figure 1. Perception Process ofa Productby Consumers. 
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lll. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Responden 
Responden yang dipilih untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap 
biodiesel adalah nelayan pemakai solar di 
Cilacap yang tergabung dalam Kelompok 
Nelayan “Sentolo Kawat”. Kelompok nelayan 
ini sendiri menjadi anggota Koperasi Unit Desa 
(KUD) yang bernama KUD MinoSeroyo. 
Kedudukan ketua kelompok nelayan ini sangat 
kuat di mata anggotanya. Adapun 
penyelenggaraan kegiatan penyuluhan 
perikanan dilakukan dalam upaya pembinaan 
kelompok — kelompok nelayan. Kelompok 
nelayan sudah terkoodinir dalam satu wadah 
ekonomi yaitu KUD. Menurut hasil wawancara 
dengan kepala dinas perikanan, pembinaan 
kelompok, terutama sosialisasi biodiesel 
dilakukan secara terpadu baik dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan, Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia (HNSI), KUD, Dinas 
Pemerintahan yang terkait dengan 
peningkatan kesejahteraan nelayan. 


Tabel 1. Karakteristik Umum Responden. 
Table 1. General Characteristic of Respondent. 


Kelompok Nelayan Sentolo Kawat 
memiliki anggota sebanyak 2.598 orang, 
dimana semuanya memiliki kapal ukuran £ 30 
GT (Anonim, 2004) sangat cocok untuk 
konsumen pengguna biodiesel, yaitu untuk 
kapal-kapal yang memakai solar bersubsidi 
atau pemilik kapal-kapal kecil. Adapun ukuran 
kapal mereka ada yang berukuran 29 GT, 28 
GT, dan 15 GT, £ 10 GT. Delapan puluh 
persen anggota dari Kelompok Nelayan 
Sentolo Kawat memiliki kapal yang berukuran 
< 10 GT. Kapal tersebut melakukan 
penangkapan di Pantai Selatan Samudera 
Indonesia, mulai dari perbatasan Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Pangandaran) sampai 
dengan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa 
Timur (Pacitan). 

Karakteristik responden yang 
diklasifikasikanberdasarkan umur dan ukuran 
kapal di gambarkan pada tabel 1 

Responden sebagian besar umur 45 
tahun — 54 tahun yang dikategorikan pada 
umur dewasa yaitu sebanyak 15 orang atau 
sekitar 43 persen. Jumlah terbanyak kedua 
ada pada kisaran umur 35 — 44 tahun 


Responden /Respondent 


Karaktersitik /Characteristics Orang /number of paseriass Persentase (a) 
person 

1.Umur/Age (year/tahun) 
25 — 34 5 14,29 
35 — 44 13 37,14 
45 — 54 15 42,86 
> 55 2 5,71 
Total 35 100 
2.Ukuran Kapal/Size of Boats 
(GT) 
< 10 20 57,14 
11 s/d 15 8 22,86 
16-25 5 14,29 
25 — 30 2 5,71 
Total 35 100 


Sumber/Source: Data diolah, 2006/data processed, 2006. 
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sebanyak 13 orang atau sebesar 37 persen. 
Jumlah responden yang berumur > 55 paling 
sedikit yaitu hanya 2 orang atau sekitar 5 
persen. 

Proporsi terbesar responden ada pada 
ukuran kapal < 10 G T yaitu sebanyak 20 orang 
atau sekitar 57 persen. Hal ini dikarenakan 
pemilik kapal ukuran < 10 GT mendominasi 
populasi dari responden. Proporsi terbanyak 
kedua adalah pemilik kapal berukuran 11- 15 
GT sebanyak 8 orang atau sekitar 23 persen. 
Sedangkan proporsi yang paling kecil adalah 
responden yang merupakan pemilik kapal 
ukuran 25 — 30 GT sebanyak 2 orang atau 
sekitar 6 persen. 

Pendapatan responden berkisar antara 
Rp 600.000 — Rp 2.500.000, adapun 
keberagaman pendapatan responden ini 
ternyata disebabkan oleh oleh adanya 
perbedaan antara status ABK dan pemilik 
kapal disamping nelayan melaut dan tidak 
melaut. Demikian juga hasil sampingan diluar 
usaha penangkapan ikan dan adapula 
nelayan yang tidak mempunyai hasil 
sampingan. Namun umumnya responden 
tidak mempunyai hasil sampingan dan 
pendapatan rumah tangga bertumpu pada 
kepala keluarga. Berkaitan dengan pendapat 
ini. 


Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap 
Penggunaan Energi Alternatif Dalam 
Mengatasi Kelangkaan BBM 

Responden mengetahui informasi 
tentang biodisel dari media TV, teman, dan 
saat peresmian pabrik pengolah biodisel di 
Cilacap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 
(tabel 2). Sebanyak 22 orang atau 63 persen 
responden mengetahui biodiesel dari dari TV, 


sedangkan 20 persennya (7 orang) 
mengetahui biodiesel saat peresmian pabrik 
pengolah biodiesel oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan, dan 17 persen mengetahui 
biodiesel dari temannya (6 orang) Pada 
umumnya responden mengetahui informasi 
tentang biodesel yang diperoleh dari media 
televisi yang saat ini merupakan sarana yang 
paling cepat untuk menyampaikan informasi. 
Peranan tenaga penyuluh sebagai penyampai 
informasi tentang biodesel hampir tidak ada, 
karena hampir seluruh responden menjawab 
tidak ada peranan penyuluh Berdasarkan 
konfirmasi dari pihak Dinas Kelautan dan 
Perikanan, keberadaan tenaga penyuluh 
dirasakan masih sangat kurang baik kualitas 
maupun kuantitasnya. Kurangnya informasi 
dari penyuluh tidak hanya dirasakan tentang 
keberadaan biodiesel, tetapi tentang 
permasalahan teknis (baik budidaya ataupun 
penangkapan), hal ini dikeluhkan oleh semua 
responden dan pihak KUD, serta kelompok 
nelayan. 

Dari hasil pengolahan data diketahui 
bahwa sebesar 72,50 persen nelayan 
mempunyai persepsi yang tinggi (positif) 
terhadap keberadaan biodiesel sebagai energi 
alternatif dalam mengatasi kelangkaan BBM. 
Artinya mereka dapat menerima keberadaan 
biodisel, karena dapat memberikan manfaat 
terutama dalam hal mengatasi kelangkaan 
BBM. Responden yang diwawancarai 
mengharapkan dengan adanya biodiesel ini 
dapat dijadikan sumber energi alternatif yang 
harganya lebih murah dibandingkan solar . 
Dari hasil perhitungan analisa usaha, harga 
BEP (break event point) biodiesel adalah Rp 
4.065, tidak jauh berbeda dengan harga solar 


Tabel2.Sumber Pengetahuan Responden Tentang Biodiesel. 
Table 2. Source of Respondent Knowledge on Biodiesel. 


Saat Peresmian / 


Responden /Respondent TVITV Teman/ Coleague Ceremonial Evenis 
Jumlah 22 6 7 
Persentase 63 17 20 


Sumber/Source: Data diolah, 2006/Data processed, 2006. 
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subsidi (Rp 4.300). Harga BEP biodiesel yang 
tidak jauh berbeda dengan harga solar, 
disebabkan karena langkanya bahan baku 
biodiesel (biji jarak) (Anonim, 2006). 
Sebanyak 27,50 nelayan yang masih ragu- 
ragu tentang keberadaan biodiesel, karena 
menganggap harga biodiesel belum tentu 
lebih murah dibanding harga solar atau 
meragukan kualitas biodiesel. Perbedaan 
pengertian pengetahuan dan pengalaman 
menyebabkan adanya perbedaan dalam sikap 
dan tanggapan serta penerimaan seseorang 
terhadap sesuatu atau persepsi seseorang 
terhadap sesuatu. 


Faktor-Faktor Penentu Dalam Proses 
Pengambilan Keputusan Penggunaaan 
Sumber Energi Alternatif Oleh Responden 

Responden memberi penilaian terhadap 
faktor-faktor mereka memilih biodiesel. 
Mereka memilih biodiesel karena harga 


Tabel 3. Nilai Korelasi Spearman. 
Table 3. Spearman Correlation Value. 


biodiesel lebih murah dibading solar, selain itu 
juga karena pertimbangan keamanan (tidak 
merusak mesin kapal), dan faktor mudah 
didapat dimana saja. Data diolah dengan 
SPSS level 13 untuk menguji korelasi 
spearman (Santoso, 2000). Hasilnya 
keseluruhan responden sudah mengetahui 
biodiesel. 

Ada tiga faktor yang sangat 
mempengaruhi responden dalam proses 
keputusan pembelian biodiesel (tabel3) atau 
faktor-faktor yang mempengaruhi responden 
untuk mengganti solar dengan dengan 
biodiesel yaitu harga, kualitas (keamanan), 
dan distribusi. Dari hasil analisis, responden 
akan mengganti solar dengan biodiesel 
asalkan harga biodiesel lebih murah dari harga 
solar. Rata-rata konsumen di negara 
berkembang memang lebih sensitif terhadap 
harga. 


Spear Harga/ Koefisien korelasi/ 
man's Price Correlation 
rho _ Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Keamanan Correlation 
/Safety Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Distribusi/ Correlation 
distribution Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 


1,000 -,827(**) -.293 
000 087 

35 35 35 
-,827(**) 1,000 -.250 
,000 . 148 

35 35 35 
-293 -250 1,000 
,087 148 | 

35 35 35 


** Korelasi signifikan pada tingkat 0,01/Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Tabel 4. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pembelian Biodiesel. 
Table 4.Factors Affecting on Purchasing Biodiesel. 


Harga/Price 


Keamanan (kualitas) /Safety 


Distribusi /Distribution 


(quality) 
25 8 2 
8 25 2 
2 2 31 


Sumber/source:Data diolah, 2006/ Data processed, 2006. 
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Tabel 5. Hubungan Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Responden Mengganti Solar 


Dengan Biodiesel. 


Table 5. Relationship Factors Affecting the Respondents Decission to Substitute Diesel Fuel with 


Biodiesel. 
Faktor - Faktor/ Taraf Nyata/ Nilai Koefisien Kesimpulan / 
Factors Level of Korelasi /Coeficient Conclusion 
of correlation 
Harga/price 0,05 1 Hubungan 
Signifikan/Significant 
relationship 
Keamanan 0,01 -0,827 Hubungan 
(Kualitas)/Safety Signifikan/Significant 
(quality) relationship 
Distribusi/distribution 0,05 -0,293 Tidak terdapat 
hubungan/no 
correlation 


Sumber/source:Data diolah, 2006/Data processed, 2006. 


Pada uji signifikansi 0,05 hasil analisis 
Spearman memperlihatkan adanya hubungan 
yang sangat tinggi (derajat asosiasi tinggi) 
antara harga dengan keputusan membeli 


biodisel, yaitu sebesar 1 (nilai koefisien 
korelasi), artinya semakin murah harga 
biodisel maka semakin besar keinginan 


responden untuk membelinya. 

Dari hasil analisis terhadap faktor yang 
mempengaruhi keputusan responden 
mengganti solar dengan biodesel diketahui 
bahwa, untuk faktor kualitas nilai korelasinya 
hanya sebesar -0, 827 pada uji signifikansi 
0,01. Artinya faktor kualitas menunjukan 
adanya hubungan yang subtansial dengan 
keputusan membeli biodiesel, meski nilainya 
lebih kecil ketimbang faktor harga. 

Sedangkan untuk faktor distribusi 
menunjukkan adanya korelasi yang rendah 
yaitu sebesar -0, 293 pada uji signifikansi 0,05, 
seperti yang tertera pada tabel 5. 


IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
KEBIJAKAN 

Kesimpulan 

1. Persepsi masyrakat terhadap 


keberadaan biodesel sangat tinggi 
(72,50%) sedangkan 27,50% nelayan 
masih ragu-ragu. 


2. Ada 3 faktor yang memepengaruhi 
persepsi dalam proses keputusan 
pembelian biodesel yaitu Harga, 
Kualitas dan Disribusi. 

3. Terdapat hubungan yang sangat tinggi 
(derajat asosiasi tinggi) antara harga 
dengan keputusan membeli biodesel. 


Implikasi Kebijakan 

Untuk membangun desa nelayan mandiri 
energi diharapkan mempertimbangkan faktor 
harga dan kualitas biodesel. 
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